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Kata Pengantar

Dr. Ir. Supriyatno, MM.

Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Jawa Barat

Assalamualaikum wr. wb.,

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya Cetak Biru Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana (Jawa Barat Resilience
Culture Province - JRCP) telah selesai disusun, sesuai dengan amanat UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan berlandaskan inovasi demi menuju Jawa Barat
yang Tangguh Bencana.

Cetak Biru JRCP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang tangguh bencana. Urgensi tersebut hadir dari kondisi Jawa Barat yang
memiliki risiko bencana yang tinggi, IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) menunjukkan, Provinsi Jawa Barat memiliki skor 166 yang tergolong dalam risiko tinggi.
Cetak Biru JRCP diharapkan akan menjadi dokumen pedoman bagi Provinsi Jawa Barat, juga bagi kabupaten/kota dalam hal usaha pengurangan risiko bencana.
Dokumen Teknis JRCP mengadopsi sistem Pentahelix yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, dunia bisnis, komunitas, dan media dalam
penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Kegiatan penyusunan Cetak Biru JRCP telah melalui berbagai tahap, terdiri dari tahap pertemuan awal (Kick-off Meeting), Focus Group Discussion (FGD) sebanyak enam
kali, penyusunan dokumen, workshop dan sosialisasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan penyusunan peraturan gubernur terkait JRCP.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan Cetak Biru JRCP, sehingga seluruh hambatan dan
tantangan dapat diselesaikan dengan baik dan Cetak Biru JRCP dapat terselesaikan. Semoga Cetak Biru JRCP dapat menjadi landasan dan acuan seluruh pihak di Jawa
Barat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana, dan berdampak signifikan dalam mewujudkan Jawa Barat yang tangguh bencana.

Terima Kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.,

Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi Jawa Barat
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Mochamad Ridwan
Kamil, ST., M.UD.

Gubernur Jawa Barat

Assalamualaikum wr. wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Sampurasun,

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat karunia kepada kita semua di Jawa
Barat. Baik dengan nikmat sebagai Warga Jabar yang sehat sejahtera maupun dengan karunia bumi Jabar yang subur dan juga penuh keindahan.
Mengutip pernyataan M.AW Brouwer: "Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum".

Tapi kita harus sadar dan tidak terlena, bahwa di balik keindahan tersebut ada potensi bencana yang siap mengancam. Dari pengalaman masa
lalu, wilayah Jawa Barat pernah dilanda bencana-bencana yang dampaknya sangat merugikan baik kerugian korban jiwa maupun materiil.
Terdapat potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api yang frekuensi kejadiannya jarang. dan juga bencana banjir, longsor,
kekeringan, puting beliung yang sering terjadi, dan setiap tahunnya selalu ada. Dari hasil penelitian, kejadian bencana tersebut banyak terjadi
akibat adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kita sendiri. Sebagai contoh, menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan
Bappenas, dari 22% fungsi hutan Jawa Barat, 45%-nya telah terjadi perubahan fungsi. Berkorelasi dengan data tersebut, wilayah dengan
perubahan fungsi hutan tersebut mempunyai Indeks Risiko Bencana (IRBI) dengan kelas risiko tinggi.

Dengan memperhatikan hubungan antara penanggulangan kerusakan lingkungan dengan penanggulangan bencana, lahirlah ide untuk penguatan
tata kelola lingkungan dengan subjek utama yaitu agar masyarakat Jawa Barat sendiri tangguh terhadap bencana, yang dapat mengantisipasi
dan mengambil tindakan secara mandiri untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi.

Dengan semangat mewujudkan masyarakat Jawa Barat berbudaya tangguh bencana yang saya kemas dalam visi Jawa Barat juara lahir dan batin
dengan inovasi dan kolaborasi, saya menggagas program Tanggap Bencana Juara. Program ini saya masukkan dalam misi ketiga yaitu
“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan
konektivitas wilayah dan penataan ruang”.

Program Unggulan Tanggap Bencana Juara ini secara teknis dituangkan dalam bentuk program Cetak Biru Jawa Barat Berbudaya Tangguh
Bencana (Jawa Barat Resilience Culture Province). Program ini selaras dengan Sasaran RPJMD Jawa Barat periode 2018-2023 yaitu
“Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dan menurunkan kerentanan daerah-daerah seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk
menjadikan masyarakat Jawa Barat tangguh menghadapi bencana”.

Program ini dibuat dengan harapan dapat menjadi acuan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana di wilayahnya
masing-masing. Targetnya akan diukur melalui penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari skor 166 menjadi skor 120 dan
peningkatan Indeks Ketangguhan (Resilience Index) dari level 1 menjadi level 5. Saya optimis program ini akan dapat berjalan karena program ini
menyasar manusia, IPTEK dan kearifan lokal Jawa Barat, infrastrukur, lingkungan, serta pendanaan. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu :



1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan pentahelix dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap
perkembangan zaman.

Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiaagaan menghadapi bencana.

Membangun kultur masyarakat Jawa Barat yang siaga dan tangguh menghadapi bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai.

Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana yang cepat dan handal untuk membangun kehidupan lebih baik dan aman.

Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

whwe

Semoga dengan program ini, tujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat tercapai,
sehingga terwujud Jawa Barat ngabret menuju juara lahir batin.

Terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.,

Gubernur Jawa Barat

Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD.



Ringkasan Eksekutif

Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki kontekstual topologi dan sosio ekologi yang beragam serta memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Keunggulan-
keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat menjadikan wilayah Jawa Barat kaya akan pusat-pusat perkembangan baik industri. perdagangan, moda transportasi,
pendidikan dan juga sebagai kota wisata yang menjadi magnet para turis baik dalam maupun luar negeri.

Seiring dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, terdapat potensi-potensi tersembunyi (silent power) yang dapat sewaktu-waktu timbul
dan merusak yang disebut sebagai bencana. Bencana tidak semata-mata timbul begitu saja di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi di mulai akibat perubahan alih fungsi
hutan lindung yang menjadi kebun sayur, perkotaan, dan permukiman penduduk. Selain itu, pertanian luas di wilayah-wilayah gunung/lereng gunung memperburuk
kondisi alam di hulu yang akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di perkotaan (hilir).

Pemerintah Jawa Barat sebagai requlator dan pengayom masyarakat, tidak bisa memandang sebelah mata terhadap ancaman yang sewaktu-waktu terjadi, mulai dari
gempabumi, tanah longsor, banjir, tsunami, angin puting beliung, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem sampai kepada letusan gunung api. Oleh karena itu, Pemerintah
Jawa Barat menyusun sebuah dokumen hidup (living document) yang ditujukan untuk merestrukturisasi pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana,
sehingga timbul kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian dalam menghadapi potensi-potensi ancaman bencana dimasa yang akan datang.

Dokumen ini menggambarkan karakteristik ancaman bencana, regulasi, program/kegiatan, strategi dan pendanaan alternatif serta indikator-indikator penilai (indeks)
yang menguatkan ketangguhan masyarakat Jawa Barat. Dalam dokumen ini dimasukkan kata “budaya” yang berarti akar inti dokumen ini juga mengambil dan
mewariskan pengetahuan-pengetahuan baik yang telah dimiliki oleh para leluhur di Jawa Barat dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal ditelaah dipadupadankan
dengan kemajuan teknologi menjadikan dokumen berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam dokumen ini juga terdapat poin-poin inti/ikon yang mendukung ketangguhan di Provinsi Jawa Barat antara lain melalui: ketangguhan masyarakat dan komunitas
(resilient citizen), ketangguhan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal (resilient knowledge and local wisdom), ketangguhan kelembagaan dan regulasi (resilent institution
and pollicy), ketangguhan pendanaan (resilient financing) dan ketangguhan infrastruktur (resilient infrastructure).

Keluaran dari dokumen JRCP ini berupa implementasi program dan kegiatan, baik dalam jangka pendek, 2019-2023, meningkatkan pengetahuan dan membentuk
kesadaran masyarakat terhadap bencana: jangka panjang, 2024-2028, menjadikan masyarakat Jawa Barat berbudaya, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi bencana.
Dalam setiap implementasi program, dan kegiatan akan dilakukan pengukuran capaian dan kinerja melalui penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) maupun
peningkatan Indeks Ketangguhan (Resilience Index).
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BAB 1
PENDAHULUAN




1.1 Gambaran Umum Potensi dan Tingkat Risiko di Jawa Barat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan atau faktor bukan alam, maupun faktor manusia (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Bencana/bahaya (hazards) yang bersumber dari alam meliputi gempa bumi, tsunami, likuefaksi, letusan gunung api, longsor, banjir, dan lain-lain. Bencana bukan dari alam
maupun bencana akibat perilaku manusia (non geo-hazards) yang mengakibatkan kerusakan dan dampak negatif pada alam meliputi ledakan nuklir, perang,
kerusuhan/konflik sosial, kebakaran permukiman, wabah penyakit, dan lain-lain. Dari sumber-sumber bencana tersebut, kejadian bencana dapat terjadi secara tiba-
tiba/sesaat dan memberikan kerusakan yang luar biasa/masif (catastrophic).

Secara sederhana, bencana adalah peristiwa atau kejadian dari suatu bahaya/ancaman bahaya yang mengakibatkan kerugian. Atau, bencana adalah bahaya/ancaman
bahaya yang menjadi nyata atau terjadi, dan mengakibatkan kerugian. Kerugian akibat bencana yaitu identik dengan korban jiwa dan kerugian materi (harta).

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah geografis yang terdiri dari daratan, pantai, dan pegunungan. Jumlah penduduknya sekitar 47 juta jiwa, tersebar di 27
kabupaten/kota, 626 Kecamatan, 645 Kelurahan, dan 5.213 Desa. Luas wilayah provinsi Jawa Barat 37.095 km? dengan beragam karakterisktik topografi, membuat
Provinsi Jawa Barat semakin rentan terhadap potensi terjadinya bencana. Hampir semua bencana yang ada di Indonesia terjadi di Jawa Barat, termasuk ancaman
bencana masa depan, di antaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir dan tanah longsor, kekeringan dan kebakaran, puting beliung, kegagalan teknologi
dan kejadian luar biasa (endemik), bencana perlahan (silent killer), seperti penurunan tanah (land subsidence), kenaikan muka air laut (sea level rise), rob, dan kerusakan
akuifer.

Secara spasial, hampir semua wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana tingkat tinggi. Dari 5.957 desa/kelurahan, tercatat 4.465 desa termasuk kategori
desa rawan bencana tingkat tinggi, dan sisanya termasuk ke dalam kategori rawan bencana tingkat sedang dan rendah. Adapun secara persentase, sebesar 75% dari
total Desa di Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana tingkat tinggi. Apabila diurutkan, bencana yang sering terjadi adalah banjir, disusul oleh gerakan tanah atau
longsoran tanah, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan. Bencana gempa bumi dan letusan gunung api tercatat tidak terlalu sering terjadi di Jawa
Barat, namun demikian ketika bencana itu terjadi, memberikan dampak yang sangat dahsyat. Termasuk di dalamnya potensi gempa dari megathrust, bidang sesar naik
yang besar pada zona penunjaman lempeng samudra dan lempeng benua di selatan Jawa Barat, serta beberapa sesar aktif lainnya.



Gambar 1.1 Longsor di Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi
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Gambar 1.2 Peta Ancaman Multihazard Jawa Barat
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Gambar 1.3 Tabulasi Kejadian Bencana di Jawa Barat periode 2013-2018



REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DIJAWA BARAT
JANUARI-OKTOBER 2019

Total kejadian
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Gambar 1.4 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Jawa Barat periode Januari-Oktober 2019

Kejadian bencana di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 memperlihatkan peningkatan, terutama dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Namun, pada tahun 2014
dan 2015 terjadi penurunan kejadian bencana. Pada tahun 2019, kejadian bencana selama bulan Januari sampai Oktober, tercatat 1.558 kejadian, sudah melampaui

kejadian bencana sepanjnang tahun 2018. Adanya peningkatan kejadian bencana ini harus mendapat perhatian, karena potensi kerugian akibat bencana akan semakin
meningkat.

Total kejadian bencana di Jawa Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 6.607 kejadian. Pada tahun 2013 tercatat 1.268 kejadian, tahun 2014 tercatat
835 kejadian, tahun 2015 tercatat 532 kejadian, tahun 2016 tercatat 1.100 kejadian, tahun 2017 tercatat 1.311 kejadian, dan tahun 2018 sebanyak 1.561 kejadian. Jenis

bencananya didominasi oleh longsoran tanah, kebakaran, dan banjir. Adapun jenis bencana lainnya yang tercatat cukup banyak, yaitu bencana angin putting beliung
(Gambar 1.3 dan Gambar 1.4).

Berdasarkan catatan Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, wilayah Jawa Barat mencatat skor 166, termasuk kelas berrisiko tinggi bencana. Bahkan daerah

Kabupaten/Kota yang menjadi peringkat tertinggi nasional (1-5) menurut risiko bencana berada di wilayah Jawa Barat, yakni Cianjur (peringkat 1), Garut (peringkat 2),
Sukabumi (peringkat 3), dan Tasikmalaya (peringkat 5).



1.2 Maksud dan Tujuan

Mempertimbangkan karakter bumi Jawa Barat yang memiliki potensi bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun karena faktor perbuatan manusia, baik yang
sifatnya sesaat atau perlahan (bencana masa depan), maka manajemen (risiko) bencana merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan menjadi prioritas
program Provinsi Jawa Barat. Manajemen (risiko) bencana harus menjadi agenda utama di tingkat Nasional maupun Daerah (Kabupaten/Kota atau Provinsi), bahkan
menjadi bagian terpenting dari kurikulum pendidikan. Pendekatan struktural (hard approach) melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pendekatan non-
struktural (soft approach) melalui program penguatan ketangguhan (resilience) dilakukan.

Manajemen risiko bencana (disaster risk management) adalah suatu proses yang sistematis dalam menggunakan keputusan-keputusan administratif, lembaga,
keterampilan operasional, dan kapasitas penyesuaian masyarakat dan komunitas untuk mengurangi dampak bahaya alam dan bencana-bencana lingkungan, dan
teknologi terkait (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Untuk memaknai manajemen resiko bencana, dikenal adanya istilah prevention, yang bermakna mitigasi dan adaptasi bencana. Dikenal juga istilah kerentanan
(vulnerability), kekuatan (capacity), kesiapsiagaan (preparedness), dan ketangguhan (resilience). Manajemen bencana juga dilakukan pascabencana.

Pembuatan Cetak Biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) merupakan salah satu upaya dalam manajemen risiko bencana di Jawa Barat sampai tingkatan yang
paling tinggi, yaitu resilience. Culture adalah hasil olah rasa dan kebiasaan yang mengakar, membentuk sebuah pola yang berulang yang dilakukan dalam kurun waktu
yang cukup lama, turun temurun, serta bermetamorfosis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini membangun budaya tangguh bencana di Provinsi
Jawa Barat dibudayakan melalui pemebelajaran, ilmu, dan kearifan lokal yang telah turun-temurun diajarkan oleh orang tua dalam pengurangan risiko bencana.

Resilience Culture Province adalah provinsi yang mempunyai kemampuan mencegah, tahan, tangguh, beradaptasi, meminimalkan dampak yang merugikan, dan
memulihkan diri dari bencana secara tepat dan efisien. Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province memiliki konsep perpaduan kearifan lokal dan teknologi yang
berlandaskan pada 6 komponen yang menyatu membentuk indeks ketangguhan (resilience index), antara lain: (1) Ketangguhan masyarakat dan komunitas (resilient
citizen), (2) Ketangguhan IPTEK dan kearifan lokal (resilient knowledge and local wisdom), (3) Ketangguhan kelembagaan dan kebijakan (resilient institutional and policy).
(4) Ketangguhan pendanaan (resilient financing). (5) Ketangguhan infrastruktur (resilient infrastructure), dan (6) Ketangguhan ekologi (ecological resilience).

1.3 Ruang Lingkup

Resilience Culture Province mencakup seluruh fase dalam siklus penanggulangan bencana, mulai prabencana, yaitu pencegahan dan mitigasi serta kesipasiagaan. Pada
saat becana terjadi yaitu tanggap darurat, dan pascabencana yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam dokumen Cetak Biru ini, perkembangan ketangguhan diukur melalui indikator-indikator ketangguhan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.
Peningkatan kapasitas diukur melalui Indeks Ketangguhan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di ukur dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia
(IRBI).



1.4 Kedudukan Dokumen

Dokumen cetak biru ini sebagai pelengkap bagi dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang ada di Jawa Barat. Dokumen cetak biru ini berfungsi sebagai
pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum, yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Gambar berikut menunjukkan kedudukan dokumen cetak biru di antara dokumen lainnya.

Perda No. 68 Tahun 2014
Perda No. 2 Tahun 2010 . Rencana
Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan
Penyelenggaraan PB Peraturan Daerah Provinsi Bencana .

Jawa Barat No. 2 tahun 2010

Cetak Biru
Jawa Barat

Resilience
Culture Province

Gambar 1.5 Kedudukan Dokumen JRCP



BAB 2
PROYEKSI DAN ANCAMAN BENCANA




Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 108°48 BT dengan batas-batas wilayah, di sebelah utara berbatasan dengan Laut
Jawa dan DKI Jakarta, di bagian barat berbatasan dengan Banten dan DKI Jakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan di selatan dengan
Samudera Hindia, yang tersambung ke Selat Sunda di bagian barat. Daratannya, termasuk pulau-pulau kecil sebanyak 48 pulau di Samudera Hindia dan 4 pulau di Laut
Jawa, luas wilayah Jawa Barat adalah 37.095 km? .

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Jawa Barat, terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan dataran
rendah, di tengah berupa dataran tinggi, dan di selatan bergunung-gunung dengan pantai yang sempit.

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung
utara Pulau Sulawesi. Daratannya dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah
lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100-1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0-10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Iklim Jawa Barat adalah tropis. dengan suhu 92 C di puncak Gunung Pangrango dan 342 C di Pantai Utara, dengan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Namun di
beberapa daerah pegunungan curah hujannya antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun. Dengan kondisi geografis seperti itulah Jawa Barat memiliki potensi ancaman
bencana yang besar.

2.1 Proyeksi dan Potensi Ancaman Bencana di Jawa Barat

Beberapa bahaya yang mengancam masyarakat di Provinsi Jawa Barat, di antaranya adalah gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, letusan gunung api, hidrometeorologi,
wabah, dan ancaman bencana jangka panjang.

211 Gempa Bumi
a. Potensi Kegempaan di Provinsi Jawa Barat

Gempa bumi mempunyai sifat berulang. Gempa yang terjadi pada waktu yang lalu, akan berulang di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang berulang ini, maka
gempa bumi mempunyai siklus, yang disebut siklus gempa bumi. Siklus gempa bumi yaitu:

1. Interseismic, yaitu tahapan awal dari suatu siklus gempa bumi. Pada tahap ini energi dari dalam bumi menggerakkan lempeng, kemudian terjadi akumulasi energi di
beberapa bagian lempeng, tempat atau lokasi terjadi gempa bumi (batas antarlempeng atau sesar). Untuk beberapa kasus, subduksi antara dua lempeng, pada saat
fase interseismic, seperti pada Gambar 2.1 (a), di zona subduksi terjadi locking (mengunci), sehingga energi terkumpul di zona tersebut dan material lempeng yang
tersubduksi mengalami pemendekan (shortening). Besarnya energi yang terkumpul di area yang terkunci ini semakin lama akan semakin meningkat hingga
memasuki fase berikutnya.

2. Coseismic, yaitu fase saat energi yang telah terkumpul dilepaskan dalam bentuk gempa bumi, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 (b). Saat akumulasi energi
melebihi kekuatan destruktif dari area yang terkunci, maka akan terjadi pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi. Material lempeng pada fase ini mengalami
ekstensi.

3. Postseismic, yaitu tahapan ketika sisa-sisa energi gempa terlepaskan secara perlahan dalam kurun waktu yang lama sampai kondisi kembali ke tahap keseimbangan
awal yang baru seperti ilustrasi pada Gambar 2.1 (c).
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Gambar 2.1 Mekanisme silklus gempa bumi: (a) interseismic, (b) coseiismic, (c) postseismic.
(Digambar ulang berdasarkan Savage, 1983)

b. Sumber Sesar di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa yang dikeluarkan oleh PuSGeN pada tahun 2017, sumber gempa di Provinsi di Jawa Barat terdiri dari 3 sesar utama di
darat yaitu sesar Cimandiri, Lembang, dan Baribis (Gambar 2.2) serta sumber gempa megathrust. Analisis potensi gempa bumi menggunakan data Global Positioning
System (GPS) sudah dilakukan di zona subduksi di Selatan Jawa bagian barat (Hanifa dkk. 2014). Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa terdapat zona yang
membatasi bagian barat dan timur subduksi di Selatan Jawa pascagempa bumi Pangandaran tahun 2006 (Gunawan dkk., 2016).

SESAR SESAR
CIMANDIRI Ut gy BARIBIS
M : A -

.

SESAR &
LEMBANG

Gambar 2.2 Tiga Sesar Utama di Jawa Barat.
Sumber : Peta Sumber dan Bahaya Gempa Nasional tahun 2017 (PuSGeN)
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Sesar Cimandiri merupakan salah satu sesar utama di Jawa Barat, yang memanjang di wilayah yang padat penduduk, mulai Palabuhanratu, Sukabumi, Cianjur, dan
Padalarangan. Pokja Geologi membagi Sesar Cimandiri menjadi tiga segmen, yang memiliki mekanisme sesar naik. Ketiga segmen tersebut adalah segmen utama yang
berada di daerah Palabuhanratu, bersambung ke segmen Nyalindung-Cibeber, dan segmen Rajamandala. Beberapa gempa besar yang merusak terjadi di wilayah Sesar
Cimandiri, seperti Gempa Palabuhanratu (1900). Gempa Cibadak (1973), Gempa Gandasoli (1982), Gempa Padalarang (1910), Gempa Tanjungsari (1972), Gempa
Conggeang (1948), dan Gempa Sukabumi (2001).

Hasil perhitungan regangan memperlihatkan bahwa sesar Cimandiri memiliki mekanisme yang beragam. Segmen utama dan segmen Nyalindung-Cibeber memiliki
mekanisme dominan sesar geser mengiri yang disertai mekanisme sesar naik, sedangkan segmen Rajamandala memiliki mekanisme dominan sesar naik. Hasil regangan
pada segmen Rajamandala memperlihatkan adanya pola dan besaran regangan yang hampir sama pada sisi kanan dan sisi kiri sesar. Hal ini menjadikan adanya dugaan
bahwa sesar segmen Rajamandala tidak mengalami deformasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua segmen sesar Cimandiri lainnya. Berdasarkan hasil
perhitungan laju geser, sesar Cimandiri bergerak dengan mekanisme sesar geser mengiri dengan kecepatan 2-5 mm/tahun.

2. Sesar Lembang

Sesar Lembang terletak di utara Kota Bandung, secara topografi merupakan gawir yang memanjang dan membentang arah Barat-Timur (Tjia, 1968, Setiadji, 1997; Nossin,
2002; Supartoyo dkk., 2005). Sesar ini merupakan terusan dari ujung utara sesar Cimandiri. Menurut catatan sejarah, gempa besar yang pernah terjadi di sepanjang
sesar ini pada tahun 1699, 1834, dan 1900 (Visser, 1922; Wichmann, 1918). Berdasarkan studi geodesi, Abidin dkk. (2008, 2009) memperkirakan laju pergerakan (sliprate)
sesar Lembang sebesar 3-14 mm/th dengan pergerakan geser sinistral.

Meilano dkk. (2012) dengan menggunakan metode yang sama tetapi dalam rentang waktu pengamatan yang lebih lama mengestimasi laju pergerakan sesar ini sebesar 6
mm/tahun. Daryono (2016) meneliti secara detail sesar ini dengan menggunakan metode tektonik geomorfologi dan paleoseismology, membagi Sesar Lembang menjadi
6 bagian (Gambar 2.3), yaitu segmen Cimeta, Cipogor, Cihideng, Gunung Batu, Cikapundang, dan Batuloceng. Hasil pengukuran laju pergerakan geologi dari sesar
Lembang berkisar antara 2-6 mm/tahun. Total panjang sesar Lembang secara geomorfologi mencapai 29 Km (Daryono, 2016), dengan titik nol kilometer di daerah
Padalarang dekat jalan tol, dan ujung timur di daerah Batuloceng.
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Gambar 2.3 Kinematika Sesar Lembang (Daryono, 2016)



3. Sesar Baribis

Sesar Baribis memanjang dari timur ke barat. Berdasarkan hasil penelitian Marliyani (2016), kemudian diadopsi oleh Pokja Geologi, sesar Baribis merupakan zona sesar
yang terdiri dari beberapa segmen yang memiliki mekanisme sesar yang berbeda antar segmennya. Segmen Tampomas merupakan segmen dengan mekanisme sesar
normal. Segmen Subang, segmen Cirebon, segmen Brebes, merupakan segmen sesar dengan mekanisme sesar naik. Segmen lainnya, yaitu segmen Ceremai merupakan

sesar dengan mekanisme sesar geser.

Tabel 2.1 Pembagian Segmen Sesar di Provinsi Jawa Barat

Sesar Aktif

Sesar Utama

Segmen

Sliptrate
Geodetic

(mm/yr)

1 Sesar Cimandiri Cimandiri Sesar naik 3.5
2 Sesar Cimandiri Nyalindung-Cibeber Sesar naik 35
3 Sesar Cimandiri Rajamandala Sesar geser 3.5
4 Sesar Lembang Lembang Sesar geser 5
5 Baribis-Kendeng Fold-Thrust Zone Subang Sesar naik 05
6 Baribis-Kendeng Fold-Thrust Zone Cirebon-1 Sesar naik 05
7 Baribis-Kendeng Fold-Thrust Zone Cirebon-2 Sesar naik 05
8 Baribis-Kendeng Fold-Thrust Zone Ceremai Sesar geser 0.5
9 Sesar Garsela Garsela Rakutai
10 Sesar Garsela Garsela Kencana

4. Megathrust Jawa

Pada zona pertemuan subduksi yang berada di selatan Pulau Jawa, lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, tersubduksi dengan lempeng Erasia dengan kecepatan
subduksi yang bervariasi, mulai 68 mm/tahun di bagian selatan Jawa Tengah, dan secara gradual menurun menjadi 60 mm/tahun pada bagian subduksi yang sejajar
dengan bagian tengah Sumatra. Proses subduksi di bagian selatan Pulau Jawa merupakan subduksi dari sebagian besar dari wilayah subduksi yang bersifat aseismik.
Dapat dikatakan bahwa kuncian antara kedua lempeng itu bersifat lemah dan pergerakan relatif dari kedua lempeng diakomodasi oleh pergerakan yang kontinu tanpa

adanya akumulasi tegangan pada bagian batas kedua lempeng.

Namun demikian, dua kejadian gempa yang menghasilkan tsunami di selatan Jawa pada tahun 1994, dengan kekuatan 7,8 Mw, dan pada tahun 2006 dengan kekuatan 7,8
Mw, membuktikan bahwa kedua gempa tersebut merupakan gempa yang terjadi akibat adanya patahan naik yang terjadi pada zona subduksi dangkal di selatan Pulau

Jawa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifa dkk (2014). potensi gempa megathrust di selatan Jawa Barat telah setara dengan gempa megathrust magnitude 8,7 (Gambar
2.4). Pada Peta Sumber Gempa dan Bahaya 2017, megathrust di selatan Jawa dibagi ke dalam 5 segmen, yaitu segmen Selat Sunda-Banten (potensi M 8,8), segmen Jawa
Barat (potensi M 8,8), segmen Jateng-Jatim (potensi M 8,9), dan segmen Bali (potensi M 9,0).
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Gambar 2.4 Segmen Megathrust di Jawa (PuSGeN, 2017)
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Gambar 2.5 Identifikasi zona potensi gempa bumi dari zona subduksi di selatan Jawa bagian barat (Hanifa dkk., 2014) dan beberapa plot gempa pada 12 tahun terakhir di
Jawa bagian Barat yang dirasakan (Hanifa, 2018)

Berdasarkan sumber gempa tersebut, maka Jawa Barat akan diguncang gempa dengan kekuatan guncangan setara dengan MMI VI-VIII atau Sangat Kuat. Oleh karena
itu Provinsi Jawa Barat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa dengan MMI VI-VIII.
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Gambar 2.6 Potensi Gempa dengan MMI VI-VIII di Provinsi Jawa Barat

KEKUATAN GEMPA MENURUT SKALA MMI

MMI VI:
Terasa oleh semua orang. Banyak orang lari ke luar, karena terkejut. Orang yang berjalan kaki terganggu. Barang pecah-belah pecah. Barang-barang kecil, buku-buku jatuh
dari raknya/termpatnya. Gambar/lukisan jatuh. Mebel-mebel bergerak dan berputar. Plester yang lemah pecah-pecah. Lonceng gereja berbunyi, pohon terlihat bergoyang.

MMI VII:

Dapat dirasakan oleh sopir yang sedang berkendara. Orang yang sedang berjalan kaki susah untuk berjalan dengan baik. Cerobong asap yang lemah pecah, tembok yang
tidak kuat retak-retak, plester-plester tembok yang tidak kuat akan rontok, terjadi sedikit pergeseran dan lekukan-lekukan pada tanah lunak/lembek. Air sumur menjadi
keruh. Lonceng besar berbunyi. Terjadi kerusakan pada selokan dan irigasi.

MMI VIII:

Saat berkendara akan terganggu. Bangunan yang kuat menderita kerusakan, ada bagian yang runtuh, terjadi kerusakan pada tembok yang dibuat tahan terhadap getaran
horizontal, dan beberapa bagian tembok jatuh, cerobong asap. monumen, menara, tangki air di atas akan berputar dan yang tidak terikat bergeser. Cabang-cabang dan
ranting-ranting pohon patah dari dahannya. Tanah lunak dan tidak padu banyak yang mengalami retak, bergeser, terjadi pelongsoran di lereng-lereng curam.




212 Tsunami

a. Ancaman/Potensi Tsunami

Tsunami adalah suatu rangkaian gelombang yang ditimbulkan oleh gangguan yang terjadi secara tiba-tiba pada suatu badan air, A A
seperti laut atau danau (National Research Council. 2011). Istilah tsunami diambil dari bahasa Jepang yang berarti “gelombang ﬁﬁ
pelabuhan”. Periode gelombang tsunami antara 10? - 10* detik (Levin & Nosov, 2009).

Gambar 2.7 Penulisan tsunami

Tsunami terjadi akibat adanya beberapa hal, seperti: gempa bumi, letusan gunung api, longsoran bawah laut; dan jatuhnya dalam hierogliphs Jepang.

meteor di atas laut.

Berdasarkan catatan kejadian tsunami, sekitar 80-920% tsunami disebabkan oleh gempa bumi (Ward dkk, 2011). Tapi, tidak
semua gempa bumi akan menghasilkan tsunami. Latief dkk. (2007) menyebutkan, gempa bumi yang dapat menimbulkan
tsunami harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

e Sesarnya berada di bawah laut.

* Sesarnya merupakan sesar vertikal dan terangkat beberapa meter. c= Jg.d
e Sesar aktif menimbulkan gempa dengan luas perpindahan (displacement) lebih dari ratusan ribu kilometer persegi.
¢  Gempanya minimal berkekuatan (M) é.

Rumus cepat rambat gelombang
tsunami dapat dituliskan seperti pada
persamaan berikut:

¢ = kecepatan rambat gelombang
i tsunami (m/dtk).

e Kedalaman episenter gempa < 40 km. g = konstanta percepatan gravitasi
(9.8 m/dtié).

Dengan panjang gelombang mencapai S00 km, tsunami merupakan gelombang perairan dangkal, yang panjang d slierians giiemings (1]

gelombangnya jauh lebih panjang dibandingkan kedalaman perairan yang dilaluinya. Karakteristik gelombang perairan
dangkal. seperti halnya gelombang pasang surut, kecepatan penjalarannya tergantung pada kedalaman perairan yang
dilalui, sehingga kecepatan penjalaran gelombang tsunami akan cepat di perairan dalam dan akan berkurang kecepatannya sesuai berkurangnya kedalaman pada saat
mendekati pantai. Tetapi untuk mempertahankan energi beserta luasan area gelombang yang terbentuk, maka seiiring dengan berkurangnya kedalaman, akan terjadi
pengurangan kecepatan yang disertai dengan pengurangan panjang gelombang, dan bertambahnya tinggi gelombang. Hal inilah yang menyebabkan gelombang tsunami
bertambah ketinggiannya pada saat tiba di pantai, meskipun dari sumber tsunaminya ketinggian gelombangnya kecil.

Sebagai contoh: kecepatan rambat gelombang tsunami di laut dengan kedalaman rata-rata dari sumber tsunami ke pantai adalah sekitar 1.000 m, maka kecepatan rata-
rata dari perambatan gelombang tsunami adalah sekitar 350 km/jam. Jika jarak antara sumber gempa di laut dengan pantai adalah 200 km, maka waktu yang diperlukan
oleh gelombang tsunami untuk mencapai pantai dari sumbernya sekitar 35 menit.

b. Historis Kejadian dan Sumber Tsunami

Sejak tahun 1900 sampai saat ini, sudah banyak terjadi bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa maupun longsoran akibat erupsi gunung berapi. Beberapa kejadian
tsunami di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.2 Dapat dilihat bahwa mayoritas penyebab terjadinya tsunami di Pulau Jawa,
Madura, dan Bali adalah akibat aktivitas tektonik.



Tabel 2.2 Catatan historis kejadian tsunami di Pulau Jawa, Madura, dan Bali

Tinggi
Tahun tsunami Keterangan

(m)

Garis Garis

Bujur Lintang

Parangtritis berada di pantai selatan Yogyakarta, mengalami tsunami
1 11 -11 1921 6.2 01 kecil. Cilacap: awal tsunami pukul 12:15 waktu setempat dan maksimum
ketinggian sekitar 10 cm.

Teluk Betung: setelah terjadi dua guncangan, dari kejauhan terdengar
suara gemuruh. Kapal yang tertambat di pelabuhan berderak sangat
kencang. Beberapa waktu kemudian, air surut sekitar 0,5 m, setelah itu

41 s 54 et B k3 naik setinggi 1 - 1.5 m. Riak air terlihat di permukaan laut. Gemuruh dan
putaran terjadi berulang sekitar 20 menit, kemudian dan terjadi lagi
pukul 23:50 dan 00:08.

i Besuki: sekitar pukul 02:00, menara mercusuar di Bansiring (Kecamatan

3 A5 9.3 1930 6.5 ol Besuki) mencatat tinggi gelombang pasang hingga 10 cm.

4 128.3 -3.8 1950 | 76 3 *

S 107.3 -8.2 1957 5.5 N/A Banyumas: gempa diikuti banjir pasang.

6 115,9 -8.4 1979 6.6 N/A Sumbawa, Bali, Lombok

7 | 114185 | -9.245 1985 6,2 ] -

8 | 112,835 | -10,477 | 1994 7.8 13.9 -
Gempa dengan goncangan yang lemah dirasakan oleh sebagaian besar

@ | 107411 | -9254 | 2006 | 7.7 8 penduduk pantai selatan Jawa Barat. Tsunami melanda kawasan pantai

selatan Pulau Jawa sepanjang 500 km.
Letusan Gunung Anakkrakatau menyebabkan longsoran di sekitarnya,
memicu terjadinya tsunami.

10 | 105423 | -6,012 2018 | N/A N/A
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Gambar 2.8 Sebaran Sumber Tsunami sekitar Jawa dan Bali 1990-sekarang

2.1.3 Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau lebih dikenal dengan tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran,
yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot
tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke bagian tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya
akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Tanah longsor dapat menimbun bangunan, lahan di bawah lereng, hingga menyebabkan korban jiwa.
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Gambar 2.9 Peta Bahaya Tanah Longsor di Jawa Barat

Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta
berat jenis tanah/batuan. Air dapat berupa air tanah dan atau air permukaan dari sungai atau air hujan. Air tanah akan mengisi pori-pori tanah. Lereng atau tebing yang
terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang
menyebabkan longsor adalah 18° apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Sementara itu Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung
atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2.5 m dan sudut lerengnya lebih dari 22°. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi
hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa/udara terlalu panas. Batuan endapan
gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung, umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila
mengalami proses pelapukan dan rentan terhadap longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Pada prinsipnya pergerakan tanah atau tanah longsor terjadi apabila
gaya pendorong pada lereng lebih besar dari pada gaya penahannya.
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Gambar 2.10 Jenis-jenis Pergerakan Tanah

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November, karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya
penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah
permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak, sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang
tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor. Ke
dalam tanah yang merekah itu air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya,
tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh akar tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah.

Ada 6 jenis tanah longsor (Gambar 2.10), yaitu: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis
longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa adalah aliran bahan rombakan.

Hampir setiap tahunnya di Jawa Barat terjadi tanah longsor. Daerah-daerah yang kerap longsor banyak terjadi di wilayah Bogor, Sukabumi, Kuningan, Kabupaten
Bandung. dan Garut. Pada akhir tahun 2018 terjadi longsor besar di daerah Sukabumi Selatan, yang merenggut banyak korban jiwa.
2.1.4 Gunung Api

Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, 77 di antaranya termasuk gunung api tipe A, yang pemantauannya menjadi prioritas utama. Ke-77 gunung api aktif itu sewaktu-
waktu akan meletus. Dari 77 gunung api aktif itu. tujuh gunung api aktif tipe A tersebar di Jawa barat. Gunung api tipe B dan C pun tidak menutup kemungkinan untuk
meletus, karena ada beberapa contoh, seperti Gunung Sinabung, Sumatera Utara, yang semula dikategorikan tipe B. Bahkan, ada gunung yang sudah tidak mempunyai



rekaman sejarah letusan, sudah seperti bukit biasa, kemudian meletus pada tanggal 28 Desember 1987, seperti yang terjadi dengan Gunung Anakranaka di Manggarai,
Flores, Nusa Tenggara Timur.

Kini, gunung api sudah berada di tengah kota. Gunung api sudah dikelilingi permukiman masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi. Inilah ketujuh gunung api yang terdapat
di Jawa Barat, yang harus mendapat perhatian, pemantauan, dan analisis yang presisi, agar dampak letusannya tidak menimbulkan korban jiwa. Di sinilah peran mitigasi
yang berkelanjutan di seputar gunung api harus terus dilakukan.

a. Ancaman Gunung Api Aktif di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki tujuh gunung api aktif tipe A, yaitu: Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Ceremai, Gunung Guntur, Gunung
Papandayan, dan Gunung Galunggung. Untuk mengetahui karakteristik gunungnya, ketujuh gunung itu diuraikan satu per satu.

L Gunung Salak

Gunung Salak (2.211 m dpl) merupakan gunung api aktif tipe A yang berada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, jaraknya sekitar 60 km dari Jakarta. Magma di
dalam Gunung Salak terus memanasi tubuh gunung ini setiap saat, sehingga bebatuannya menjadi terubah. Di dekat kawahnya terdapat aliran Ci Kaluwung. Jumlah air
yang berlimpah disertai pemanasan dari magma yang terus-menerus telah menyempurnakan sebab-sebab terjadinya guguranpuing atau debris avalanche, seperti yang
terjadi pada tahun 1699. Setelah kawasan Bogor termasuk Gunung Salak digucang gempabumi besar, menyebabkan lereng sisi utara gunung ini retak, kemudian belah,
telah memicu guguran puing. Bekasnya membentuk lembah yang besar dan dalam, luasnya mencapai 4,75 km2.

Gunung Salak diketahui pernah meletus pada tahun 1780, 1902, 1919, 1935, dan 1938. Guguranpuing yang dipicu oleh gempabumi merupakan bahaya gunung api non
letusan yang harus diwaspadai selain bahaya letusan gunung apinya, karena di seputar gunung ini sudah dipadati oleh permukiman warga, destinasi pariwisata, dan
pemerintahan.

2. Gunung Gede

Gunung Gede (2.958 m dpl) termasuk wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Gunung ini lerengnya melebar ke arah selatan dan tenggara, sementara di bagian
barat dan utaranya dibatasi oleh Gunung Pangrango.Gunung Gede ini merupakan Gunung Gede muda yang lahir dari kawah Gunung Gumuruh (Gunung Gede tua) yang
tingginya 2.929 m dpl. Gunung Gede muda tercatat meletus pada tahun 1747-1748. Dalam laporan Junghun (1854), letusannya selama perioda 1747-1748, merupakan
letusan yang besar dan menghancurkan. Letusan-letusan kecil terjadi pada tahun 1761, 1780, dan 1832. Pada tanggal 12 November 1840 Gunung Gede meletus pada jam
03.00 disertai gempa vulkanik yang besar. Letusan yang terjadi pada tanggal 14 November, melontarkan lava berdiameter satu meter lebih ke udara. Disusul pada
tanggal 1 Desember 1840, terjadi letusan yang disertai hujan abu yang disemburkan sangat tinggi mencapai 200 m di atas puncak kawah. Pada tanggal 11 Desember 1840,
terjadi letusan besar, terdengar suara gemuruh dengan hujan abu yang tebal. Letusan berhenti pada bulan Maret 1841

Letusan setahun pascakemerdekaan terjadi pada tanggal 19-20 Desember 1946, dengan bubungan asap dari Kawah Ratu. Terjadi lagi letusan yang disertai suara
gemuruh pada tahun 1957, dengan tiang awan letusan setinggi 3 km dari atas kawah. Setelah itu Gunung Gede tidak terjadi lagi krisis.

Kawah aktif Gunung Gede bentuknya seperti tapal kuda yang terbuka ke arah barat laut-utara, dengan dinding kawah yang terjal di sisi timur dan tenggara. Ada lima
kawah Gunung Gede, yaitu: Kawah Gede. Kawah Sela, Kawah Baru, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon. Dua kawah yang terakhir merupakan kawah yang paling aktif saat
ini.



Kini, permukiman sudah padat mengelilingi Gunung Gede. Hanya berjarak 7-10 km beragam kegiatan penduduk dan kegiatan ekonomi, seperti hotel dan pusat-pusat
perdagangan. Di Cipanas ada istana kepresidenan. Di baratlautnya ada Istana Bogor, Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi,
dan Kabupaten Cianjur, serta pusat pemerintahan di Kota Jakarta.

Letusan Gunung Gede, besar atau kecil, akan mempunyai dampak sosial-ekonomi yang besar karena dua hal, pertama daerah-daerah yang akan terdampak itu sudah
dipadati oleh penduduk dengan segala kegiatannya, dan kedua karena lokasinya sangat dekat dengan ibu kota, sehingga dapat memotong jalur distribusi/pergerakan
barang dan orang.

3. Gunung Tangkuban Parahu

Gunung Tangkubanparahu (2.084 m dpl) berada 30 km di utara Kota Bandung.Gunung Tangkubanparahu ini membangun dirinya mulai 90.0000 tahun yang lalu sampai
sekarang. Letusan-letusan Gunung Tangkubanparahu telah membentuk 13 kawah. Catatan letusan tertua terdapat dalam catatan Junghuhn (1853), yang menuliskan
bahwa Gunung Tangkubanparahu ini pernah meletus pada tahun 1829, selanjutnya meletus kecil pada tahun 2004, dan juga pada Juli 2019.

Di seputar gunung ini sudah padat oleh permukiman masyarakat dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan pemerintahan.

Gambar 2.11 Erupsi Gunung Tangkubanparahu Juli 2019

4. Gunung Guntur

Gunung Guntur (2.249 m dpl) di Kabupaten Garut. Aliran lava yang meleler pada letusan besar tahun 1840 sepanjang 2,75 km, ujung lavanya berhenti di atas Cipanas,
tempat pemandian air panas. Sebelumnya, 16 kali letusan Gunung Guntur telah melelerkan lava yang saling menindih.Di kaki gunung terdapat air panas seperti yang
keluar di mataair panas Ciengang, dan Cipanas.Mata air panas ini dimanfaatkan untuk balneoterapi, terapi kesehatan, baik di hotel maupun di pemandian umum.
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Gunung Guntur pada masa lalu pernah meletus dahsyat dan meluncurkan awanpanas, material jatuhan berupa abu tebal, pasir, kerikil, bom gunung api. dan melelerkan
lava. Bila bahan letusan gunung api mengendap di tubuh gunung, lalu bercampur dengan air hujan, maka akan menjadi lahar yang meluncur di lereng. di lembah,
mengurug apa saja yang dilaluinya. Banjir lahar dahsyat inilah yang telah mengubah nama Gunung Gede menjadi Gunung Guntur pada masa lalu.

Sejak tahun 1847 sampai 2019, sudah 172 tahun Gunung Guntur tidak meletus besar. Menyiapkan diri dari segala kemungkinan bahaya letusan bila sewaktu-waktu
gunung ini meletus merupakan tindakan yang bijaksana.

5. Gunung Papandayan

Gunung Papandayan (2.665 m. dpl.) berada di Kabupaten Garut. Sejak letusan tahun 1772, dinding bagian timurlautnya terbuka seperti tapalkuda, dengan tebing tegak
yang tingginya antara 50 - 100 meter.Longsor gunung api atau guguranpuing sering terjadi di sini karena bebatuan yang membentuk tubuh Gunung Papandayan sudah
rapuh. Air yang berlimpah meresap ke dalam tubuh gunung dan secara terus-menerus mendapatkan pemanasan dari dapur magma. Keadaan batuan yang lapuk di tubuh
gunung ini, menjadi sangat peka terhadap getaran gempabumi, seperti yang terjadi pada tanggal 10 November 2002.Letusan Gunung Papandayan terjadi keesokan
harinya, pada tanggal 11 November 2002.Gempabumi 10 November itulah yang memicu longsor di bagian luar dinding Kawah Gunung Nangklak, yang kemudian
membendung aliran Ci Beureumgede di bagian hulu. Ketika bendungan alami ini bobol, banjirnya menghancurkan ladang, jembatan, permukiman, jalan raya dan jembatan.
Uap panas dari dapur gunung ini telah melapukkan secara intensif dindingnya, sehingga begitu ada gerakan magma yang menggoyang lereng yang telah terubah menjadi
lapuk, sehingga terjadi longsor gunung api atau guguran puing.

6. Gunung Galunggung

Gunung Galunggung (2.168 m dpl) di Kabupaten Tasikmalaya meletus selama sembilan bulan sejak 5 April 1982 hingga 8 Januari 1983 Masyarakat yang berada di kaki
gunung segera diungsikan, sehingga ketika terjadi letusan tanggal 8 April yang menghembuskan awanpanas, perkampungan sudah ditinggalkan warganya. Letusan
Gunung Galunggung ini menjadi pembelajaran bagi semua kalangan, tak terkecuali para ahli gunung api. Karena abu letusannya selain dapat mengganggu kesehatan. juga
berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan.

Letusan Gunung Galunggung menjadi pembelajaran bagi dunia penerbangan. Kejadian tanggal 24 Juni 1982 pesawat Boeing 747-200 yang terbang dari Inggris menuju
Australia menembus bubungan abu letusan, menyebabkan keempat mesin pesawat itu mati. Kejadian ini telah menyempurnakan aturan keselamatan penerbangan, bila
terjadi letusan gunung api di lintasan pesawat, maka pesawat itu tidak diizinkan untuk terbang. Letusan Gunung Galunggung yang mematikan tercatat terjadi pada
tanggal 8 Oktober 1822, meluncurkan awan panas sejauh lebih dari 10 km, sehingga merenggut nyawa 4.0l1 jiwa, seperti yang dilaporkan oleh Reindwart (K
Kusumadinata, 1979).

Letusan prasejarah Gunung Galunggung yang meruntuhkan sebagian besar badan gunung ini telah direkonstruksi oleh para ahli gunung api, dikaitkan dengan evolusi
pembentukan perbukitan Sepuluhribu di Tasikmalaya. Escher (1925) mendata perbukitan itu jumlahnya 3.648. Menurut Escher, material lahar beserta blok lavanya
berdiameter hingga 10 meter, mengendap di tenggara gunung antara Manonjaya hingga Tasikmalaya. Setelah tererosi, material itu membentuk perbukitan yang tingginya
antara 5-100 meter, yang terhampar di kawasan selebar 10 km atau seluas 70 km2,

Perbukitan yang mengandung nilai sejarah bumi itu selain berfungsi ekologis. pendidikan, dan pariwisata, juga berfungsi sebagai benteng alami bila terjadi pengulangan
letusan dahsyat Gunung Galunggung yang mengarah ke Kota Tasikmalaya.

7. Gunung Ceremai
Gunung Ceremai (3.078 m dpl), berada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Gunung ini mempunyai tiga kawah, yaitu: Kawah Barat,
Kawah Timur, dan Gua Walet. Gua Walet, menurut Taverne, seperti yang dikutip oleh K Kusumadinata (1979), merupakan sisa kawah tua yang berukuran 1.300 m x 1.000



m. Letusan Gunung Ceremai tercatat mulai tahun 1698. Menurut Brascamp, seperti dikutip oleh K Kusumadina (1979), pada tanggal 3 Februari 1698 terjadi letusan yang

menyebabkan lereng gunung roboh, merusak lahan pertanian, dan menelan korban jiwa. Namun, Neumann van Padang meragukan terjadinya letusan Gunung Ceremai
pada tahun tersebut.

Letusan berikutnya selama tujuh bulan antara 24 Juni 1937 sampai 7 Januari 1938, terjadi letusan freatik di kawah pusat dan letusan celah radial. K Kusumadinata (1971)
kemudian memetakan penyebaran abu letusannya yang menutupi kawasan seluas 52.500 km2. setelah terjadi letusan tahun 1937-1938 sampai tahun 2018, Gunung
Ceremai sudah 71 tahun beristirahat. Selang waktu antar letusan terpendek adalah tiga tahun dan terpanjang 112 tahun. Karakter letusan Gunung Ceremai adalah

letusan eksplosif, tapi relatif jarang terjadi. Di kaki Gunung Ceremai sudah dipadati penduduk, dan berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Apalagi saat ini sudah ada
bandar udara Kertajati di Majalengka.
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Gambar 2.12 Tujuh Gunung Api di Jawa Barat



b. Bahaya Letusan Gunung Api
Letusan gunung api berpotensi menimbulkan bahaya, seperti: gas gunung api, abu letusan, lahar, awan panas, lahar, aliran lava, gempabumi, longsor, dan tsunami. Bahaya

letusan gunung api dapat berpengaruh secara langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Letusan gunung api menjadi bencana karena mengganggu atau
menghancurkan beragam kepentingan manusia.

1 Gas Gunung Api
Gas beracun yang dikeluarkan gunung api. pada umumnya keluar dari gunung api aktif, berupa karbon dioksida (CO2), Sulfur dioksida (SO2) serta aerosol yang terbang
ke udara. CO2 yang konsentrasinya di atas ambang batas, dapat membunuh manusia dan binatang.

2. AwanPanas

Awan panas merupakan aliran piroklastik bersuhu tinggi, suhunya antara 2000-7000, terjadi karena adanya runtuhan tiang letusan gunung api, guguran kubah lava atau
lidah lava. Luncuran awan panas dikontrol oleh gravitasi, dan cenderung mengalir melalui lembah. Kecepatan alirannya mencapai 150 sampai 250 km/jam dengan
jangkauan alirannya yang luas, sehingga sangat berbahaya bagi penduduk di sekitar gunung api.

3. Aliran Lava

Leleran lava merupakan cairan pijar, suhunya antara 8000-12000 C. Alirannya dapat merusak infrastruktur yang dilaluinya. Kecepatan aliran lava dipengaruhi oleh
kekentalan lavanya dan suhu lava saat diletuskan. Lava dari letusan gunung api di Indonesia umumnya lava dengan komposisi menengah, sehingga lelerannya lambat,
sehingga warga di sana dapat menghindarnya.

4. Tefra
Pada saat gunung api meletus itu disertai lontaran material letusan ke udara, mulai abu sampai bom gunung api. Material yang terlontar ada yang menyerupai lontaran
senjata api, dengan kecepatan lebih dari 300 meter per detik, tergantung pada kekuatan letusan dan ukuran lava yang dilontarkan. Jarak mendatarnya bisa mencapai 5

km dari lubang letusan.

Ukuran terkecil yang dihembuskan saat terjadi letusan gunung api adalah abu, material letusannya akan dihembuskan ke udara membentuk kolom letusan, lalu jatuh
kembali ke lereng gunung bila energinya sudah habis. Faktor angin berperan pada saat tiang letusan sudah jatuh, menyebarkannya ke berbagai tempat sesuai dengan
arah angin.

Abu letusan gunung api di angkasa telah mempengaruhi lalu lintas penerbangan. Untuk keselamatan penerbangan, maka penerbangan dari dan ke bandara-bandara yang
terkena dampak letusan gunung api akan dihentikan untuk sementara waktu.

Abu vulkanik selain dapat mematikan mesin pesawat, juga menggores komponen pesawat, seperti sisi muka pesawat, kaca kabin depan, pelindung lampu pendaratan,
penutup mesin, bagian radar, dan kaca kokpit, sehingga pilot menjadi sulit untuk melihat jalur runway saat pendaratan. Abu ini dapat merusak sistem elektronik pesawat,
termasuk sistem pembangkit listrik dan instrumen-instrumen navigasi.

Bagi masyarakat di sekitar gunung api, sebaran abu di udara dapat menghalangi cahaya matahari, mengakibatkan siang menjadi redup atau gelap dalam beberapa saat.
Abu letusan gunung api yang mengadung serbuk silika halus, dapat membahayakan kesehatan pernapasan bila terhisap. Hujan abu dapat merusak tanaman, bahkan
dapat merobohkan dan menimbun rumah-rumah di perkampungan, seperti pernah terjadi saat Gunung Galunggung meletus tahun 1982-1983.



5. Labar Hujan dan Lahar Letusan

Material letusan yang jatuh di lereng gunung dan sekitarnya dalam volume yang besar, seperti pernah terjadi di lereng Gunung Galunggung. Lahar hujan terjadi bila
endapan material letusan terkena air hujan. Setelah jenuh, akan terangkut menjadi aliran lumpur yang pekat. Aliran lahar mampu mengangkut bongkah-bongah lava
berukuran lebih dari 5 meter. Dengan seketika lahar dapat mengisi lembah-lembah yang dalam, memenuhi aliran sungai, dan bila volume sungainya sudah penuh, aliran
lahar dapat membajak ke berbagai arah. Aliran lahar ini mempunyai daya rusak yang tinggi, dapat dengan seketika mengubur perkampungan, persawahan,
menghancurkan jalan, dan jembatan.

Lahar letusan terjadi ketika letusan gunung api. dengan kawah yang terisi oleh air atau danau kawah. Material letusan yang sangat panas itu langsung bercampur dengan
air danau kawah, akan menjadi lumpur panas yang membahayakan secara langsung pada saat terjadi letusan, seperti pernah terjadi di Gunung Kelud. Alasan inilah yang
menyebabkan volume air danau kawah Gunung Galunggung di keluarkan airnya sampai pada batas aman bila terjadi letusan.

6. Longsor

Longsoran vulkanik bukan saja terjadi karena adanya letusan gunung api, letusan uap air, pengubahan batuan pada tubuh gunung api yang menyebabkan batuan di
dinding gunung menjadi rapuh, tapi bisa juga karena adanya gempabumi berkekuatan tinggi, seperti pernah terjadi di lereng Gunung Nangklak di kompeks Gunung
Papandayan.

7.  Tsunami

Tsunami ini terjadi karena runtuhan tubuh gunung api yang dipicu oleh letusan gunung api atau gempabumi. Letusan Gunung Anakkrakatau tahun 2018 yang
menghancurkan lereng tenggara, masuk ke cekungan gasar laut, lalu mendorong air laut, telah menimbulkan tsunami di pantai barat Banten dan di selatan Lampung.
Adanya longsor, aliran piroklastik, dan lahar dalam jumlah besar yang masuk ke dalam laut atau danau yang besar dengan seketika, dapat menimbulkan tsunami.

2.1.5 Hidrometeorologi

Hidrologi adalah ilmu yang memperlajari pergerakan air di muka bumi, baik kuantitas maupun kualitas air dalam ruang dan waktu. Komponen siklus hidrologi merupakan
variabel acak dan stokastik. Pengaruh pemanasan global dan faktor regional seperti perubahan temperatur di Samudera Pasifik dan faktor lokal seperti perambahan
hutan/konversi lahan terbangun, berpengaruh terhadap komponen-komponen hidrologi seperti hujan (P), debit air (Q) dan tinggi muka laut.

Sumber Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui melalui siklus hidrologi, dipengaruhi oleh iklim, konversi lahan membentuk rezim hidrologi tercatatdi
observasi Komponen Pos Hujan, pos Debit Air dan MSL dimana komponennya berkarakter acak dan stokastik, sedangkan pada kemiringan relatif landai pembuangan air
dari daratan laut merupakan fenomena deterministik.
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Gambar 2.13 Siklus Hidrologi

Pengaruh-pengaruh tersebut tercatat melalui pos-pos pengamatan komponen siklus hidrologi dan pos observasi muka laut. Data yang dicatat memiliki pola dan bentuk
yang membentuk siklus yang berulang, baik dalam kurun waktu S tahun, 10 tahun, 20 tahun maupun 100 tahun sekali. Dengan begitu rezim hidrologi juga mengalami
pengulangan secara alamiah dan terstruktur berdasarkan ruang dan waktu. Dengan adanya pemasanan global dan perubahan iklim secara ekstrim data-data tersebut

ikut berubah tanpa pola yang tetap dan pasti secara alaminya sesuai dengan periode waktunya.

Dari arsip data hidrologi sebagai input, dapat dianalisis fenomena degradasi rezim hidrologi dengan pendekatan model hidrologi. Rambatan air hulu-hilir dalam konsep

Siklus Hidrologi di jelaskan pada Gambar 2.13.

a. Konversi Lahan

Perubahan iklim mempengaruhi variabel siklus hidrologi terutama curah hujan. Setelah hujan sampai dipermukaan
tanah, hujan terdistribusi dan meresap dalam tanah hingga pori-pori tanah jenuh akan melimpasan di permukaan
tanah. Massa air itu tetap dalam ruang hidrologi. Curah hujan jatuh di permukaan tanah terdistribusi menjadi air
limpasan, air tanah dalam dan kembali ke laut serta mengalami penguapan berubah menjadi awan hujan. Konversi
lahan dari hutan berturut-turut menjadi budidaya, permukiman pedesaan, dan urban, akan berdampak semakin
besar aliran limpasan permukaan pada musim hujan, dan sebaliknya penyerapan ke dalam tanah akan semakin kecil
(input), sehingga penyimpanan air tanah semakin kecil. Hal ini berpengaruh pada besaran aliran air tanah, terutama
limpasan aliran tanah menyentuh permukaan bebas, seperti: mata air dan aliran dasar sungai. Dari hukum kekekalan
masa air, ketersediaan sumber air sangat tergantung pada massa air hujan tersimpan menjadi cadangan air tanah
Ketersediaan air alamiah bertahan apabila jumlah air hujan tertahan di permukaan tanah lebih besar daripada potensi
penguapan, sehingga pengendalian konversi tutupan lahan perlu lebih dicermati pada masa depan.

Hujan yang jatuh di permukaan bumi relatif konstan dan tunduk pada hukum kekekalan massa air.

Rumus Indeks Kofisien Konversi Pemanfaatan

Lahan Kawasan Hutan
IKe + ATk = IK, Berkelanjutan
IKe=< IKa Tidak Berkelanjutan
Indeks Konservasi

No Kualitas lahan (LiaTie)

1 Hutan 0,8-09

» Budidaya 0.4-05

3 Pemukimandesa 0.5-0.6

4 Urban Metro 0,0-01




Ekohidrologi dari masa ke masa, di pengaruhi oleh tutupan lahan yang bertahan terhadap perubahan iklim dan cuaca serta luasnya hutan alam. Dengan adanya sentuhan
peradaban manusia, tutupan lahan mengalami konversi lahan diekspresikan sebagai Lc (indeks konservasi aktual). Konversi lahan menjadi lahan terbangun secara
suksesif menjadi lahan budidaya pertanian, permukiman, dan urban.

Perambahan hutan alam (Ika) menjadi budidaya pertanian, permukiman dan urban metropolitan (IKc) akan menimbulkan degradasi penyimpanan air di bawah permukaan
tanah, seperti diperlihatkan pada tabel 2. Selanjutnya IK digunakan sebagai instrumen pengendalian konversi lahan di kawasan konservasi air (Keppres No 114 Kawasan
konservasi Bopuncur).

Ekohidrologi dari masa ke masa, di pengaruhi oleh tutupan lahan yang bertahan terhadap perubahan iklim dan cuaca serta luasnya hutan alam. Dengan adanya sentuhan
peradaban manusia, tutupan lahan mengalami konversi lahan diekspresikan sebagai Lc (indeks konservasi aktual). Konversi lahan menjadi lahan terbangun secara
suksesif menjadi lahan budidaya pertanian, permukiman, dan urban.

Perambahan hutan alam (Iks) menjadi budidaya pertanian, permukiman dan urban metropolitan (IKc) akan menimbulkan degradasi penyimpanan air di bawah permukaan
tanah, seperti diperlihatkan pada tabel 2. Selanjutnya IK digunakan sebagai instrumen pengendalian konversi lahan di kawasan konservasi air (Keppres No 114 Kawasan
konservasi Bopuncur).

Nihil limpasan adalah suatu upaya konservasi di lahan terbangun dengan mengendalikan limpasan air hujan dalam suatu persil atau kawasan supaya tidak ada air hujan
yang melimpas keluar.

b. Kondisi Hidrometeorologi di Jawa Barat

Wilayah Indonesia berada pada posisi strategis, terletak di daerah tropis, di antara Benua Asia dan Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta
dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membentang dari barat ke timur, terdapat banyak selat dan teluk, menyebabkan wilayah Indonesia rentan
terhadap perubahan iklim/cuaca. Keadaan wilayah Indonesia tseperti itu menyebabkan kondisi iklimnya akan dipengaruhi oleh fenomena El Nino/La Nina, yang
bersumber dari wilayah timur Indonesia (Ekuator Pasifik Tengah/Nino 34) dan dipole mode yang bersumber dari wilayah barat Indonesia (Samudera Hindia barat
Sumatera hingga timur Afrika), disamping pengaruh fenomena regional, seperti sirkulasi monsun Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau Inter
Tropical Convergence Zone (ITCZ), yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Sementara kondisi
topografi wilayah Indonesia yang bergunung, berlembah, serta banyak pantai, merupakan fenomena lokal yang menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah
Indonesia, baik menurut ruang (wilayah) maupun waktu.

Berdasarkan hasil analisis data periode 30 tahun terakhir (1981-2010), secara klimatologis wilayah Indonesia terdapat 407 pola kemarau, 342 pola merupakan Zona
Musim (ZOM), adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Wilayah ZOM tidak
selalu sama dengan luas daerah administrasi pemerintahan, sedangkan 65 pola lainnya adalah Non Zona Musim (Non ZOM). Daerah Non ZOM pada umumnya tidak
mempunyai perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan, seperti di daerah yang sepanjang tahun curah hujannya tinggi atau rendah. Jumlah
pola hujan dalam 30 tahun terakhir (periode 1981-2010) sebanyak 342 pola hujan tersebut. merupakan hasil pemutakhiran pola iklim sebelumnya (periode 1971-2000)
yang berjumlah 293 pola hujan. 220 pola merupakan Zona Musim (ZOM) dan 73 pola lainnya adalah Non Zona Musim (Non ZOM). Dari 342 Zona Musim, sebanyak 9 ZOM
memiliki pola hujan kebalikan dengan daerah zona musim pada umumnya (pola monsun). Di daerah dengan pola monsun mengalami musim kemarau, di daerah $ ZOM
mengalami musim hujan.
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Sumber: BMKG, 2019

Berdasarkan hasil analisis data periode terkakhir (1981-2010), secara klimatologis di wilayah Jawa Barat terdapat 38 pola hujan, 36 pola merupakan Zona Musim (ZOM)
dan 2 daerah Non-Zona Musim (Non ZOM).

Untuk karakteristik hujan di wilayah Jawa Barat tersajikan dalam rata-rata curah hujan bulanan Jawa Barat periode 1981-2010. Periode musim hujan dimulai bulan
Oktober-November hingga Mei-Juni. Sedangkan musim kemarau yang paling awal terjadi adalah pada bulan Maret, yang terjadi di sebagian kecil wilayah Jawa Barat
bagian utara, dan memasuki awal musim kemarau secara umum di wilayah Jawa Barat terjadi pada bulan Mei-Juni. Secara klimatologi, berdasarkan data 30 tahun dari
periode 1981-2010, jumlah curah hujan paling tinggi di wilayah Bandung terjadi pada bulan Maret, dan curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus-September.

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan global yang paling penting di hadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Rata-rata suhu udara global tahunan di
daratan dan permukaan laut meningkat dari 0.85° C, dari 0.65° C menjadi 1.06° C (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014: 1).

LAPAN (2002) mendefinisikan, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Pemanasan global
merupakan peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi dan di troposfer, yang dapat berkontribusi pada perubahan pola iklim
global.

Salah satu dampak perubahan iklim menyebabkan meningkatnya kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometerologi adalah bencana yang
terjadi akibat kondisi iklim, seperti angin kencang. siklon tropis, banjir, banjir bandang. tanah longsor, dan kekeringan. Perubahan cuaca hanya sebagai pemicu, sedangkan



penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) menunjukkan frekwensi dan intensitas bencana di Indonesia terus meningkat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Bencana banjir dan longsor erat kaitannya dengan curah hujan yang tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem sebagai konsekuensi dari perubahan iklim. Akan tetapi, curah
hujan yang tinggi itu bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab terjadinya banjir di suatu wilayah. Faktor lingkungan, seperti infrastruktur sungai atau drainase
yang buruk, penggundulan hutan, dan faktor lainnya akan sangat berpengaruh.

Berdasarkan data BMKG, dari peta frekuensi hujan lebat sepanjang tahun 2009-2016, wilayah Papua merupakan wilayah dengan frekuensi tertinggi kejadian hujan lebat.
Namun, jika dilihat dari peta frekuensi kejadian banjir atau longsor dalam kurun waktu 2009-2016, kejadian banjir di Papua yang terendah dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Pulau Jawa sebagai wilayah dengan tingkat pembangunan yang tinggi, frekuensi kejadian banjir dan longsor menjadi sangat tinggi. Frekuensi curah hujan tinggi
tidak selalu dapat menimbulkan kejadian banjir dan longsor di suatu wilayah, tetapi lebih bergantung pada kondisi lingkungan setempat. Bilamana kondisi lingkungan
setempat terjadi perubahan yang berarti, dipicu dengan kondisi curah hujan yang tinggi akan semakin menambah peluang untuk tingginya bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan prediksi ahli meteorologi, curah hujan di Pulau Jawa akan semakin meningkat intensitasnya, namun periode semakin berkurang seiring dengan dampak
perubahan iklim global, yaitu semakin meningkatnya cuaca ekstrem. Salah satu contoh adalah kejadian banijir di Jl Pagarsih, Kota Bandung yang terjadi pada tahun 2016.
Pada tanggal 24 Oktober 2016 terjadi banjir di Jl Pasteur dan Jl Pagarsih. Dari pengukuran curah hujan di pos hujan Cemara, Bandung, tercatat 84 mm, dengan
intensitas hujan selama satu jam tercatat 67 mm/jam (kategori hujan ekstrem/sangat lebat). Dua minggu kemudian terjadi banjir di wilayah Jl Pasteur dan Jl Pagarsih
yang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi, dan system drainase yang buruk.

Kasus lain kejadian cuaca ekstrem seperti kejadian banjir bandang Garut pada tanggal 20 September 2016 yang meliputi Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Tarogong
Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Banyuresmi, dan Kecamatan Karangpawitan.

Dari hasil pantauan data curah hujan di beberapa pos hujan yang diukur pada tanggal 21 September 2016 pukul 07.00 wib ada 6 pos hujan yang kategori hujannya lebat
hingga sangat lebat. Kategori hujan sangat lebat terjadi di Cisaruni, Kecamatan Cikajang, Perkebunan Papandayan, dan di Bayongbong.

POS HUJAN | CURAH HUJAN TERCATAT (mm)

Banyuresmi| 37 [l sedang

Malangbong| 67 [ lebat
Singajaya| 97 [N ebat

Dayeuhmanggung|73 | ebat

Cisaruni, Kec. Cikajang| 110 sangat lebat
Perkebunan Papandayan | 255 sangat |ebat
Leles| 15 ringan
ARG Lalas| 37.6 I8l sedang
AWS Cisurupan| 44.8 Jlilli sedang
Talagasari, Kec. Kadungora| 9 ringan

Bayongbong | 740 [N - g2t lebat

BP3K Limbangan| 17 ringan

Gambar 2.15 Pantauan Curah Hujan Kabupaten Garut 21 September 2016

Dari peta sebaran hujan di Kabupaten Garut tanggal 20 September 2016 menunjukkan kondisi hujan ekstrem terjadi di bagian selatan Garut terutama di sekitar wilayah
Perkebunan Papandayan dan ada sebagian kecil di wilayah Bayongbong.



Pada waktu yang hampir bersamaan, bencana hidrometeorologi berupa gerakan tanah/longsor terjadi di Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan 3 rumah hancur, 1
Mushola, dan 4 RT yang berpotensi terancam dampak longsor. Kejadian ini berdampak pada lalu lintas terputus total.

Beberapa pos hujan yang ada di Kabupaten Sumedang, data pos hujan pada tanggal 20 September 2016 ada 3 wilayah yang dapat dikategorikan hujan lebat hingga
sangat lebat. Kategori sangat lebat terjadi di wilayah Conggeang dan Rancakalong dengan curah hujan 102 mm dan 104 mm.

POS HUJAN| CURAH HUJAN TERCATAT (mm)
Cimalaka| 59 [l ebat

Conggeang | 102 [N s2ngat lebat
Tanjungsari| 48 Ml sedang
Darmaraja| 21 lsedang

Rancakalong| 104 [ s="oa! lebat
Gambar 2.16 Pantauan Curah Hujan Kabupaten Sumedang 20 September 2016

Sebaran spasial curah hujan di Kabupaten Sumedang pada tanggal 20 September 2016 dengan konsentrasi hujan ekstrem terjadi di sekitar wilayah Conggeang.

Pada tahun 2017 kejadian banjir di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 wib, mengakibatkan terendamnya
permukiman warga dari hulu ke hilir, antara lain Desa Sindajawa, Cipondok Sukaharja, Cibingbin, Citenjo, dan Dukuhbadag dengan ketinggian air hingga lebih dari satu
meter,

Di pos hujan Cijalengkong yang berada di kecamatan Cibingbin, tercatat hujannya mencapai 178 mm, termasuk ke dalam kategori hujan ekstrem/sangat lebat. Kerugian
materil akibat bencana hidrometeorologi tidak sedikit, seperti banjir Bandung di sekitar Jl Pasteur dan Jl Pagarsih yang mencapai lebih dari puluhan miliar, bahkan bisa
mengancam keselamatan jiwa.

Gambar 2.17 Puing Akibat Banjir di Pagarsih, Kota Bandung 2017



2.1.6 Kegagalan Teknologi

Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan
teknologi dan atau industri. Penyebab kegagalan teknologi antara lain karena kebakaran, kegagalan/ kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi, kesalahan prosedur
pengoperasian pabrik/ teknologi, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir, kecelakaan transportasi (darat, laut, udara).

Bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi masih sangat jarang diungkap di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Padahal, bencana jenis ini dapat menimbulkan
korban jiwa, pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan bangunan. Pada skala yang besar, bencana ini dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.
Potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari ancaman bencana gagal teknologi sangat besar. Pada tahun 2008, Departemen Perhubungan melaporkan kecelakaan lalu
lintas yang terjadi mencapai 56.600 kejadian, dengan melibatkan lebih dari 130.000 kendaraan dan menelan korban jiwa sebanyak 19.216 jiwa dan korban luka-luka lebih
dari 75.000 jiwa. Potensi ancaman bencana gagal teknologi di masa depan akan semakin meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
berkembangnya permukiman, dan kawasan industri.

2.1.7 Wabah/Epidemi

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat, yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada
waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis
Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan,

Beberapa jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah di antaranya kolera, pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian
influenza (HSN1), antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza A baru (HIN1)/pandemi 2009, meningitis, chikungunya, serta peyakit menular tertentu yang dapat
menimbulkan wabah ditetapkan oleh Menteri.

Sebelum suatu penyakit menular dinyatakan sebagai suatu wabah oleh Menteri, pihak Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota atau Provinsi dapat menetapkan
daerah dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menteri menetapkan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka, seperti
meningkatnya angka kesakitan dan atau angka kematian, serta terganggunya keadaan masyarakat dari berbagai aspek (sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan
keamanan).

Penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dapat dilakukan secara pasif dan aktif. Penemuan secara pasif adalah dengan cara penerimaan
laporan/informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium. Penemuan secara aktif melalui kunjungan
lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah yang
selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium.

2.1.8 Ancaman Bencana Masa Depan

Bencana ada yang seolah datangnya secara tiba-tiba/sesaat dan memberikan kerusakan yang sungguh luar biasa/masif (katastropik), dan ada bencana yang seolah tidak
pernah dirasakan gejalanya, perlahan namun kerugiannya sungguh luar biasa. Kategori bencana perlahan seperti ini ada yang menyebutnya sebagai bencana perlahan
(silent killer), ada juga yang menyebutnya bencana masa depan. Gempa bumi yang diiringi tsunami akan datang secara tiba-tiba dan meluluhlantahkan area bencana
sekitarnya. Kejadian itu termasuk kategori bencana yang tiba-tiba. Sementara krisis air, tidak akan dirasakan hingga SO tahun atau 100 tahun kedepan. Perubahan iklim,
kenaikan air laut (sea level rise), juga tidak akan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan. Itulah contoh-contoh bencana masa depan.



Saat ini, bencana masa depan kurang diperhatikan, khususnya di Indonesia, dan lebih khusus lagi di wilayah Jawa barat. Perhitungan risiko bencana masa depan belum
ada, terlebih upaya manajemen risiko bencananya. Kita dapat menemukan bagaimana eksploitasi air tanah terus dilakukan dan air permukaan dicemari. 50 tahun atau
100 tahun ke depan, akan terjadi krisis air tanah apabila tidak segera dilakukan manajemen risiko bencana.

ST = - 3
Gambar 2.18 Model peningkatan suhu dunia dari tahun 1960 hingga 2060 berdasarkan data pengukuran dan model proyeksi (Sumber: NASA)

Pembangunan yang pesat dilaksanakan, namun dengan merusak hutan sebagai paru-paru dunia, akibatnya terjadi kenaikan suhu rata-rata di dunia. Naiknya suhu 1-2
derajat dalam hitungan angka tidaklah besar namun konsekuensinya sangat-sangat besar.

Kenaikan suhu bumi (Gambar 18) akan mencairkan es di kutub bumi. Mencairnya es akan menyebabkan kenaikan air laut. Sebagai konsekuensinya. untuk dataran rendah
pesisir, dapat terjadi banjir air pasang laut (tidal inundation). Banjir air laut bahkan lambat laun akan menjadi permanen, terlebih ketika terjadi penurunan permukaan
tanah (land subsidence) di wilayah pesisir yang diakibatkan oleh ekploitasi air tanah yang berlebihan. Gambaran ini merupakan potret bencana masa depan yang akan
terjadi secara masif, yang harus diwaspadai, karena bisa d pembelajaran mitigasi

Terganggunya kesetimbangan efek rumahkaca menyebabkan suhu rata-rata di dunia mengalami kenaikan. Kesetimbangan terganggu karena produksi karbon (CO)
melebihi takaran ideal yang seharusnya ada di atmosfer. Panas sinar matahari yang terperangkap berlebih akan menyebabkan suhu menjadi lebih panas. Produksi karbon
yang berlebihan buangan dari industri, transportasi, dan masalah hutan (kebakaran dan penggundulan hutan). Negara-negara maju di dunia yang memproduksi karbon
dalam jumlah yang sangat besar adalah Amerika, Cina, dan Rusia. Efek dari kenaikan suhu ini dalam jangka panjang berupa pemanasan global (global warming) dan
perubahan iklim global (global climate change).



i

Gambar 2.19 Citra Satelit yang iambipd Tahun 1984 an 2016 di Sekitar art. Menunjukkan Penurunan Volume Es

Salah satunya efek pemansan global (global warming) adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan. Melalui citra satelit (google) time series kita dapat melihat
bagaimana es perlahan menghilang dari kutub utara. Es tersebut mencair dan larut ke dalam lautan (gambar 2.19). Sebagai akibatnya terjadilah kenaikan muka air laut.
Satelit Altimetri dapat memetakan dengan baik kenaikan muka air laut di dunia. Selain itu melalui pengamatan pasang surut dapat melihat grafik kenaikan muka air laut.
Menurut hasil pengamatan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), tercatat rata-rata kenaikan muka air laut mencapai nilai milimeter hingga sepuluhan
sentimeter per tahun (gambar 2.20). Untuk wilayah Indonesia tercatat rata-rata kenaikan muka air laut berkisar beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per
tahun.

Dataran pesisir merupakan dataran yang relatif rendah terhadap permukaan laut. Dari pemodelan DEM (Digital Elevation Model) dapat dilihat bagaimana topografi
dataran pesisir biasanya hanya bernilai 1-20 meter saja di atas permukaan laut. Bahkan di beberapa tempat nilainya bisa di bawah permukaan laut karena terjadinya
penurunan tanah (land subsidence). Sebagai konsekuensi dari kenaikan muka air laut dan juga penurunan tanah, maka banyak dataran pesisir yang mengalami banjir laut
atau tidal inundation/sunny flooding.

Dataran pesisir merupakan dataran yang relatif rendah terhadap permukaan laut. Dari pemodelan DEM (Digital Elevation Model) dapat dilihat bagaimana topografi
dataran pesisir biasanya hanya bernilai 1-20 meter saja di atas permukaan laut. Bahkan di beberapa tempat nilainya bisa di bawah permukaan laut karena terjadinya
penurunan tanah (land subsidence). Sebagai konsekuensi dari kenaikan muka air laut dan juga penurunan tanah, maka banyak dataran pesisir yang mengalami banjir laut
atau tidal inundation/sunny flooding.

Pada siang hari, ketika tidak ada hujan, air laut dapat membanjiri wilayah pesisir. Di beberapa tempat banjir laut terjadi secara permanen. Dari model-model proyeksi,
potensi banijir laut ini dapat menggenangi jutaan hektar wilayah pesisir di dunia, termasuk kota-kota pesisir seperti Jakarta, Venice, Amsterdam, Tokyo, Osaka, Shanghai,
Miami, hingga New York. Ini adalah bencana masa depan yang butuh upaya mitigasi dan adaptasi yang sungguh-sungguh.
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Gambar 2.21 Dokumentasi Rob di Pesisir Jakarta dan beberapa tempat lainnya di Pantura Jawa



Banjir laut merupakan salah satu bencana masa depan, bahkan saat ini sudah lazim di temui di beberapa wilayah pesisir di Indonesia, terutama wilayah di pantai utara
Pulau Jawa (Pantura). Banjir laut di Indonesia lebih dikenal dengan istilah rob. Gambar 2.23 menunjukkan dokumentasi rob di pesisir Jakarta dan beberapa tempat di
Pantura. Rob awalnya terjadi saat pasang laut tertinggi namun lambat laun menjadi lebih sering terjadi bahkan pada saat pasang tidak terlalu tinggi sekali pun. Di
beberapa tempat banjir rob ada yang mencapai 1 meter lebih. Bahkan sangat merisaukan di beberapa tempat kini banjir rob terjadi secara permanen. Tercatat di Pantura
ribuan hektar daratan telah terdampak rob.

Tercatat intensitas hujan di Jawa Barat cukup tinggi. Untuk itu tiap tahunnya beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi langganan banjir. Beberapa tahun lalu bahkan
banjir bandang melanda kota Garut dan menyapu daerah bantaran Ci Manuk, memberikan kerugian materi dan imateri yang luar biasa. Problem kapasitas sungai,
wilayah-wilayah air dan juga daya dukung tanah yang menjadikan Jawa Barat sarat banjir. Kini juga beberapa wilayah Jawa Barat mulai menjadi langganan banjir pasang
air laut.

Dampaknya tidak serta merta terlihat, namun di masa yang akan datang akan semakin merugikan. Seperti di wilayah pesisir Bekasi, Cikampek, Cilamaya, Blanakan,
Pondokbali, Indramayu, sampai Cirebon, semuanya rentan terhadap bencana rob. Potensi bencana semakin kompek ketika badai laut mengabrasi pantai. Beberapa Desa
di Pantai Utara Jawa Barat sudah ada yang tenggelam ke dalam laut, seperti di daerah Pondokbali. Beberapa area di Muara Gembong, dan beberapa tempat di Bekasi
sudah mulai tenggelam. Apabila dihitung kerugian ekonomi akibat banjir penghujan, banjir bandang, dan rob, maka nilainya mencapai jutaan dolar.

2.1.9 Pencemaran Udara

Laju kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat semakin meningkat dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Pencemaran air dan udara di
wilayah kawasan industri dan perkotaan pun telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan bagi kesehatan penduduk namun juga telah mengancam
kemampuan pulih dan keberlanjutan layanan ekosistem Daerah Aliran Sungai.

Selama tahun 2018, status lingkungan hidup di Jawa Barat tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat masih bernilai
50 dari rentang nilai indeks 0-100, pada status sangat kurang baik merujuk pada laporan KLHK RI. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat berada
diperingkat 32 dari 34 Provinsi se Indonesia. Indeks tutupan hutan masih dibawah 40, indeks kualitas air dibawah 30 dan indek kualitas udara di bawah 70.

Dari gambar 2.22 dapat menunjukan jumlah partikel CO pencemaran udara dengan metode MERRA di Provinsi Jawa Barat berwarna hijau ke arah oranye, hal ini
menunjukkan bahwa pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat berada pada kondisi sedang namun terus meningkat jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berwarna
biru pekat. Pencemaran kualitas udara merupakan salah satu ancaman bencana di masa depan utamanya sejalan dengan pengembangan wilayah industri dan pembuatan
pusat perekonomian baru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat seperti Kawasan Segitiga REBANA (Cirebon-Kertajati-Patimban) dan kawasan
lainnya.
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Gambar 2.22 Peta Pencemaran CO Emision di Pulau Jawa Periode Desember 2018-September 2019
Sumber: NASA dan Analisis, 2019
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Gambar 2.23 Peta Pencemaran CO Emision di Indonesia Periode Desember 2018-September 2019
Sumber: NASA, 2019

2.1.10 Pencemaran Persampahan

Di samping sebagai bagian dari infrastruktur sebuah kota, kabupaten dan tingkat provinsi, pengelolaan sampah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya dalam
pengelolaan lingkungan. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan kadangkala terjadi penyimpangan pengelolaan, sehingga timbul ekses yang mengakibatkan dampak
negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Kelemahan dalam manajemen dan keterbatasan biaya operasional ditambah dengan langkanya tenaga profesional dalam
penanganan persampahan merupakan faktor penyebab utama permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional penanganan persampahan
yang ada di Jawa Barat di antaranya:

- HKapasitas peralatan yang belum memadai.

- Pemeliharaan alat yang kurang.

- Lemahnya pembinaan tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas.

- Terbatasnya metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah.

- Siklus operasi persampahan tidak lengkap/terputus karena berbedanya penanggungjawab.

- Koordinasi sektoral antar birokrasi pemerintah seringkali lemah.

- Manajemen operasional lebih dititikberatkan pada aspek pelaksanaan, sedangkan aspek pengendaliannya lemah.
- Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek.



Pengelolaan sampah pada masyarakat modern bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan
kekomplekan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan sampah pada masyarakat modern membutuhkan
keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu. Termasuk di dalamnya teknologi-teknologi yang
terkait dengan bagaimana mengontrol timbulan (generation), pengumpulan (collection), pemindahan
(transfer), pengangkutan (transportation). pemrosesan (processing), pembuangan akhir (final disposal)
sampah yang dihasilkan pada masyarakat tersebut. Pendekatannya tidak lagi sesederhana menghadapi
masyarakat non-industri, seperti di perdesaan. Seluruh proses tersebut hendaknya diselesaikan dalam
rangka bagaimana melindungi kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, namun secara estetika
dan juga secara ekonomi dapat diterima.

2.2 Proyeksi Kerentanan dan Kependudukan

Tantangan terbesar risiko bencana di Provinsi Jawa Barat adalah peningkatan jumlah penduduk yang
diikuti oleh kebutuhan sumber daya untuk kebutuhan dasarnya, yang akan mengganggu ekosistem dan
lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman bagi penduduk, memerlukan tambahan lahan
permukiman. Apabila daya dukung lingkungan untuk perumahan terbatas, maka akan merambah
lingkungan yang seharusnya dilindungi. Tidak hanya perumahan, lahan ekonomis untuk mata pencaharian
penduduk juga dapat mengancam berkurangnya kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Ini
menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola sumberdaya alam/lingkungan
hidup, bagaimana menciptakan dan mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup
manusia dan keberlanjutan pemanfaatan serta keberadaan sumberdaya alam.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya dalam aspek pembangunan dituangkan dalam RTRW. Tidak
memadainya proses penyusunan tata ruang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya, telah meningkatkan penyimpangan RTRW di kebanyakan daerah di Indonesia. Salah satunya
dapat diamati dari banyaknya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perubahan fungsi lahan ini akan mengakibatkan penurunan daya dukung setempat, dengan semakin
mengecilnya luas areal hutan, semakin luasnya lahan untuk hunian dan prasarana, serta semakin
banyaknya tanah terbuka dan lahan kritis. Akibat hancurnya DAS, banjir akan terjadi di musim penghujan.
Memperbaiki daya dukung DAS pada prinsipnya adalah memperbanyak kemungkinan air hujan dapat
meresap secara alamiah ke dalam tanah sebelum masuk ke sungai. Oleh sebab itu. daya dukung lingkungan
dapat dijadikan parameter dalam peninjauan kembali RTRW setiap 5 tahun sekali, agar dapat mewujudkan
pembangunan berkelanjutan.

Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat
keadaan karena faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan,
yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan
dan penanggulangan bencana. Hal ini berdampak pada keadaan
seseorang atau masyarakat yang tidak mampu untuk
menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan adalah salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya risiko bencana.
Risiko bencana akan terjadi apabila potensi ancaman bahaya
bertemu ‘kondisi yang rentan’ pada saat terjadinya bencana.
Kerentanan dapat ditinjau dari:

Kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan
ekonomi serta keadaan alam yang rawan terjadi bencana.
Pada saat ini banyak perumahan yang dibangun dengan
tanpa daya dukung lingkungan yang memadai, terutama di
daerah perkotaan. Konstruksi bangunan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi, kepadatan bangunan, persentase
bangunan dan lahan terbuka hijau, jaringan listrik, jaringan
jalan, dan sanitasi merupakan faktor-faktor yang dapat
menaikkan kerentanan masyarakat apabila tidak ditata
dengan baik.

Kerentanan sosial berhubungan dengan keadaan sosial
suatu masyarakat. Keadaan sosial yang rentan jika terjadi
bencana dapat menimbulkan dampak kerugian bencana
yang cukup besar. Beberapa contoh kerentanan sosial
adalah tingginya kepadatan penduduk, persentase
penduduk usia balita dan tua, laju pertumbuhan penduduk.
Keadaan kerentanan sosial yang tinggi tersebut biasanya
terjadi di kota-kota besar. Sedangkan di daerah perdesaan
kerentanan sosial cukup rendah. Sehinggga daerah dengan
kepadatan penduduk tinggi akan mempunyai potensi risiko
bencana yang tinggi apabila terjadi bencana

Kerentanan ekonomi adalah keadaan masyarakat yang
mempunyai ekonomi lemah dan rentan terhadap ancaman
bahaya. Masyarakat yang dominan dengan pekerja aktif
lebih rendah risiko bencana dibanding dengan masyarakat
pekerja kasar, tidak berpenghasilan tetap, buruh, atau
masyarakat di bawah garis kemiskinan.

Terkait Tata Ruang, arahan struktur dan pola ruang dalam pasal-pasal peraturan daerah tersebut secara eksplisit mempertimbangkan kawasan rawan bencana, seperti
pengembangan kawasan permukiman perkotaan, harus berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Bagi permukiman yang berada di
kawasan rawan bencana, maka penataan kawasan menggunakan pedoman penataan kawasan rawan bencana berdasarkan tipologi dan tingkat kerawanan bencananya.
Ruang dan jalur evakuasi juga sudah disebutkan dalam dokumen rencana tata ruang tersebut.



Dengan rencana yang sudah menganut prinsip mitigasi bencana, penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus lebih diperhatikan. Terlebih lagi jumlah
penduduk yang semakin meningkat serta diproyeksikan akan mencapai 54.16 juta jiwa di tahun 2029 (materi teknis RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029). Peningkatkan
jumlah tersebut akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, pangan, dan kesempatan kerja.

Contoh peningkatan sumberdaya lahan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk adalah adanya peningkatan penggunaan lahan untuk permukiman, perkebunan,
serta lading, dan tegalan selama tahun 1994 hingga 2005. Hal ini akan berimbas pada pengurangan luas lahan untuk hutan, baik hutan primer, hutan sekunder, dan
persawahan. Pengurangan hutan primer mencapai 110 ribu hektar, hutan sekunder 150 ribu hektar dan sawah 182 ribu hektar (materi teknis RTRW Provinsi Jawa Barat
2009-2029).

Peningkatan permukiman selama 10 tahun dari 1994 hingga 2005 mencapai 3.8% per tahun. Apabila angka tersebut diterapkan untuk pertumbuhan hingga tahun 2018,
akan terjadi pergeseran penggunaan lahan untuk perumahan dan lahan untuk ladang dan perkebunan yang cukup tinggi, yang akan berdampak pada pengurangan luas
hutan. Akibatnya kerentanan terhadap bencana akan semakin meningkat. Resapan air berkurang, air yang mengalir di permukaan (run-off) akan meningkat, yang dapat
menyebabkan tanah longsor, banjir di hilir, banjir bandang, bahkan kekurangan cadangan air tanah.

Target dalam RTRW Provinsi untuk kawasan lindung adalah 45% dari seluruh luasan. Sementara kecenderungan menunjukkan terjadinya pengurangan luas lahan hutan
dari 1994 hingga 2005. Di beberapa wilayah kawasan lindung, sudah berada dalam kondisi kritis, seperti di Priangan Timur dan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).

Dari segi infrastruktur jalan, dalam RTRW hanya dilihat dari kemantapan jalan, yang dinilai berdasarkan survei Integrated Road Management System (IRMS) tahun 2007.
Provinsi Jawa Barat berada di wilayah yang rawan bencana, oleh karena itu perlu diperhatikan ketahanan infrastruktur jalan dan infrastruktur terhadap risiko bencana.

2.3 Proyeksi Kapasitas

Kapasitas merupakan keadaan tersedianya upaya atau tindakan yang dapat mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Salah satu usaha peningkatan kapasitas atau
kemampuan orang atau masyarakat adalah dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap PRB.

Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas untuk mencapai ketangguhan bencana, di antaranya adalah memiliki dokumen-dokumen terkait penanggulangan bencana. Melalui
kebijakan penanggulangan bencana ini, maka upaya-upaya pengurangan risiko bencana memiliki payung hukum dan landasan untuk pelaksanaanya.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa kebijakan terkait kebencanaan di antaranya adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerah yang meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pascabencana
dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu:

a. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat

b. Kelestarian lingkungan hidup

c. Pemanfaatan dan efektivitas

d. Lingkup luas wilayah

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, maksud dan tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Barat, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

c. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.



d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut, maka peraturan daerah tersebut diatur pula mengenai tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana serta upaya-upaya yang dilakukan pada setiap tahapan dalam penanggulangan bencana. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh OPD, serta Pengelolaan Bantuan, khususnya untuk pengelolaan dana APBD.
Peraturan daerah tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan perda. Sumber pembiayaan dan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Selain peraturan itu, terdapat juga kebijakan yang terkait dengan kebencanaan, yaitu RIPP Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan: Kebijakan riset daerah diperlukan
untuk mendukung pencapaian solusi permasalahan terkait dengan penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup. Arah kebijakan riset untuk penanganan
banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura, dan Bodebek antara lain:

1. Basis data kejadian banjir dan pemanfaatan teknologi untuk peringatan dini banjir.

2. Rekayasa saluran pembuangan perkotaan dan rekayasa dan pemanfaatan sumur resapan buatan di kawasan resapan dan perkantoran atau gedung bertingkat.

3. Penyusunan media sosialisasi dan diseminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman banjir dan kekeringan.

Penting adanya dukungan riset dalam upaya meningkatkan kapasitas di Provinsi Jawa Barat. Tema riset yang diangkat di antaranya:

1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura, dan Bodebek.

2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Ci Tarum, Ci Manuk, Ci Liwung, Ci Tanduy) dan kawasan pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green
Province.

3. Program pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan dan ekosistimnya.

4. Pengurangan risiko bencana kebumian dan hidrometeorologi di Jawa Barat.

Dari sisi kelembagaan, Provinsi Jawa Barat telah memiliki institusi penanggulangan bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.
Hampir seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki BPBD di tingkat kota/kabupaten masing-masing (lebih dari 90% kota/kabupaten di Jawa Barat telah memiliki
BPBD). BPBD Provinsi Jawa Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jawa Barat.

Selain BPBD, Provinsi Jawa Barat memiliki komunitas-komunitas yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Salah satu komuitas yang terdiri dari
multi stakeholder dan telah ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Barat No 360/Kep.321-BPBD/2018 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa
Barat yang diperbaharui dengan SK Gubernur Jawa Barat No 360/Kep.1132-BPBD/2018.



2.4 Proyeksi Risiko

Indeks Risiko Bencana Provinsi
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Indeks Risiko Bencana
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(Sumber Indeks Risixe Bencana Indonesia 2013)

Gambar 2.24 Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Risiko bencana artinya potensi bencana yang dapat
ditimbulkan dan dampak kerugian materi dan atau korban
jiwa yang dimungkinkan. Risiko bencana yang tinggi artinya
potensi yang ditimbulkannya akan luar biasa, yaitu jumlah
korban yang banyak dan kerugian materi yang besar. Risiko
(risk) dalam bahasa lain adalah probabilitas timbulnya
konsekuensi yang merusak atau kerugian yang sudah
diperkirakan. Manajemen (risiko) bencana (disaster risk
management) adalah suatu proses yang sistematis dalam
menggunakan keputusan-keputusan administratif, lembaga,
keterampilan operasional, dan kapasitas penyesuaian
masyarakat dan komunitas untuk mengurangi dampak
bahaya alam dan bencana-bencan lingkungan dan teknologi
terkait (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Kemampuan mengelola risiko, dalam artian mengurangi
dampak potensi bencana yang mungkin terjadi, dipengaruhi
oleh faktor bahaya bencana (hazards). kerentanan
(vulnerability), serta kemampuan (capacity) masyarakat,
dengan rumus :

RISIKO BENCANA = Bahaya Bencana (HAZARDS) X
Kerentanan (VULNERABILITY) / Kapasitas (CAPACITY)

Berdasarkan catatan Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Jawa Barat mencatat skor 166, yang termasuk kelas dengan
risiko tinggi bencana. Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi
peringkat tertinggi (1-3) menurut risiko bencana berada di
Jawa Barat, yakni Kabupaten Cianjur (nomor 1), kemudian
Garut (nomor 2), Sukabumi (nomor 3), dan Kabupaten
Tasikmalaya (nomor 5). (Sumber: Risiko bencana Indonesia
2016). Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Fakta inilah yang menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat,
agar potensi kerugian akibat bencana yang besar dapat
ditanggulangi.



Risiko bencana merupakan fungsi dari bahaya yang terkena pada kondisi yang rentan. Risiko ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas. Berdasarkan hasil
analisis bahaya, kerentanan dan kapasitas, apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan bencana yang tepat, serta mengintegrasikan upaya-upaya mitigasi ini ke dalam
pembangunan di Provinsi Jawa Barat, maka tingkat risiko bencana di Jawa Barat akan semakin meningkat.

Intensitas bahaya, baik geologi, hidrometeorologi, kegagalan teknologi, wabah maupun bencana masa depan di Provinsi Jawa Barat akan meningkat. Didorong dengan
pertumbuhan penduduk yang meningkat, kebutuhan dasar manusia akan perumahan dan lapangan pekerjaan yang harus dipenuhi, termasuk peningkatan kebutuhan
manusia akan sarana dan prasarana perkotaan dan permukiman, dapat meningkatkan kerentanan apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik.

Penegakan aturan dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan yang berpihak pada lingkungan dan pengurangan risiko bencana, termasuk penegakkan
standar/peraturan bangunan (building code) dalam perizinan, semuanya itu untuk mengurangi kerentanan, yang dapat menurunkan tingkat risiko bencana.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Tujuannya adalah agar masyarakat dan pemerintah Jawa Barat lebih cepat bangkit
ketika terjadi bencana dan terkena dampak negatif bencana. Peningkatan ketangguhan ini dapat melalui berbagai strategi dan program pembangunan.

Resilient adalah kapasitas sebuah sistem komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah
sedemikian rupa, sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Resilient ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial
dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa datang. dan meningkatkan upaya-
upaya pengurangan risiko bencana (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Parameter-parameter yang digunakan dalam manajemen (risiko) bencana, termasuk manajemen pascabencana
Prevention (pencegahan) adalah aktivitas secara total untuk menghindari dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya, dan cara-cara untuk meminimalkan bencana.

Mitigasi (mitigation) adalah langkah-langkah struktural dan non struktural yang diambil untuk membatasi dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya alam. kerusakan
lingkungan dan bahaya teknologi (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri dengan bencana yang terjadi. Sebagai contoh rumah yang tinggal di daerah banjir dibuat 2 atau 3 lantai. Lantai dasar tidak
digunakan untuk tinggal anggota keluarga. Ketika banjir datang. anggota keluarganya tetap tinggal di lantai 2 atau 3.

Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial. ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan
kecenderungan (susceptibility) sebuah komunitas terhadap dampak bahaya.

Kapasitas (capacity) adalah suatu kombinasi semua kekuatan dan sumberdaya yang tersedia di dalam sebuah komunitas, masyarakat atau lembaga yang dapat mengurangi
tingkat risiko atau dampak suatu bencana (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). Kekuatan yang mumpuni dalam mengurangi risiko bencana akan tergantung pada factor kesiap-
siagaan (preparedness) dan daya tahan/tangguh (resilient). Semakin baik kesiap-siagaan dan semakin tangguh daya tahan/tangguh, maka risiko bencana akan semakin dapat
dikurangi.



|  BENCANA | I

[ I 1 EMERGENCY
[ PREVENTION || mimiGasi | | ADAPTASI | | response ano
[ | POST DISASTER
| MONITORING |
:
PEMETAAN
MASALAH
Hazard & Risk
PREPARDNESS | : | ’
{
RESILIENT  |{L_TataRuang |
RISK MANAGEMENT
(Mengurangi & mengelola Risk)

Kesiap-siagaan (preparedness) adalah aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak
bahaya, termasuk dengan mengeluarkan peringatan dini (early warning) yang tepat dan efektif (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). Preparedness diimplementasikan dengan
adanya tim siaga. standar operasional tetap yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, dan rencana aksi komunitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

pengurangan risiko bencana, serta pembangunan early warning system.



BAB 3
DASAR PENYUSUNAN




Pada bab ini dijelaskan aturan perundang-undangan tentang penganggulangan bencana dan aturan terkait lainnya yang menjadi dasar penyusunan Cetak Biru Jawa
Barat Resilience Culture Province yang melingkupi kerangka peraturan global dan nasional. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanan kerangka perjanjian global di
antaranya kerangka Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDG) 2030 dari Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation), Kerangka Sendai untuk
Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2045, serta kerangka Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim (Framework Convention
on Climate Change).

3.1 Dasar Kebijakan Internasional

Upaya pengurangan risiko bencana merupakan isu lintas wilayah dan sektoral dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Pada tanggal 30 Juli 1999 Sidang
Umum PBB mendesain bahwa dekade 1990 menjadi Dekade International untuk Pengurangan Risiko Bencana (International Decade for Natural Disaster
Reduction/IDNDR). Melalui Resolusi Nomor 56/195 Tanggal 21 Desember 2001, Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana
Internasional dalam rangka mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan pengurangan risiko bencana menjadi agenda tahunan Negara-negara peratifikasi resolusi.
Keterkaitan yang cukup kuat antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan, serta pengentasan kemiskinan dengan Pengurangan Risiko Bencana akan sangat
menentukan hasil akhir pembangunan itu sendiri.

Perserikatan bangsa-bangsa melalui resolusinya menyerukan seluruh Negara untuk memasukkan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan.
Dikeluarkannya resolusi PBB Nomor 46/182 Tahun 1991 tentang Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana menunjukkan besarnya perhatian
dunia dalam hal tersebut. Resolusi ini muncul sebagai wujud atas keprihatinan yang mendalam terhadap penderitaan korban dan situasi darurat akibat bencana,
hilangnya hak atas kehidupan, arus pengungsi yang besar, hilangnya tempat tinggal dan rusaknya berbagai fasilitas.

Pada tanggal 22 Desember 2005 diterbitkan Resolusi Nomor 607195 tentang Strategi International dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana (International Strategy
for Disaster Reduction/ISDR). Dalam resolusi ini PBB mengingatkan negara-negara di dunia bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam
pembangunan berkelanjutan serta mendorong seluruh negara untuk membuat komitmen yang kuat terhadap Deklarasi Hyogo, Kerangka Aksi Hyogo yang kemudian
menjadi Kerangka Sendai, dan Strategi Yokohama.

Untuk mencapai target global ini, Indonesia telah merancang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045. Sasaran Nasional terhadap Kawasan Rawan
Bencana pada rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan sistem pemerintahan yang tangguh terhadap bencana.

3.11 Strategi Yokohama

Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Pedoman untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi terhadap Bencana Alam dan Rencana Aksi (The Yokohama
Strategy for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action ["Strategi Yokohama"]) yang diadopsi tahun
1994 memberikan suatu panduan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Tinjauan terhadap kemajuan dalam pelaksanaan Strategi Yokohama menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana yang diperkuat dengan suatu pendekatan yang
lebih proaktif dalam memberikan informasi, memotivasi dan melibatkan masyarakat di semua aspek pengurangan risiko bencana dalam komunitas lokal. Penekanan
lainnya adalah pada aspek kelangkaan sumber daya yang dialokasikan khusus dari anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan pengurangan risiko bencana, baik
pada tingkat nasional maupun regional atau melalui kerja sama internasional dan mekanisme finansial.



3.1.2 Kerangka Sendai

Kerangka Kerja Sendai disusun menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pekerjaan yang
telah dilakukan oleh Negara-negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA dan mengenalkan beberapa invoasi
yang disarankan dalam konsultasi dan negosiasi. Ada yang menyebutkan, bahwa perubahan terpenting dalam Mengurangi
kerangka kerja ini adalah penekanannya terhadap manajemen risiko bencana dan bukan lagi pada manajemen
bencana seperti sebelumnya. Definisi tujuh target global, keluaran yang diharapkan adalah pengurangan risiko
bencana. Fokus tujuan adalah pada pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang ada dan memperkuat
ketahanan, juga menghasilkan prinsip-prinsip panduan, termasuk tanggung jawab utama Negara dalam mencegah :
dan mengurangi risiko bencana, keterlibatan seluruh institusi masyarakat dan Negara. Selain itu, lingkup
Pengurangan Risiko Bencana telah diperluas secara, fokus ini diberikan pada bahaya alami dan buatan manusia serta akibat bencana
yang terkait dengan bahaya dan risiko lingkungan, teknologi, dan biologi. Ketahanan Kesehatan juga dikampanyekan
dengan kuat.
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Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana terdiri dari 4 prioritas dan 7 target global (Gambar 3.1).
Keempat prioritas SDRR, yaitu: (1) Memahami Risiko; (2) Memperkuat Pemerintahan (Governance) dan Kebijakan; (3)
Memperkuat Investasi PRB; dan (4) Membangun lebih baik dan memperkuat kesiapsiagaan. Sedangkan tujuh target
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), yaitu: (1) Mengurangi kerusakan infrastruktur; (2) Mengurangi Gambar 3.1 Tujuh Target Kerangka Kerja Sendai
jumlah kerugian akibat bencana; (3) Mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana; (4) Mengurangi kematian | . 1 Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030
akibat bencana; (5) Meningkatkan ketersediaan informasi dan sistem peringatan dini; (6) Meningkatkan kerjasama dan

kolaborasi; dan (7) Meningkatkan strategi PRB pada level nasional dan lokal.

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) tahun 2015-2030 diresmikan penggunaannya dalam
Konferensi Dunia Ketiga PBB di Sendai, Jepang, pada tanggal 8 Maret 2015. Kerangka Kerja ini adalah hasil dari konsultasi antar pemegang kepentingan yang
dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 serta negosiasi antar negara yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 hingga bulan Maret 2015, didukung oleh Kantor PBB untuk
Pengurangan Risiko Bencana atas permintaan Majelis Umum PBB.

Kerangka Kerja Sendai adalah instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) tahun 2005-2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana.
HFA dianggap mampu mendorong pekerjaan global di bawah Kerangka Aksi Internasional untuk Dekade Pengurangan Risiko Bencana Alami Internasional tahun 1989
dan Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Persiapan dan Mitigasi Bencana Alami serta Rencana Aksinya, yang diadopsi pada
tahun 1994 dan Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana tahun 1999.

3.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada tahun
2012 dengan menetapkan rangkaian target yang dapat diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan
berkelanjutan, yaitu (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB
sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.



Dua dari tujuh belas tujuan dalam SDGs secara langsung terkait dengan kebencanaan, yang dituliskan dalam sasarannya, yaitu:

1. Tujuan 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
Terdapat sasaran 'Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan
perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta
mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030'.

2. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
Terdapat sasaran ‘Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara’.
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Gambar 3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3.1.4 Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim

Perjanjian Paris adalah perjanjian yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2015 di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change yang mengawal
pengurangan emisi karbondioksida. Perjanjian Paris bertujuan untuk:

a. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi
perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari

perubahan iklim.



b. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat
rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
c. Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

3.2 Dasar Hukum Nasional

Bagian ini menjelaskan aturan perundang-undangan terkait penganggulangan bencana, arahan pembangunan, peraturan sektoral, serta aturan terkait lainnya yang
menjadi dasar penyusunan Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Tabel 3.1 Dasar Hukum Penyusunan Jawa Barat Resilience Culture Province

Peraturan Perundang-Undangan

UU 24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Subtansi

Menjelaskan kewenangan berbagai tingkatan Pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam:
Penetapan kebijakan penanggulangan bencana.
Penyusunan perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana.

Pengaturan penanggulangan teknologi yang berpotensi sebagai ancaman.

Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam.

Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

CUNLNE

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik yang rentan terhadap bencana. Diatur
dalam pola ruang kawasan rawan bencana alam.

PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana mengatur substansi sebagai berikut:

Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.

Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.

Analisis kemungkinan dampak bencana.

Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.

Penentuan mekanisme kesiapan dan

Penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

moap0OTw

PP 26/2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional 2008-2028 dan
PP 13/2017 tentang Perubahan atas PP
26/2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional

Penataan ruang nasional memuat strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, salah satunya yaitu membatasi perkembangan kegiatan
budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi
kerugian akibat bencana.

Perpres 2/2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019

Fokus kebencanaan tertuang pada Sasaran Pokok Pembangunan Nasional butir keempat yang menjelaskan
tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim.

Permendagri 100/2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimun (SPM) provinsi terkait kebencanaan diantaranya:
a. Penyediaan & rehabilitasi rumah korban bencana proviinsi
b. Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana




Peraturan Perundang-Undangan
9 g

Subtansi

Umum Pengkajian Risiko Bencana

7 Permendagri 101/2018 tentang Petunjuk | Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:
Standar Teknis pada Setandar Pelayanan | a. Pelayanan informasi rawan bencana.
Minimum Sub Urusan Kebencanaan b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Kabupaten/Kota c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah
kabupaten/kota dalam APBD Provinsi.

8 Peraturan BNPB 4/2018 tentang Sistem | Sistem manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana meliputi: perencanaan, pengadaan,
Manajemen Logistik dan Peralatan pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan. BPBD Provinsi merupakan penyelenggara manajemen logistik

dan peralatan dalam lingkup provinsi.

-] Perka BNPB 4/2008 tentang Pedoman Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya
Penyusunan Rencana Penanggulangan penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya,
Bencana dengan proses penyusunan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Pengenalan dan pengkajian bahaya:

2. Pengenalan kerentanan:

3. Analisis kemungkinan dampak bencna:;

4. Pilihan tindakan penanggulangan bencana;

5. Mekanisme penanggulangan dampak bencana: dan
6. Alokasi tugas dan peran instansi.

10 | Perka BNPB 11/2008 tentang Pedoman Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca memadai pada wilayah pascabencana.

Bencana Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha untuk membangun kembali secara permanen semua
prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat.
BPBD Provinsi merupakan penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pada tingkat provinsi.

11 | Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membangun kembali dengan lebih baik (build back
Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan | better). Pada tingkatan provinsi, penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi, mengacu pada
Rekonstruksi Pascabencana Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.

12 | Perka BNPB 17/2011 tentang Pedoman Pada saat tidak terjadi bencana relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana atau
Relawan Penanggulangan Bencana mitigasi, pelatihan, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Relawan juga berperan pada tanggap darurat dan

pemulihan pascabencana.

13 | Perka BNPB 1/2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan tangguh bencana merupakan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang menempatkan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang

berpartisipasi, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna.

14 | Perka BNPB 2/2012 tentang Pedoman Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Pengkajian dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Hasil seluruh kajian kabupaten/kota kemudian dikompilasi di
tingkat provinsi. Hasil seluruh kajian tingkat provinsi dikompilasi di tingkat nasional.

Kerentanan
Risiko Bencana = Ancaman s = ==
Kapasitas




Peraturan Perundang-Undangan

Subtansi

15 | Perka BNPB 4/2012 tentang Pedoman Sekolah/madrasah aman dari bencana difokuskan pada ancaman gempabumi dan tsunami. Lingkup aman
Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari | bencana meliputi struktural (lokasi, struktur bangunan, desain dan penataan kelas, dan dukungan sarana dan
Bencana prasarana), dan nonstruktural (pengetahuan, sikap, dan tindakan: kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan,

dan mobilitasi sumberdaya).

16 | Perka BNPB 15/2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops PB di BPBD Provinsi berada di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung
Pusat Pengendalian Operasi jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Penanggulangan Bencana Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
1. Sebelum bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul. pengolah, penyaji
data, dan informasi kebencanaan) secara rutin.
2. Saat bencana: memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
3. Pascabencana: Memberikan dukungan kegiatan setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi,
khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

17 | Perka BNPB 11/2014 tentang Peran Serta | Peran serta masyarakat dalam upaya PB tersebut meliputi (1) Pengambilan keputusan, (2) Memberikan informasi
Masyarakat dalam Penanggulangan yang benar kepada publik, (3) Pengawasan, (4) Perencanaan, (5) Impelementasi, dan (6) Pemeliharaan program
Bencana kegiatan PB.

18 | Perka BNPB 12/2014 tentang Peran Peran serta lembaga usaha dalam PB meliputi tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana yang
Serta Lembaga Usaha dalam dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

Penanggulangan Bencana 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
2. Perencanaan partisipatif PB.
3. Pengembangan budaya sadar bencana.
4. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.
5. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
6. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, penyiapan jalur evakuasi.
7. HKegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

19 | Perka BNPB 3/2016 tentang Sistem Pemerintah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota
Komando Penanganan Darurat Bencana | dalam penanganan darurat bencana.

20 | Perda 2/2010 tentang Penyelenggaraan Tanggung;awab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

Penanggulangan Bencana Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar
pelayanan minimum.
b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
c. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan.
d. Pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan.
e. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi.

21 | Perda 22/2010 tentang Rencana Tata Salah satu sasaran penataan ruang pada RTRW Provinsi Jawa Barat adalah "terlaksananya prinsip mitigasi
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat bencana dalam penataan ruang”, yang dijabarkan dalam kawasan rawan bencana dan ketentuan penataan ruang
2009-2029 yang bertujuan mengurangi risiko bencana.

22 | Perda 8/2019 tentang Rancana Fokus kebencanaan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tertuang pada misi 3 yang berbunyi, "Mempercepat

Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat 2019-2023

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui
peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah”.




Peraturan Perundang-Undangan

Subtansi

Pada sasaran 3 dari tujuan 2, misi tersebut adalah "Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana”. Ukuran
peningkatan ketangguhan terhadap bencana dihitung dengan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang
ditargetkan akan berada pada nilai 161 pada tahun 2023, atau turun 4 poin dari kondisi awal pada 2018.

23

Pergub Jabar 68/2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

BPBD diamanatkan menyusun rencana penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan daerah. Rencana tersebut disusun atas hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan
bencana, serta dituangkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

24

Pergub Jabar 18/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab berbagai tingkatan pemerintah. Penyelenggaraan
rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi: perencanan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal tersebut harus
diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah.




BAB 4
TAHAPAN PENYUSUNAN




4.1 Tahapan Penyusunan

Tahapan penyusunan Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province secara keseluruhan terbagi dalam 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

b

Kick-off Meeting

Kick-off meeting merupakan pertemuan perdana yang memulai rangkaian penyusunan Cetak Biru Jawa Barat Resilience
Culture Province. Pertemuan tersebut dihadiri tim penyusun, tim pakar, serta BPBD Provinsi Jawa Barat guna membahas
penyamaan definisi dan tahapan pengerjaan secara menyeluruh.

FGD Tematik Gambar 4.1 Dokumentasi Kick-Off
FGD tematik dilaksanakan guna memperkaya substansi dan membahas isu-isu terkait Meeting Penyusunan JRCP

penyelenggaraan penanggulanan bencana dalam penyusunan Cetak Biru Jawa Barat
Resilience Culture Province. FGD tematik dilaksanakan sebanyak enam kali, dengan
rincian tema sebagai berikut:

1. FGD 1 - Kebijakan dan kelembagaan.

2. FGD 2 - Edukasi, sosialisasi, dan simulasi.

3. FGD 3 - Teknologi penanggulangan bencana dan kearifan lokal.

4. FGD 4 - Program strategis dan inovatif serta indikator JRCP.

5. FGD 5 - Pendanaan alternatif. ‘ :

i n e i i e o Gambar 4.2 Dokumentasi FGD
Tematik Penyusunan JRCP

Penyusunan Dokumen Teknis
Dilaksanakan setelah seluruh FGD tematik terlaksana, dokumen teknis ini berisi substansi Cetak Biru Jawa Barat Resilience |
Culture Province yang terdiri dari:

Latar belakang (lingkungan hidup, ancaman, kejadian, risiko).
Proyeksi risiko dan dan ancaman jangka panjang.

Dasar penyusunan.

Tahapan penyusunan.

Arah kebijakan dan strategi JRCP.

Program Pricritas JRCP.
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Gambar 4.3 Dokumentasi Rapat
Teknis Penyusunan JRCP
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4. Workshop Wilayah
Workshop dilaksanakan di masing-masing wilayah bertujuan untuk mendiseminasikan substansi Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province serta menjaring
masukan dari setiap kabupaten/kota untuk penguatan dan penyempurnaan substansi final.

- :
Gambar 4.4 Dokumentasi Workshop Wilayah Penyusunan JRCP

5. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait JRCP
Setelah mendapat masukan dari masing-masing kabupaten/kota, selajutnnya dilakukan penyempurnaan dokumen teknis JRCP. Setelah dokumen difinalisasi,
dilakukan penyusunan peraturan gubernur tentang Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province yang selanjutnya berfungsi mengikat sebagai panduan
penyelenggaraan penanggulanan bencana di Jawa Barat.



4.2 Waktu Pelaksanaan Penyusunan

Rangkaian penyusunan Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province mulai dari persiapan hingga penyusunan peraturan gubernur dilaksanakan dari Januari-

Agustus 2018 dengan rincian kegiatan seperti pada Gambar 4.5.

MAR
2019

Kick-off
Meeting FGD1 FGD 2
Kebijakan Edukasi,
dan Sosialisasi,
Kelembagaan dan
Simulasi

MAR MAR APR APR
2019 2019 2019 2019
FGD 3 FGD 4 FGDS FGD 6
Teknologi Program Pendanaan Peran
Penanggulanga  Strategis Alternatif ~ Masyarakat
n Bencanadan  dan Inovatif
Kearifan Lokal serta
Indikator
JRCP

Proses FGD melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah, dunia usaha,
akademisi, media, dan masyarakat (komunitas)

Gambar 4.5 Timeline Penyusunan JRCP

® 00

Penyusunan
Dokumen Teknis
JRCP

Workshop
Wilayah

Pergub
JRCP

Workshop ditujukan untuk
memperoleh masukan dari
instansi terkait di tingkat
kabupaten/kota.
Dilaksanakan di 5 (lima)
wilayah kabupaten/kota di
Jawa Barat



BAB 5
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERWUJUDAN

JAWA BARAT RESILIENCE CULTURE PROVINCE




5.1 Agenda

Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi yang Berbudaya Tangguh dalam Menghadapi Bencana (West Java Resilience Culture Province)

Keterangan:

Budaya : Hasil olah rasa dan kebiasaan yang mengakar membentuk sebuah pola yang berulang yang dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, turun-temurun serta
bermetamorfosa sesuai dengan perkembangan sebuah masyarakat. Dalam konteks ini membangun budaya tangguh bencana di provinsi Jawa Barat dituangkan
melalui hasil pemebelajaran, ilmu dan kearifan lokal yang telah turun-temurun diajarkan oleh orang tua untuk pengurangan risiko bencana. Budaya tangguh, baik
yang disadari maupun tidak disadari telah ada dan mengakar di masyarakat sejak dahulu kala di Jawa Barat.

Tangguh  : Resilience Culture Province adalah Provinsi yang mempunyai kemampuan mencegah, tahan, tangguh, beradaptasi, meminimalkan dampak yang merugikan, dan
memulihkan diri dari bencana secara tepat dan efisien.

5.2 Tujuan

Tujuan: Menanamkan budaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dalam menghadapi
bencana di Jawa Barat.

Tujuan tersebut dicapai melalui pencapaian sasaran:

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan pentahelix dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang
responsif terhadap perkembangan zaman, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memantapkan kualitas penyelenggaran perwujudan Jawa Barat Resilience Culture Province.
b. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai landasan penyelenggaran penanggulangan bencana.
c. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah, lembaga, antar provinsi dan kabupaten/kota. perguruan tinggi, media massa, masyarakat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa, dan aset.
d. Terpenuhinya standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan meningkatkan Indeks Ketangguhan Jawa Barat (Jawa Barat
Resilience Index) serta menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiaagaan menghadapi bencana.
Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai isu utama dalam investasi dan pembangunan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh setiap sektor pembangunan.
Teralokasikannya anggaran untuk penanggulangan bencana yang memadai.
Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana (infrastructure resilience).
Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dan dunia usaha dalam investasi pengurangan risiko bencana, dan mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture
Province.
e. Mendorong upaya inovatif dan kreatif dalam mengembangkan pendanaan non pemerintah dan investasi untuk penanggulangan bencana, yang ditekankan pada
pengurangan risiko bencana, penanganan kedaruratan, dan pemulihan dampak.
3. Membangun kultur masyarakat Jawa Barat yang siaga dan tangguh menghadapi bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai.
a. Meningkatnya edukasi, sosialisasi, dan simulasi terhadap bencana. secara berkala dan berkesinambungan guna menumbuhkan sadar risiko bencana,
kewaspadaan, kesiapsiagaan, ketangguhan, dan daya lenting pascabencana.
b. Tergalinya tata nilai dan kearifan lokal dalam menghadapi bencana di tiap wilayah sebagai dasar gerakan membangun kultur ketangguhan masyarakat dan

wilayahnya.
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Mewujudkan desa, kelurahan yang berada di lokasi rawan bencana sebagai desa atau kelurahan siaga dan tangguh bencana.
Mewujudkan masyarakat sekolah di lokasi rawan bencana sebagai sekolah dan satuan pendidikan yang aman bencana.
e. Meningkatnya peran para relawan dan pegiat kebencanaan dalam mengedukasi masyarakat dan membentuk karakter tangguh bencana di masyarakat,
pengurangan risiko bencana, mitigasi, dan perbaikan lingkungan, dan bantuan penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.
f. Terlibatnya pemimpin daerah, aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama para pemuka agama, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, para guru dan
pendidik, dalam pembentukan kultur masyarakat Jawa Barat yang tangguh bencana.
Meningkatnya keterlibatan kaum perempuan dan para ibu sebagai guru siaga dan tangguh bencana di keluarga.
4. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana yang cepat dan handal untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan aman.
a. Terwujudnya perbaikan menerus atas standar kecepatan respon penanganan darurat bencana, ketepatan pemberian dan pemenuhan kebutuhan dasar dan
pemulihan awal masyarakat terdampak bencana, terutama pada kelompok rentan.
b. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar daerah, antar tim bantuan, antar relawan dalam penanganan kedaruratan.
c. Terpenuhinya standar minimum untuk sarana prasarana dan peralatan penanganan darurat, sistem logistik, dan distribusinya.
d. Tersedianya perencanaan dan tata kelola pemulihan daerah terdampak bencana, yang ditekankan pada infrastruktur, akses layanan dasar sebagai sistem
pendukung dan penopang kehidupan masyarakat terdampak bencana.
e. Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang lebih baik dibanding sebelum bencana bagi wilayah dan masyarakat terdampak bencana.
f. Membangun struktur perekonomian yang berdaya lenting dan ketangguhan masyarakat (resilience citizen) di wilayah rawan bencana.
5. Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana yang profesional. memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.
kreativitas dan inovasi, dan tersertifikasi.
b. Keakuratan kualitas data dan informasi kebencanaan untuk disampaikan kepada masyarakat, dan mampu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam
manajemen penanggulangan bencana, dan perencanaan pembangunan.
c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan siklus penangulangan bencana disertai sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang handal. dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas.
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5.3 Arah Kebijakan

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, harmonisasi antar regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam pelaksanaan Jawa Barat Resilience

Culture Province.

Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media masa dalam pencapaian Jawa Barat Resilience Culture Province.

3. Mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi arus utama dan isu penting dalam penataan ruang wilayah, perencanaan pembangunan jangka menengah
dan panjang. perencanaan setiap sektor pembangunan, perizinan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi kebencanaan, dan meningkatkan kajian risiko bencana, untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko,
kewaspadaan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

5. Menyiapkan alokasi anggaran pemerintah yang memadai, serta mengembangkan alternatif pembiayaan non pemerintah, dalam percepatan Jawa Barat Resilience
Culture Province.

6. Menyelenggarakan edukasi, sosialisai, dan simulasi/latihan menghadapi bencana secara luas, berkala, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,
terutama di daerah rawan bencana, melibatkan para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.

7. Mengembangkan dan menerapkan kurikulum kebencanaan dalam satuan pendidikan aman bencana di setiap sekolah dan lembaga pendidikan.
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8. Menyediakan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kearifan lokal, rambu-rambu dan papan informasi kebencanaan, jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi,
tempat relokasi dalam peningkatan kesiapsiaagan dan penyelamatan diri terhadap bencana.

9. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang komando/komandan satgas saat terjadi kedaruratan bencana, dan Pangdam/kapolda/Kodam/KaPolwil sebagai wakil
komandan, membantu tugas komandan satgas.

10. Meningkatkan kapasitas, keahlian, dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kebencanaan, melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

5.4 Strategi

Dalam upaya mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture Province, dari mulai visi, misi, sasaran per misi, arah kebijakan, dipilih 7 (tujuh) fokus utama yang menjadi kunci
sekaligus penggerak yang lain dalam upaya percepatan Jawa Barat Resilience Culture Province, sekaligus ikon dalam JRCP, yaitu:

Menguatkan ketangguhan masyarakat dan komunitas (resilience citizen).

Mengembangkan ketangguhan IPTEK dan kearifan lokal (resilience knowledge and local wisdom).
Menyiapkan ketangguhan kelembagaan dan kebijakan (resilience institutional and policy).
Mendorong ketangguhan ekologi (resilience ecology).

Menyiapkan ketangguhan pendanaan (resilience financing).

Menerapkan ketangguhan infrastruktur (resilience infrastructure).

Membangun pusat ketangguhan (resilience center).

Membuat indeks ketangguhan (resilience index).
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Gambar 5.1 Strategi Perwujudan Resilience Province
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4. KEGIATAN UTAMA




Masyarakat yang sadar risiko bencana, memiliki kesiapsiagaan,
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Gambar 5.2 Fokus Pengembangan Jawa Barat Resilience Culture Province
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Gambar 5.3 Tahapan Strategi Perwujudan Jawa Barat Resilience Culture Province

Tahapan untuk mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture Province, dibagi menjadi dua tahap utama sejalan dengan periode pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yaitu:
1. Tahap (2019 - 2023)
Menuju Jawa Barat Resilience Culture Province, dengan Masyarakat Jawa Barat sadar risiko bencana, dan wilayah yang tangguh (resilience).
2. Tahap 2(2024 -2028)
Menguatkan Jabar Resilience Culture Province untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



5.5 Sinergitas Implementasi JRCP

Strategi untuk mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture Province, dalam arah kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. dilaksanakan melalui program
strategis yang harus dilaksanakan secara sinergi antar program, antar lembaga/instansi, dan antar peraturan yang ada. Sinergitas antar lembaga dilakukan dengan
konsep pentahelix, yaitu antara Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media masa, dan Perguruan Tinggi.

Program-program prioritas dalam rangka mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture Province, yaitu:

A. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat (resilience citizen) disiapkan program sebagai berikut:

1. Program edukasi, sosialisasi, dan simulasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana dan risiko bencana di wilayahnya, sehingga
memiliki kemampuan mengurangi risiko, diprioritaskan bagi masyarakat rentan di wilayah rawan bencana, dan kelompok masyarakat yang mampu
mengimbaskan kesadaran bencana tersebut secara luas, antara lain kaum perempuan, alim ulama, tokoh/pemuka agama dan masyarakat, para pemuda, dan
para pendidik, relawan, dan pegiat kebencanaan.

2. Program desa dan kelurahan tangguh bencana. untuk meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana. diprioritaskan untuk desa-desa atau
kelurahan yang rawan bencana.

3. Program sekolah/satuan pendidikan aman bencana, untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah/warga sekolah dan ketangguhan sekolah terhadap ancaman
bencana, diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang terletak di daerah rawan bencana.

4. Program peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana, untuk meningkatkan pengetahuan., kemampuan, keahlian, dan kompetensi dari para aparat
penanggulangan bencana, relawan, atau pegiat bencana.

5. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, untuk membangun kewaspasdaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di sekitarnya atau
di wilayahnya.

B. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan, untuk meningkatkan kemampuan dalam pengurangan risiko bencana, yang berbasis
pada kearifan lokal (resilience knowledge and local wisdom), disiapkan program sebagai berikut:

1. Program Perguruan Tinggi Tangguh Bencana (PTTB), untuk mendorong kemampuan PT untuk mengelola dan meminimalkan risiko bencana yang dihadapi, mampu
pulih dan beraktifitas kembali dengan segera bila terdampak bencana, serta memberikan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat untuk
pengurangan risiko bencana, dan bersama-sama membangun ketangguhan.

2. Program inovasi sosial dan teknologi kebencanaan, untuk merangsang upaya kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai terobosan yang bermanfaat
dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat.

3. Program penguatan peran dan kapasitas dari pemuda dan profesional muda dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengurangan
risiko bencana.

4. Program pengembangan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, untuk mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan sumberdaya manusia terdidik dalam bidang
kebencanaan di Jawa Barat, untuk membantu upaya penanggulangan bencana di Jawa Barat.

C. Dalam rangka membangun pusat-pusat ketangguhan yang terintegrasi di berbagai wilayah Jawa Barat yang rawan bencana (resilience center) yang akan berfungsi
sebagai pusat informasi, komunikasi, peringatan dini, komando, edukasi, sosialisasi, pemberdayaan ketahanan masyarakat, dan logistik, disiapkan program-progran
sebagai berikut:

1. Program pengembangan Jabar resilience center, untuk membangun pusat-pusat komando, informasi, komunikasi, sosialisasi, penguatan Pusdalops PB,
pemberdayaan masyarakat, dan cadangan logistik di tiap Kabupaten/Kota, dan daerah rawan bencana.
2. Program penguatan sistem kedaruratan bencana.



3. Program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan kearifan lokal, untuk menyiapkan sistem peringatan dini yang handal dan berteknologi
sederhana, serta dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat, yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

4. Program penguatan logistik PB, untuk membangun sistem logistik dan manajemen logistik kebencanaan yang handal.

5. Program penguatan peralatan dan sarana prasarana PB, untuk meningkatkan dan melengkapi berbagai peralatan dan sarana prasarana utama dan penunjang
yang diperlukan dalam penanggulangan bencana, terutama pada tahap kesiapsiagaan dan kedaruratan program pengembangan Jabar resilience center, untuk
membangun pusat pusat komando, informasi, komunikasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan cadangan logistik di tiap Kabupaten/Kota, dan daerah
rawan bencana.

D. Dalam rangka menerapkan pembangunan berbagai infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, terutama infrastruktur vital dan strategis, baik untuk
kepentingan publik, sosial atau ekonomi, yang multifungsi sebagai upaya mitigasi struktural, evakuasi, pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
(Infrastructure Resilience), disiapkan Program Pengembangan Mitigasi Struktural PB.

E. Dalam rangka mendorong perbaikan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup yang lebih baik dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana (ecological resilience),
disiapkan program-program sebagai berikut:
1. Program pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan rawan bencana.
2. Program pemantauan dan pengendalian risiko bencana industri dan bencana bukan alam.

F. Dalam rangka menyiapkan dan memperkuat pembiayaan penanggulangan bencana dan mewujudkan ketangguhan masyarakat dan wilayah Jawa Barat (resilience
financing), disiapkan program-program sebagai berikut.
1. Program peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam bantuan PB.
2. Program inovasi pembiayaan penanggulangan bencana.
3. Program pengembangan ekonomi lingkungan rawan bencana.

G. Dalam rangka penilaian untuk kemajuan pencapaian upaya mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki kultur ketangguhan, akan digunakan indikator
khusus ketangguhan, yaitu Indeks Ketangguhan (Resilience Index) sebagai alat ukur dalam pemantauan dan evaluasi setiap tahapan program Jawa Barat Resilience
Culture Province, untuk itu disiapkan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan JRCP, untuk menyiapkan indikator, dan secara kontinyu dan berkala melakukan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan hasil pencapaian JRCP, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam setiap tahap pelaksanaan JRCP.

H. Program prasyarat disiapkan untuk menyiapkan dasar bagi pelaksanaan program utama guna percepatan menuju Jawa Barat Resilience Culture Province, yaitu:
1. Program penguatan regulasi penanggulangan bencana.
2. Program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Program kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana.

Program-program tersebut dapat berfungsi optimal apabila disertai dengan dukungan kebijakan, regulasi yang baik, kelembagaan yang handal, dukungan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pembiayaan yang memadai, dan sinergitas antar pemangku kepentingan.

5.6 Pendanaan

Kerangka dasar pembiayaan penyelenggaran penangulangan bencana adalah peraturan perundangan-undangan yang telah diterbitkan, yaitu: UU Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan turunannya, yaitu: PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penaggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahin 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimum, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Pendanaan penanggulangan bencana saat ini meliputi:
1. Pendanaan pra bencana (tidak ada kejadian bencana), yang bersumber dari APBD maupun APBN, dan digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sumber
dana lain berasal dari dana CSR yang dikelola langsung oleh lembaga usaha, atau melalui komunitas pengurangan risiko bencana.

2. Pendanaan Tahap Kedaruratan Bencana, yang terdiri dari tiga fase utama yaitu:
a. Siaga darurat
b. Tanggap darurat
c. Transisi darurat ke pemulihan.

Saat keadaan darurat, pemerintah memiliki on call buget atau yang sering di sebut dana siap pakai (DSP) yang diberikan oleh pemerintah pusat (APBN) kepada
pemerintah daerah dan wilayah yang terdampak bencana. Di tingkat daerah memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Pendanaan juga bisa berasal dari dana
bantuan masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga donor/bantuan yang disalurkan untuk bantuan kedaruratan.

3. Pendanaan Tahap Pascabencana (setelah kejadian bencana)
Pada tahap ini sumber dana berasal dari APBN berupa hibah RR (rehabiltasi dan rekonstruksi), maupun dana CSR dari berbagai lembaga usaha, dana bantuan dari
lembaga donor/bantuan, dan dana masyarakat yang disalurkan untuk pemulihan pascabencana.

Disaster
Phase

Budgetary
vehicle
Financing
sources

Indonesia, Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy —
Options for Consideration, October 2011, World Bank

Gambar 5.4 Skema Pendanaan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Potensi ancaman bencana yang tinggi, dan banyaknya kejadian bencana di Jawa Barat menuntut adanya pembiayaan yang mencukupi untuk upaya mitigasi dan
pengurangan risiko bencana, penanganan darurat bencana, dan pemulihan pascabencana, yang mudah diakses saat kondisi darurat. Perlu kebijakan khusus terkait
pembiayaan untuk mewujudkan Jawa Barat Resilience Culture Province, mengingat saat ini alokasi pembiayaan dari APBD/APBN untuk upaya penanggulangan bencana,
khususnya upaya pengurangan risiko bencana masih kecil (0.001%), termasuk BTT dari APBD Provinsi Jawa Barat.
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Dokumen Cetak Biru Jawa Barat Berbudaya Tangguh memiliki tolok ukur keberhasilan yang dilihat atau dinilai melalui kondisi awal (baseline) Provinsi Jawa Barat saat ini.
Jawa Barat memiliki jumlah penduduk lebih dari 48 juta jiwa, dengan luas wilayah 37 juta hektar, 18 Kabupaten dan 9 Kota, serta memiliki tingkat kerentanan yang cukup
tinggi dengan risiko yang terus meningkat dengan ancaman kejadian bencana yang meluas. Adapun akumulasi kejadian bencana di Jawa Barat mulai dari tahun 2013
sampai tahun 2019 saat kondisi dokumen ini dibuat telah mencapai 7.428 kejadian bencana.

Jumlah desa yang berada di wilayah rawan bencana tinggi menjadi salah satu parameter penilaian yang ditetapkan pada baseline dokumen JRCP. Jumlah desa yang ada
di Provinsi Jawa Barat berjumlah 5.957 desa dengan total desa di wilayah risiko tinggi berjumlah 4.868 desa.
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Gambar 6.1 Jumlah Desa dengan Risiko Tinggi di Jawa Barat
Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Pengukuran Indikator keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan pada dokumen JRCP bersifat dinamis dan inovatif dengan tetap mengacu pada standar yang
telah di tetapkan. Pengukuran ini memunculkan gagasan atau ide penting dalam memandang bencana. Usulan pengembangan indeks ketangguhan dilakukan untuk
mengukur secara eksplisit ketangguhan bencana dari sisi peningkatan kapasitas masyarakat. Konsep ini berpandangan bahwa ancaman bencana dari alam merupakan
suatu hal yang tetap dan pasti adanya (given) seperti pada Provinsi Jawa Barat yang secara geomoforlogi dan teknonik merupakan wilayah yang rawan bencana. Fokus
konsep ini ada pada ketangguhan, meskipun secara harfiah ancaman tidak dapat diabaikan atau dihindari. Sehingga indeks ketangguhan ini diharapkan menjadi
penyeimbang pengukuran IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang menjadikan ancaman sebagai salah satu parameter utama pengukuran.

Konsep Resilience Index ditopang oleh pilar-pilar utama ketangguhan masyarakat Jawa Barat antara lain Ketangguhan masyarakat dan komunitas (resilience citizen),
ketangguhan IPTEK dan kearifan lokal (resilence knowledge and local wisdom), ketangguhan kelembagaan dan kebijakan (resilient institutional and policy), ketangguhan
pendanaan (resilience fincancing), ketangguhan infastruktur (resilience infrastruktur) dan ketangguhan ekologi lingkungan (resilience ecology). Keenam elemen tersebut
dipayungi oleh sebuah konsep pengukuran resilent Indeks sebagai alat ukur dan resilience center (pusat resiliensi) sebagai sebuah kawasan tangguh di simpul-simpul
wilayah Jawa Barat yang memiliki risiko bencana tinggi.

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep parameter indikator yang dirumuskan untuk meninjau keberhasilan dokumen cetak biru Jawa Barat Resilince
Culture Province (JRCP). Indikator keberhasilan ini didasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Resilience Index (IR) termasuk komponen- komponen

penyusunnya.



6.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan konsep yang dikembangkan oleh BNPB mulai tahun 2013 hingga sekarang. IRBI digunakan untuk menilai tingkat
risiko bencana yang ada di wilayah (Kabupaten/Kota). Merupakan komposit Indeks Hazard (H), Indeks Kerentanan (V), dan Indeks Kapasitas (C).

6.1.1 Pengkajian Ancaman

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana yang dipadukan dengan hasil catatan IRBI 2013, Provinsi Jawa Barat memiliki 12 potensi bencana. Bencana-bencana
tersebut adalah: banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi. kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial,
cuaca ekstrim, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir bandang. Adapun masing masing daerah kabupaten/kota mempunyai indeks risiko per ancaman
bencana, dengan data potensi ancaman kabupaten/kota di Jawa Barat dapat di lihat pada dokumen KRB Jawa Barat.

6.1.2 Pengkajian Kerentanan

Berdasarkan sejarah bencana yang pernah terjadi, ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi kembali di Provinsi Barat. Bencana-bencana ini dapat
menimbulkan kerugian yang berbeda untuk setiap jenis bencana. Kerugian tersebut dapat dilihat berdasarkan komponen sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan.

Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio
penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat. Secara spasial, masing-masing nilai parameter didistribusikan di wilayah permukiman per desa/kelurahan dalam bentuk grid
raster (piksel) berdasarkan acuan data WorldPop atau metode dasimetrik yang telah berkembang. Setiap piksel merepresentasikan nilai parameter sosial (jumlah jiwa) di
seluruh wilayah pemukiman. Tabel berikut menunjukan parameter penyusun dan scoring untuk kerentanan sosial.

Tabel 6.1 Parameter Penyusun Kerentanan Sosial

Parameter oot Haki
S (%) Rendah Sedang Tinggi
Kepadatan Penduduk 60 <5 jiwasha | 5-10 jiwa/ha | >10 jiwa/ha
Kelompok Rentan
Rasio Jenis Kelamin (10%) >40 20-40 <20
Rasio Kelompok Umur Rentan (10%) 40
Rasio Penduduk Miskin (10%) <20 20-40 >40
Rasio Penduduk Cacat (10%)
Sumber: BNPB

Kerentanan fisik terdiri dari parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis. Jumlah nilai rupiah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis dihitung berdasarkan
kelas bahaya di area yang terdampak. Distribusi spasial nilai rupiah untuk parameter rumah dan fasilitas umum dianalisis berdasarkan sebaran wilayah permukiman
seperti yang dilakukan untuk analisis kerentanan sosial. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan penilaian/scoring sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun
2012 untuk memperoleh nilai skor kerentanan fisik.



Tabel 6.2 Parameter Kerentanan Fisik
Kelas

Parameter Bobot (%) Tinaa
mggi

Rendah Sedang

Rumah 40 <400 juta 400-800 juta >800 juta
Fasilistas umum 30 <500 juta S00juta-1M >1 M
Fasilitas kritis 30 <500 juta 500 juta-1M >1M

Kerentanan Fisik = (0,4*skor rumah) + (0,3*skor fasum) + (0,3*skor faskris)

Perhitungan nilai setiap parameter (kecuali Rumah) dilakukan berdasarkan:
- Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0%
- Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50%
- Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100%
Perhitungan nilai parameter Rumah dilakukan berdasarkan:

Pada kelas bahaya RENDAH, jumlah rumah yang terdampak dikalikan 5 juta
- Pada kelas bahaya SEDANG, jumlah rumah yang terdampak dikalikan 10 juta
- Pada kelas bahaya TINGGI, jumlah rumah yang terdampak dikalikan 15 juta

Sumber: BNPB

Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter konstribusi PDRB dan lahan produktif. Nilai rupiah lahan produktif dihitung berdasarkan nilai konstribusi PDRB pada sektor
yang berhubungan dengan lahan produktif (seperti sektor pertanian) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan data penggunaan lahan.

Tabel 6.3 Parameter Kerentanan Ekonomi

Lahan Produktif 60 <50 juta 50-200 juta >200 juta
PDRB 40 <100 juta 100-300 juta >300 juta
Kerentanan Ekonomi = (0,6"skor Lahan Produktif) + (0,4*skor PDRB)
Perhitungan nilai setiap parameter (kecuali Rumah) dilakukan berdasarkan :
- Pada Kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0%
- Pada Kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50%

- Pada Kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100%
Sumber: BNPB

Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa. Setiap parameter dapat diidentifikasi
menggunakan data tutupan lahan. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh

nilai skor kerentanan lingkungan.



Tabel 6.4 Parameter Kerentanan Lingkungan

Parameter

Rendah Sedang Tinggi

Hutan Lindung <20 Ha 20 -50 Ha >50 Ha
Hutan Alam <25 Ha 25-75Ha >75 Ha Kelas/Nilai
Hutan Bakau/Mangrove <10 Ha 10 - 30 Ha >30 Ha Maksimum
Semak Belukar <10 Ha 10 - 30 Ha >30 Ha Kelas
Rawa <5 Ha 5-20Ha >20 Ha

Tanah longsor

Letusan gunung api

Kekeringan

Kebakaran hutan dan lahan

Banjir

Banjir bandang

Gelombang ekstrim dan abrasi

. Tsunami

erhitungan nilai setiap parameter dilakukan berdasarkan:
Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0%

- Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50%
- Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100%

Sumber: BNPB
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6.1.3 Pengkajian Kapasitas

Kapasitas/kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek
kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumber daya individu, rumah tangga, dan kelompok
untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari suatu bahaya bencana. Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan,
dan peran serta masyarakat. Pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan strategi dan 71 Indikator untuk meningkatkan kapasitas.

6.1.4 Penghitungan Indeks Risiko

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalkulasi
secara spasial, sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat digunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan perhitungan dari fungsi di atas, maka diperoleh nilai indeks risiko yang ada di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Nilai indeks dikategorikan untuk
kelas risiko rendah (nilai 1-13), sedang (nilai 14-144) dan tinggi (nilai >144). Nilai IRBI Provinsi diperoleh dari agregat nilai IRBI kabupaten/kota, sehingga diperoleh nilai
IRBI Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 adalah 166 (Tingkat Risiko Tinggi).



Gambar 6.2 Diagram Alir Penghitungan Indek Risiko
Sumber: BNPB

Gambar 6.3 Strategi Peningkatan Indeks Kapasitas di
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Indeks ketangguhan (resilience index) merupakan konsep yang dikembangkan melalui beberapa metode perhitungan yang dijelaskan sebagai berikut.

6.2.1 Climate-Related Disaster Resilience Indeks (CDRI)

Climate-Related Disaster Resilience Indeks (CDRI) merupakan metode perhitungan yang dikembangkan oleh Mulyasari (2008) dari PPMB-ITB bersama Kyoto University,
dan Japan International Environment and Disaster Management (IEDM). Metode ini telah diaplikasikan sebanyak dua kali di Kota Bandung pada tahun 2010 dan 2015.
CDRI terdiri variabel enam dimensi yaitu social, institution, economic, infrastructure, environment. Nilai indeks diberikan dalam rentang nilai 1 (terburuk) hingga 5
(terbaik). Tabel berikut menjelaskan komponen-komponen untuk enam variabel yang digunakan dalam CDRIL



Tabel 6.5 Komponen Variabel CDRI

Ir1f1'il'T:tI:{tfk1nr Ekonomi Kelembagaan Alam / Lingkungan
Pengarustamaan s ;
Listrik Penduduk Penghasilan (maknstreaming) I::;g::::nﬁbgrr\‘g::t
pengurangan risiko porpels
bencana & CCA
d g Efektifitas kerangka kerja :
Air Kesehatan Pekerjaan wilayah (kec) Frekuensi bahaya alam
Sanitasi dan Pendidikan dan Penyebaran & pengelolaan :
pembuangan sampah kesadaran bencana Household Assets pengetahuan bencana PR BT
Kerjasama kelembagaan
i Col B 5 dengan pemangku Tata guna lahan dalam
Ketersediaan jalan Nilai sosial Keuangan dan tabungan kepentingan (stakeholder) konteks bahaya
lain
Perumahan dan Kesiapsiagaan S b i
penggunaan lahan masyarakat Anggaran dan subsidi Good governance Kebijakan lingkungan
Sumber: Mulyasari (2008

6.2.2 Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC)

Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC) merupakan konsep yang dikembangkan oleh Susan Cutter dengan menggunakan definisi Ketahanan bencana
sebagai kemampuan suatu sistem untuk mengatasi dampak dari bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana seperti semula dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan Yoon and Kang, 2012 and Cutter et al., 2010, terdapat 3 kata kunci yakni:
1. Resistance yaitu kemampuan menghambat dan mengurangi dampak bencana.

2. Recovery yaitu waktu pemulihan akibat bencana.

3. Adaptive capacity yaitu kapasitas beradaptasi pasca bencana.

BRIC adalah adalah satu set metodologi dan indikator untuk menghitung karakteristik awal (baseline) yaitu kondisi bawaan dari sebuah komunitas sebelum
diimplementasikan ke dalam berbagai program yang dapat meningkatkan ketahanan bencana (multi bencana), BRIC memiliki 31 indikator yang terkategorikan ke dalam 6
komponen:

Ketahanan sosial:

Ketahanan ekonomi;

Ketahanan komunitas;

Ketahanan institutional;

Ketahanan infrastruktur;

s oS



6. Ketahanan lingkungan.

Berikut adalah gambar yang menunjukan pemetaan dari enam komponen ketahanan dalam BRIC untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten

Bandung Barat.
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Gambar 6.4 Peta Ketahanan Sosial dalam BRIC di
Cekungan Bandung
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Gambar 6.8 Peta Ketahanan Infrastruktur dalam BRIC
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Gambar 6.6 Peta Ketahanan Komunitas dalam BRIC
di Cekungan Bandung

Gambar 6.9 Peta Ketahanan Lingkungan dalam
BRIC di Cekungan Bandung
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Gambar 6.10 Peta Ketahanan Bencana dalam BRIC di Cekungan Bandung



6.2.3 Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC)

Community Disaster Resilience Framework (CDRF) dikembangkan oleh Mayunga (2009) untuk menilai resiliensi komunitas di wilayah pesisir. CORF mengkombinasikan
fase manajemen bencana dengan modal masyarakat. Pendekatan metode ini dilakukan dengan:

- Mengidentifikasi tipe-tipe aktivitas yang berhubungan dengan fase manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan)

- Identifikasi modal masyarakat (sosial, ekonomi, fisik, manusia) yang dianggap penting untuk melakukan aktivitas terkait di setiap fase manajemen bencana

CDREF terdiri dari 4 parameter yaitu sosial, ekonomi, fisik dan manusia. Berdasarkan penelitian dari Shabrina (2018) telah dilakukan penyesuaian parameter dari Mayunga
(2009). 75 indikator disederhanakan menjadi 27 indikator untuk menilai tingkat ketangguhan daerah Indonesia terhadap bencana. Keduapuluhtujuh indikator ini
ditunjukan dalam diagram berikut, yang terbagi menjadi 6 indikator sosial, 3 indikator ekonomim, 14 indikator fisik dan 4 indikator manusia.

Tabel 6.6 Komionen Indikator CDRF

Sosial
1 Jumlah objek wisata per km? BPS
2 Jumlah desa yang memiliki badan perwakilan desa BPS
3 Jumlah organisasi umat beragama BPS
4 Banyaknya koperasi per km? BPS
5 | Jumlah rumah ibadah per km? BPS
6 Jumlah kelompok pembinaan umat agama BPS

Ekonomi
7 Persen populasi usia 10 tahun ke atas yang bekerja BPS
8 Jumlah perkembangan industri kerajinan BPS
9 Banyaknya pedagang yang memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) BPS

Fisik
10 | Jumlah pelabuhan dan dermaga laut BPS
11 Jumlah Bandara Dep. Hubud
12 Panjang jalan (km) BPS
13 Panjang jembatan (km) BPS
14 | Jumlah kantor polisi per km? BPS
15 | Jumlah kantor pemerintahan per km? BPS
16 | Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, dan pondok bersalin desa per km? BPS
17 Jumlah kantor pos, bis surat, dan pos keliling per km? BPS
18 | Jumlah sekolah semua tingkat pendidikan per km? BPS
19 | Persentase rumah tangga yang berlangganan listrik BPS
20 | Jumlah sirene BPS
21 | Jumlah resort, wisma, dan penginapan BPS
22 | Jumlah BTS Diskominfo




23 | Jangkauan sinyal radio BPBD
Manusia
24 | Persentase populasi dengan pendidikan SMA ke atas BPS
25 | Rasio dokter terhadap penduduk BPS
26 | Rasio tenaga medis, dan dukun terlatih terhadap penduduk BPS
o7 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja pada jasa kemasyarakatan, sosial, BPS
dan perseorangan.

Sumber: Shabrina dkk, (2017), dimodifikasi dari Mayunga (2009)

Contoh hasil pemodelan yang dilakukan dengn metode CDRF di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017.
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Gambar 6.11 Aplikasi Metode CDRF di Kota Bandung dan Bandung Barat (Puspasari, 2017)



6.2.4 Indeks Ketahanan Sekolah

Indeks Ketahanan Sekolah merupakan metode yang dikembangkan untuk mengetahui dan mengukur ketahanan di lingkup sekolah. Berikut beberapa metode di
antaranya:

a. Indeks Ketahanan Sekolah PPMB ITB

Indeks ketahanan sekolah yang dikembangkan oleh PPMB ITB terhadap penilaian kapasitas sekolah terhadap bencana gempabumi, dengan 5 dimensi yang dinilai, yaitu: 1.
Sumber daya manusia, 2. Kondisi fisik, 3. Kondisi alam dan lingkungan, 4. Kelembagaan, dan 5. Hubungan eskternal. Kelima dimensi tersebut dikaitkan dengan 3
parameter yang masing-masing memiliki S variabel, sehingga keseluruhannya terdapat 75 aspek yang dinilai. Alat penilaian ini telah diujicobakan di 13 sekolah di Kota
Bandung, yang melingkupi SD, SMP, SMA, dan SLB.

b. STEP-A

STEP-A Penilaian Kesiapsiagaan Sekolah terhadap Tsunami dan Gempa Bumi (School Tsunami and Earthquake Preparedness Assessment) dikembangkan oleh LIPI,
UNDP, dan UNESCO dalam melakukan asesmen kesiapan sekolah terhadap bencana. Terdapat 5 parameter, yaitu: 1. Pengetahuan, 2. Kebijakan, 3. Kapasitas mobilisasi
sumber daya. 4. Sistem peringatan dini, dan 5. Kesiapsiagaan dan rencana kedaruratan.

6.3 Indeks Ketangguhan (Resilience Index) JRCP

Resilience Index untuk indikator pencapaian Jawa Barat RCP, akan diterapkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja
JRCP Tahap 1 (2019 - 2023). Indikator dalam indeks ketangguhan ini dikembangkan berdasarkan indeks ketahanan pada metode yang telah dikembangkan sebelumnya,
di antaranya :

e CDRI (6): sosial, lembaga, ekonomi, infrastruktur, modal masyarakat, lingkungan.

PPMB-sekolah (5) sumber daya manusia, kondisi fisik, kondisi alam dan lingkungan, kelembagaan, hubungan eskternal.

BRIC (6) Ketahanan sosial, ekonomi, komunitas, institutional, infrastruktur, lingkungan.

CDRF (4): sosial, ekonomi, fisik, dan manusia.

STEP-A: kebijakan, pengetahuan, kesiapsiagaan dan rencana kedaruratan, sistem peringatan dini, kapasitas mobilisasi sumber daya.

. o & @

Indikator yang dikembangkan untuk indeks ketangguhan dalam Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province adalah Provincial Disaster Resilience Index (PDRI)
yang terdiri dari inti-inti ketangguhan Provinsi Jawa Barat antara lain:

Ketangguhan masyarakat dan komunitas (resilience citizen).

Ketangguhan IPTEK dan kearifan lokal (resilience knowledge and local wisdom).

Ketangguhan kelembagaan dan kebijakan (resilience institutional and policy).

Ketangguhan pendanaan (resilience financing).

Ketangguhan infrastruktur (resilience infrastructure).

Ketangguhan ekologi (ecological resilience).

O On, I e g

Keenam inti ketangguhan Jawa Barat tersebut ditinjau melalui dua hal yakni Pusat Ketangguhan (Resilience Center) dan Indeks Ketangguhan (Resilience Index). Dalam
inti ketangguhan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat tersebut, terdapat total 40 indikator yang menjadi perhitungan dan pertimbangan, baik untuk mensuskseskan
capaian menuju ketangguhan Jawa Barat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing keenam inti ketangguhan tersebut memiliki
indikator capaian keberhasilan Cetak Biru Jawa Barat Resilince Culture Province yang dirumuskan sebagai berikut:



Tabel 6.7 Indikator Capaian Keberhasilan Cetak Biru Jawa Barat Resilience Culture Province

L Ketangguhan Masyarakat dan Masyarakat yang sadar risiko bencana, . Warga dan komunitas yang teredukasi kebencanaan.

1

Komunitas (Resilience Citizen) | memiliki kesiapsiagaan, tangguh danmampu | 2. Persentase desa/kelurahan tanguh bencana.

pulih segera bila terkena bencana. 3. Persentase satuan pendidikan aman bencana.

4, Persentase RS/puskesmas tangguh bencana.

5. Persentase pasar tangguh bencana.

6. Persentase tempat ibadah tangguh bencana.

2. Ketangguhan Ilmu IPTEK kebencanaan yang andal, sekaligus 1. Persentase Resilience Center di kabupaten/kota.

Pengetahuan (IPTEK) dan memadukan kearifan lokal dan nilai sosial 2. Jumlah kajian risikc bencana kabupaten/kota dan desa

Kearifan Lokal (Resilience yang ada di Jawa Barat. (bahaya, kerentanan, kapasitas).

Knowledge And Local Wisdom) Akses informasi dan komunikasi.

Jumlah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal terkait PRB yang

terbukukan.

Jumlah pelaksanaan KKN tematik terkait.

Persentase Perguruan Tinggi tangguh bencana.

Ketersediaan teknologi sistem peringatan dini.

3. Ketangguhan Kelembagaan dan | Kerangka regulasi dan kelembagaan yang Persentase Kabupaten/Kota yang mengadopsi program

Kebijakan (Resilience mumpuni dalam penyelenggaraan resilience culture.

Institutional and Policy) penanggulangan bencana. Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan JRCP ke

dalam dokumen perencanaan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD/dinas PB dan

Forum PRB.

Peraturan tentang pemulihan bencana dan pengembangan

sister city.

Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan.

Peraturan Daerah tentang tata ruang berbasis PRB.

Persentase pendanaan APBN, APBD.

Jumlah dana partisipasi masyarakat.

Jumlah dana swasta/lembaga usaha.

Jumlah dana internasional.

Jumlah sinkronisasi anggaran antar instansi oleh BPBD.

Jumlah aset yang dimiliki asuransi kebencanaan.

5. Ketangguhan Infrastruktur Setiap infrastruktur, sarana dan prasarana Penerapan bangunan tahan gempa bumi (Jumlah bangunan

(Resilience Infrastructure) pembangunan yang tangguh bencana dan yang memiliki IMB dan sertifikat layak fungsi.

sebagai alat mitigasi. Persentase jaringan utilitas tangguh bencana (listrik, air.
telekomunikasi, dll).

3. Persentase jaringan transportasi, stasiun, pelabuhan, dan
bandara tangguh bencana.

4. Sistem informasi dan komunikasi.
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4. Ketangguhan Pendanaan Kemampuan pembiayaan yang tangguh
(Resilience Financing) dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana, untuk menjaga risiko investasi
pembangunan.
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No Aspek Indikator
5. Pergudangan logistik kedaruratan.
6. Persentase kesesuaian terhadap tata ruang.
7. Persentase peningkatan infrastruktur jalur dan tempat
evakuasi.
6. Ketangguhan Ekologi | Daya dukung lingkungan yang baik, mampu 1. Penguatan lereng untuk ancaman tanah longsor.
(Resilience Ecology) mengurangi risiko bencana, dan menjaga 2. Persentase restorasi DAS.
keberlanjutan pembangunan. 3. Jumlah program penanaman pohon (menyesuaikan dengan
ekosistem alam),
4. Jumlah program pengelolaan sampah terpadu.
5.  Akses air bersih di daerah rawan bencana.

Seluruh Indikator diatas akan menghasilkan nilai indeks ketangguhan Jawa Barat yang ditargetkan untuk tahap pertama meningkat menjadi 3 poin pada akhir tahun
2023, dan di akhir tahapan ditetapkan meningkat 5 poin pada akhir tahun 2028 dari rentang penilaian 1 untuk nilai terendah dan 5 untuk nilai tertinggi.



BAB 7
PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN

JAWA BARAT RESILIENCE CULTURE PROVINCE




Dalam rangka mewujudkan Jawa Barat berbudaya tangguh bencana (resilience culture province) hingga 2028 dibagi ke dalam dua tahapan utama, yaitu:

1. Tahap I: 2019-2023

Tahap pertama adalah menuju Jawa Barat Resilience Culture Province, dengan masyarakat sadar risiko bencana dan wilayah yang tangguh bencana. Fokus pada tahap
pertama adalah penyadaran masyarakat, untuk menciptakan budaya yang tangguh terhadap bencana, penguatan tata kelola penanggulangan bencana, serta
memperbaiki ekosistem alam dan infrastruktur yang mendukung terhadap Provinsi Jawa Barat yang tangguh terhadap bencana.

2. Tahap II: 2024-2028

Tahap kedua menguatkan Jawa Barat dengan kultur yang tangguh terhadap bencana, lebih memfokuskan pada penguatan budaya ketangguhan masyarakat dan
harmonisasi budaya tangguh bencana dalam setiap pembangunan di Jawa Barat, melalui penguatan infrastruktur tangguh bencana, pendidikan kebencanaan,
pemantapan mitigasi dan perbaikan lingkungan, serta penguatan pembiayaan dan tata kelola penanggulangan bencana.

7.1 Program dan Kegiatan Tahap I

Tahap I berada pada periode 2019-2023 dengan fokus utama “Menuju Jawa Barat Resilience Culture Province". Indikator capaian untuk akhir tahap ini pada tahun 2023
ini adalah sebagai berikut:

a. Resilience Index :4

b. IRBI :140

Dengan fokus utama pada upaya menguatkan resilience citizen melalui gerakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi terhadap bencana; membangun resilience center,
penguatan manajemen PB, dan memulai pengarusutamaan mitigasi bencana dalam pembangunan; serta meningkatkan lingkungan tangguh, infrastruktur tangguh
bencana; dan memperkuat kajian/riset kebencanaan.

Tabel 7.1 Jumlah Desa dengan Ancaman Bencana Multihazard

Jumlah Wilayah Rawan
Bencana
Desa/Kel

Ancaman

Multihazard®

Tinggi 4.883
Sedang 1.080
*) Ancaman multihazard meliputi ancaman bencana gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, letusan gunung api, dan/atau banjir.

Tabel 7.2 Jumlah Sekolah di Wilayah dengan Ancaman Bencana Multihazard

Ancaman Jumlah § ah di Wilayah
Multihazard® Rawan Bencana

Tinggi 4824
Menengah 13.647
Rendah 11.389
Total 29.960

*) Ancaman multihazard meliputi ancaman bencana gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, letusan gunung api, dan/atau banjir.



7.1.1 Program

Program pada tahap I terbagi ke dalam Program Utama, yaitu program yang aplikatif dan bertujuan langsung meningkatkan kualitas penanggulangan bencana secara
menyeluruh, dan Program Prasyarat, yaitu program-program dasar yang berfungsi sebagai penunjang implementasi Jawa Barat Resilience Culture Province.

a. Program Utama

Program utama terdiri dari program-program sebagai berikut:

Program edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan.

Program desa/kelurahan tangguh bencana.

Program sekolah/satuan pendidikan aman bencana.

Program peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Program pengembangan pusat ketangguhan Jawa Barat (resilience center).

Program penguatan sistem kedaruratan bencana.

Program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

Program penguatan logistik, peralatan, dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Program pemantauan dan evaluasi JRCP.

Program penguatan mitigasi struktural penanggulangan bencana.

Program pemulihan pascabencana.

Program kajian dan analisis risiko bencana Jawa Barat.

Program Perguruan Tinggi untuk Jawa Barat tangguh bencana.

Program inovasi sosial dan teknologi kebencanaan.

Program pengembangan sekolah kebencanaan.

Program peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam bantuan penanggulangan bencana.
Program inovasi pembiayaan penanggulangan bencana.

Program pengembangan ekonomi lingkungan rawan bencana.

Program pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan rawan bencana.
Program pemantauan dan pengendalian risiko bencana industri dan bencana non alam.
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Program Prasyarat

Program prasyarat terdiri dari program-program sebagai berikut:

A. Program penguatan regulasi penanggulangan bencana.

B. Program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.

C. Program kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana.

7.1.2 HKegiatan
Kegiatan pada tahap I berserta perinciannya berupa indikator, lokasi, sasaran, pelaksana, serta pagu indikatif dapat dilihat pada Lampiran 1.



7.2 Program dan Kegiatan Tahap II

Tahap II berada pada periode 2024-2028 dengan fokus utama “Menguatkan Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana (Resilience Culture Province)”. Target pada tahap
II dapat dilihat pada tabel 7.3, sedangkan indikator capaian untuk akhir tahap ini pada tahun 2028 ini adalah sebagai berikut:

a. Resilience Index :5

b. IRBI :120

Tabel 7.3 Target Capaian Jawa Barat Resilience Culture Province Tahap II

L Perencanaan dan pelaksanaan | Selalu Mempertimbangkan Mitigasi Bencana.
pembangunan
Z, Perijinan Pembangunan Selalu Melakukan Analisa Risiko Bencana.
3. Pembiayaan penanggulangan | a. Setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanggulangan
bencana bencana,
b. Tersedia belanja tidak terduga yang memadai, mudah diakses dan
dipertanggungjawabkan.
c. Tersedia dana khusus/bantuan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
untuk kabupaten/kota.
d. Tersedia sistem pembiayaan pemulihan pascabencana yang memadai.
4. Infrastruktur dan bangunan a. Untuk bangunan di daerah rawan gempa sudah menerapkan bangunan
tahan gempa.
b. Infrastruktur penting tangguh terhadap bencana.
S. Sistem informasi dan a. Sudah terpasang memadai dalam sistem jaringan dan komunikasi Jawa
peringatan dini bencana Barat Resilience Center (JRC).
b. Masyarakat cepat, mudah, akurat dalam memperoleh informasi
kebencanaan.
6. Sarana prasarana a. Rambu, papan informasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi, tersedia memadai
penyelamatan bencana dan mudah dijangkau.
b. Persediaan logistik selalu siap.
c. Manajemen distribusi logistik berjalan dengan cepat, tepat, dan cukup.

Dengan fokus utama pada upaya melanjutkan penguatan ketangguhan masyarakat dan komunitas (resilience citizen) melalui gerakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi
terhadap bencana, membangun pusat ketangguhan (resilience center), penguatan manajemen penanggulangan bencana, menjaga pengarusutamaan mitigasi bencana
dalam pembangunan, meningkatkan lingkungan tangguh (resilience ecology), infrastruktur tangguh bencana, mengembangkan kajian/riset kebencanaan, dan mulai
menerapkan pola pembiayaan tangguh untuk membentuk ekonomi tangguh, dan meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang handal.

7.2.1 Program

Program pada tahap II merupakan program utama lanjutan sebagai berikut:
A. Program edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan.

B. Program desa/kelurahan tangguh bencana.

C. Program sekolah/satuan pendidikan aman bencana.



Program peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Program pengembangan pusat ketangguhan Jawa Barat (resilience center).

Program penguatan sistem kedaruratan bencana.

Program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

Program penguatan logistik, peralatan, dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Program pemantauan dan evaluasi JRCP.

Program penguatan mitigasi struktural penanggulangan bencana.

Program pemulihan pascabencana.

Program kajian dan analisis risiko bencana Jawa Barat.

Program Perguruan Tinggi untuk Jawa Barat tangguh bencana.

Program inovasi sosial dan teknologi kebencanaan.

Program pengembangan sekolah kebencanaan.

Program peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam bantuan penanggulangan bencana.
Program inovasi pembiayaan penanggulangan bencana.

Program pengembangan ekonomi lingkungan rawan bencana.

Program pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan rawan bencana.

Program pemantauan dan pengendalian risiko bencana industri dan bencana non alam.

7.2.2 Kegiatan
Kegiatan pada tahap II berserta perinciannya berupa indikator, lokasi, sasaran, pelaksana, serta pagu indikatif dapat dilihat pada Lampiran 2.
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BAB 8
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN




Guna menjamin optimalisasi dalam implementasi JRCP, diperlukan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan (MEP) yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut
bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen JRCP agar sesuai dengan rencana atau target yang telah disusun,
berdasarkan indikator-indikator (IRBI dan Indeks Ketangguhan) yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan dokumen JRCP dilakukan untuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan MEP JRCP bertujuan untuk:

Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan dokumen cetak biru JRCP.

Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan JRCP sedini mungkin.

Pencapaian indikator (IRBI dan RI), standar pelayanan minimum, dan peningkatan kinerja JRCP.

Penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan JRCP yang cepat, tepat, dan akurat secara berkala dan berjenjang.
Penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan JRCP secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

R N

Regulasi utama yang terkait dengan pelaksanaan MEP JRCP 2019-2028 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP Renas Penanggulangan Bencana 2015-2019, MEP JRCP mengacu
pada Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa
aturan teknis lainnya.

Berbagai regulasi yang terkait dengan pelaksanaan MEP JRCP antaralain:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI),dalam Perka BNPB No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Juknis BNPB, Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator)

Indeks ketahanan daerah dilaksanakan oleh provinsi untuk menilai kapasitas daerah dalam melakukan proses penanggulangan Bencana. Penilaian 71 Indikator

kapasitas daerah ini mengaju pada Perka BNPB No 03 Tahun 2012. Dengan peringkat level daerah 1 sampai dengan 5.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub-urusan kebencanaan merupakan urusan pelayanan wajib yang harus di berikan oleh daerah.
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8.1 Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah proses melihat kesesuaian antara pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman penyusunan
perencanaan (UU No. 25/2004). Selain itu, terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.



Secara lebih rinci PP No. 21 tahun 2008 menjabarkan bahwa BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
analisis risiko bencana. Sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata
ruang, dan pemenuhan standar keselamatan. Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh
tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Pemantauan penyelenggaraan JRCP diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus proses penyelenggaraan JRCP. Pemantauan dilakukan secara
berkala dengan jangka waktu tiga bulanan pada seluruh pelaksana program/kegiatan, sehingga diperoleh catatan kemajuan implementasi JRCP secara menyeluruh.
Pemantauan dilaksanakan oleh unsur pentahelix, dengan penekanan utama pemantauan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi, serta dapat melibatkan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Inspektorat sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

8.2 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi hal-hal berikut:
1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana, pengendalian (monitoring)

3. Pelaksanaan rencana, dan

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Evaluasi pelaksanaan dokumen JRCP dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari program dan kegiatan, serta berfungsi untuk memberikan masukan
dan kritik, yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran kebijakan, serta memberi masukan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan
penyusunan rekomendasi. Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana dengan mengacu pada
target yang telah ditentukan di setiap program/kegiatan maupun indikator (IRBI dan Indeks Ketangguhan). Evaluasi dilakukan secara berkala di akhir tahun anggaran
oleh Organisasi Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan dan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi.

8.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan, sebagai bahan pengambilan
keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi, serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik).

MEP untuk JRCP harus dapat berfungsi untuk :

1. Memastikan seluruh pelaksaan kegiatan pembentukan budaya resilieence berjalan sesui waktu yang diharapkan serta dapat berjalan effektif.

2. Memandu effektifitas pelaksanaan kegiatan sehingga pihak mmanajemn dapat menyusun penilaian indikator keberhasilan yang dilakukan sebagai fungsi waktu.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan program.

Hasil MEP untuk JRCP secara berkala dilaporkan kepada Gubernur. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, Gubernur melaporkan capaian kemajuan implementasi JRCP
kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sebagai satu kesatuan capaian
pembangunan Provinsi Jawa Barat.
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LAMPIRAN 1
TABEL PENJABARAN PROGRAM-KEGIATAN JAWA BARAT RESILIENCE CULTURE PROVINCE TAHAP 1 (2019-2023)

A. Program Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Kebencanaan
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Edukasi, Sosialisasi, dan Kotidor dan desa/aparat BPBD Provinsi, BPBD
Simulasi (Edissi) Kabupaten/Kota,
magyerakat di rawan 25 Desa 30 D 35Desa | 35D tet;c:;n Sp:: v :::: :?:: ’: d Pamerinteh Desa, FPRE. | 8PBO 12| 15| 18| 18
bencana sesar il e ll:.lemban " arﬁ :n ;“ perguruan tinggi, relawan, | Provinsi y : g X
(Lembang, Cimandiri, C—t ;g m:;ﬁ m“% | media massa, tokoh
Baribis ) Barbils Giitile tnahia masyarakat/agama
dc::j:::g:“ BPBD Provinsi, BPBD
" Desa/keluraha | desa, tokoh Kabupgten/!(om,
Edissi masyarakat NIt s e S Pemerintah Desa, FPRB, BPBD
daerah rawan tsunami 105 Desa 105 Desa 105 Desa 105 Desa 105 Desa g 4 Perguruan tinggi, relawan, 58 58 58 58 58
selatan Jawa agama, nelayan, ) Provinsi
(Pantai Selatan) media massa, tokoh
Barat pemuda, K
rempuan masyarakat/agama.
syl s OPD/Instansi terkait
g:::;‘,:b::‘::l‘ BPBD Provinsi, BPED
Kabupaten/Kota,
Edissi masyarakat di Ezsla':;;luraha ?:::':::; 2 Hikh Pemerintah Desa, FPRB, BPBD
daerah rawan gunung 3 desa 20 desa 50 desa 50 desa 61 desa y Perguruan tinggi, relawan, 03 2 5 5 6
L gunung api I, agama, nelayan, Provinsi
apl aktif media massa, tokoh
II, dan III pemuda, Kat/
perempuan, g;;;:u a alga:nkn.‘
dunia usaha bl
Gamat. kepala | gpBD Provinsi, BPBD
Desa/keluraha desa tgkoh Kabupaten/Kota,
Edissi masyarakat di n rawan sy 'aukat dan Pemerintah Desa, FPRB, BPBD
daerah rawan gerakan 10 desa 500 desa | 750 desa 800 desa 845 desa bencana 4 Perguruan tinggi, relawan, 04 10 15 16| 165
4 _ | agama, nelayan, Provinsi
tanah tinggi-menengah gertan tinggi ey media massa, tokoh
menengah perem Llan masyarakat/agama,
g OPD/Instansi terkait
Desa/keluraha | Camat, kepala BPBD Provinsi, BPBD
Edissi masyarakat di n rawan desa/aparat desa.| Kabupaten/Kota,
daerah rawan banjir dan bencana banjir | tokoh masyarakat| Pemerintah Desa, FPRB, BPBD
bencana 550 desa 800 desa 1000 desa | 1200 desa | 800 desa dan bencana dan agama, Perguruan tinggi, relawan, Prowial 1 16 20 24 16
hidrometeorologi tinggi- hidrometeorol | nelayan, pemuda, | media massa, tokoh
menengah ogi tinggi~ perempuan, dunia| masyarakat/agama,
menengah usaha OPD/Instansi terkait
: Bupati/wali-kota,
} camat. kepala BPBD Provinsi, BPBD
27 28 29 30 Seluruh :
Sosialisasi gerakan sadar desa, komunitas, | Kabupaten/Kota, FPRB, BPBD
Tl Dt kabupaten | kabupaten | kabupaten | kabupaten | wilayah Jawa S miae sokakl komunitas/peglat Provirisl 04| 04 04 04
/kota /kota /kota /kota Barat
masyarakat/ penanggulangan bencana
agama, media




massa, dunia
usaha, sekolah,
perguruan tinggi
BPBD Provinsi, BPBD
Kabupaten/Kota, FPRB,
Peningkatan sosialisasi 13 14 Seluruh pe,',"mtf:“:;a;a komunitas/pegiat BPBD
T kebencanaan berbasis kabupaten | kabupaten wilayah Jawa ::sia? dan penanggulangan bencana,| Kabupaten/ 03 03
digital dan media sosial /kota /kota Barat internat Diskominfo, Operator Kota
Telekomunikasi dan
Informasi
g o Provinsi, Pemuda/ tokoh BPBD Provinsi, BPBD
8 2::;2“ TQT, faslititar | 400 orang | 450 orang | 500 orang kabupaten/kot | muda Kabupaten/Kota, FPRB, :rpoBJ?n.gl 04 04 04
a, kecamatan masyarakat Perguruan Tingqgi
secla e |
Sosialisasi m : keagamaan, Masyarakat. Kanan’l Kemegnag. ! Pelayanan
9 lt«;g::iagr:::IPRB oleh 200 orang 00 orang | 1900 orang | 2163 orang :re‘z;gla: ibadah, | 0o agama ?rﬁu:isasl kugggnn' g::gemban 02| 04 04 04
keagamaan ot apama, N, gan Sosial
dunia usaha
BPBD Provinsi, BPBD
Penguatan perempuan Desa/keluraha | Organisasi Kabupaten/Kota, FPRB,
10 | sebagai guru siaga 200 orang | 1700 orang | 1900 orang | 2163 orang | ndiJawa perempuan/ibu relawan, DP3AKB, DP3AKB 02 04 04 04
bencana di rumah Barat rumah tangga perguruan tingi, NGO,
dunia usaha
Sub-Total 175 | 365 | 492 | 542 | 473
B. Program Desa Kelurahan Tangguh Bencana
Desa/ kelurahan,
masyarakat, BPBD Provinsi, BPBD
Pembentukan Dear e tokoyh masyarakat| Kabupaten/Kota, 8pap
1 Desa/Kelurahan 400 desa 400 desa 400 desa 400 desa 400 desa bencana tinggi dan agama fealltator dauana Kabupaten/ 04 04 04 04 04
Tangguh Bencana didawaBarat | o iawan,karang | FPRB,NGO.dunia usaha | "%
taruna
Pemetaan risiko BPBD Kabupaten/Kota,
bencana, Penentuan Desa/keluraha Desa/ kblurahan fasilitator destana, BPBD
2 jalur dan tempat 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa n tangguh tahaeih baicana kepala desa/lurah, pokja | Kabupaten/ 2 2 2 2
evakuasi berbasis bencana 99 destana, perguruan Kota
masyarakat tinggi, NGO, dunia usaha
Pembuatan dan Titik van
pemasangan papan Desa/keluraha dine ;'Lkagtl {Kantor| BPBD Kabupaten/Kota, BPBD
3 informasi bencana, 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa n tangguh dnan 7 listimalinrs fasilitator destana, pokja | Kabupaten/ 1 1 1 1
rambu dan jalur evakuasi bencana sekotah, deb.) ‘| destana Kota
tingkat desa | 3
Pemerintah
desa/ kelurahan,
Latihan Simulasi Desa rawan Polsek, g:aaﬁ:g;ﬁ::::"o“' BPBD
4 Kebencanaan Tingkat 400 desa 400 desa 400 desa 400 desa 400 desa bencana tinggl | Danramil, Saskitator destana' Kabupaten/ 04 04 04 04 04
Desa di Jawa Barat Babinsa, relawan, pokj des‘una Kota
Babinkamtibmas o
,linmas/ hansip,




masyarakat,
pemuda, relawan
Desa/ Pem Desa/ BNPB, BPBD Provinsi, BPED
Penyusunan Rencana kelurahan Kelurahan, BPBD Kabupaten/Kota,
Aksi Desa 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa tangguh RT/RW, obyek Inetarisi terialt ﬁ:i::plten/ 30 30 30 30
bencana terdampak desa/kelurahan
Desa/ Calon fasilitator,
masyarakat BNPB, BPBD Provinsi,
Rintals Fonltitatar 500 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang helurahan desa/ kelurahan | BPBD Kabupaten/Kota, BPBI? 03 03 03 03
Destana tangguh t i Provinsi
Eatiaana angqu FPRB
bencana
Desa/ Masyarakat
BNPB, BPBD Provinsi,
Gerakan Mitigasi kelurahan desa/ kelurahan L BPBD
Benicana Desaku 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa tangguh tangguh ESSBD Kabupaten/Kota, Provinel 03] 03 03 0.3
bencana bencana
MEP dan Lomba Destana ; E:l:larihan BNPB, BPED Pravinsl, BPBD
(Destana Award) 320 desa 680 desa 500 desa 500 desa tangguh Kinerja Destana ?'I:‘gg Kabupaten/Kota, Broviriel 3.2 68 5 S
bencana
Sub-Tot_a_l_ 08 376 412 394 394
Program Sekolah/Satuan Pendidikan Aman Bencana
Penetapan
Pembentukan Bandung, 3:;:: o Dinas Pendidikan, BPBD, Din.
Sekretariat SPAB Terbentuk i Provinsi Jawa Te rbeﬁtuk Kemenag, FPRB, NGO, Penat;l dikan 04
Provinsi Jawa Barat Barat Struktur perguruan tinggi
Organisasi
Operasional Sekber Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- g::::::?dawa ﬁ::;z:us:kber. Dinas Pendidikan, BPBD, | Sekber 04 0.4 0.4 04
SPAB Jawa Barat. | gara gara gara gara Barat program kerja Sekber SPAB Provinsi SPAB
Sosialisasi program 1000 1100 1250 147 Sekolah rawan :“’:'lf ‘ﬁ'gizh' Dinas Pendidikan, BPBD, | Sekber g ERE i TR
SPAB sekolah sekolah sekolah sekolah bencana tinggi g::"u . x Sekber SPAB Provinsi SPAB : ; ; j
Kepala Sekolah,
Latihan simulasi Guru, Siswa, BPBD
I B A - T b SRR oLl R | ©| 0 »
bencana tingkat sekolah 99" | sekolah, Kota
Orangtua
m‘:::::zg:zﬁ:;tnm Terseleng- Terseleng- Sekolah rawan | SekolahdiJawa | Dinas Pendidikan, BPBD, | Sekber 05 05
Sektor Pendidikan gara gara bencana tinggi | Barat Sekber SPAB Provinsi SPAB ! !
Pengembangan KCD dan Y !
kurikulum kebencanan di | Konsep Draft Legal sekolah rawan 2::::“ e g;l::fg;ig‘:’;::;?o' gie':'::l dikan 0l 05 0l
sekolah bencana tinggi
Penyiapan integrasi Terseleng-
kurikulum pendidikan Terinteg- Terinteg- Dinas Pendidikan, BPBD, | Dinas
kebencanaan dalam g:::li‘;yaa" rasi rasi el ANty SRR Sekber SPAB Pendidikan 0.3 03 L
mata pelajaran eksisting P P




KCD dan
Penyediaan Sistem Sekolah yang Dinas Pendidikan, BPBD, BPBD
8 Peringatan Dini, Satuan 1000 1100 1250 1474 memiliki Sekolah di Jawa | komite sekolah, FPRB Kabusatn/ 2 2 s 2
Siaga Bencana, dan SOP sekolah sekolah sekolah sekolah tingkat Barat Jawa Barat, dan korps K:‘:pa
PB di Sekolah kerawanan relawan Jawa Barat
bencana tinggi
S/ | Gras
" 1000 1100 1250 1474 Pendidikan, Dinas Pendidikan, BPBD, | Sekber
%L P - Sekolah | Sekolah | Sekolah | sekolah | Hndkat BPBD, FPRB FPRB, Sekber SPAB SPAB WAL B S LR
il doelnody Jawa Barat
bencana tinggi
Retrofit//Penguatan ¢ Sekolah yang .
10 bangunan dan sarana 250 250 250 250 ::::::h ::'n struktur g::‘:rzfr:d:r;:'uz‘:gf' Dinas B 3 3 3
prasarana mitigasi sekolah sekolah sekolah sekolah e tsu?\arnllu bangunan NG?) ! * | Pendidikan
bencana di Sekolah rentan
MEP Program SPAB i e
h i 1000 1000 1250 1474 Sekolah di Sekolah di Jawa | Dinas Pendidikan, BPBD, | BPBD
u w::lﬁ;:;nn Bohool sekolah sekolah sekolah sekolah Jawa Barat Barat Sekber SPAB Provinsi Provinsi 04 04 04 oA
(3 1 100 250 500 1474 Sekolah di Sekolah di Jawa | Dinas Pendidikan, BPBD, | Sekber
12 | SPAB Award (sekolah) sekolah sekolah sekolah sekolah Jawa Barat Barat Sekber SPAB Provinsi SPAB 0l 02 05 y
Pengembangan media
pembelajaran mitigasi o "
ekolah di Sekolah di Jawa | Dinas Pendidikan, BPBD, | Dinas
13 | bencana di sekolah Tersedia Tersedia Tersedia \ v 10 10 10
secara digital dan Jawa Barat Barat dan FPRB Jawa Barat Pendidikan
interaktif
Pembentukan dan Barnbens r:rﬁfﬂ:. yeng Dinas Pendidikan, BPBD,
A, f SIS e S Sosialiasi | tukan dan tingkat Pelajar Morsite welah, FPRE | 8PED 02| 03
aga Bencana pelatihan harsadn Jawa Barat, dan korps Provinsi
(perwakilan sekolah) bencana tinggi relawan Jawa Barat
Pembentukan Sekber Pegiat edukasi " Sekber
15 | SPAB tingkat ? i 4 9 L(:bupaten/l(o kebencanaan g::‘af;gﬂg";a;'v?n':?a' SPAB 09| 09 09 |
kabupaten/kota kabupaten/ kota Provinsi
iyt Kabupaten/Ko gg‘;s pseer;«tli::ed:k *"| Dinas Pendidikan, 8PBD. g;‘l;baer
16 | SPAB tingkat Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana i SPAB Kabupaten/| Sekber SPAB Habsaten/ 015 [ 015 | 015 | 015
Kabupaten/kota K P Kabupaten/Kota. P
ota Kota
Sub-Total 05 39| 386 39| 281
D. Program Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
Pelatihan aparat dan i s
relawan/komunitas PB Kota/Kabupat | Aparat/relawan . BPBD
1 tingkat kota/kabupaten, 200 orang 5:0 :_gs mr‘u en rawan penanggulangan E:BE’F‘:::::'S" ThRE, Kabupaten/ 05 1 15 2
kecamatan, "9 9 i bencana tinggi | bencana da Kota
desa/keluarahan
Tokoh
Peningkatan Kapasitas Kelurahan/ masyarakat/aga i BPBD
2 PRB bagi pemuka 200 orang | 1250 orang | 1400 orang | 1833 orang | Desa rawan ma, ormas, E:BZ';'::::;"'N Fee; Kabupaten/ 04 1 12 L5
masyarakat bencana tinggi | yayasan/ e Kota
komunitas




Sertifikasi Kompetensi Kelurahan/Des
3 PB bagi aparat dan 50 orang 100 orang | 2000rang | 276 orang | arawan ;garatf Ioawan BNPB, BPBD, Akademisi g:'BD " 0l 0.2 04 06
relawan PB bencana tinggi b
Pengembangan wawasan
4 dan kecakapan bagi 50 oran 1200 1200 1200 1200 Kabupaten/Ko | Aparat/relawan | BPBD, akademisi, FPRB, BPBD 01 1 1 1 1
;ppa:; (kantp‘o; siaga) 9 orang orang orang orang ta PB korps relawan Provinsi i
an relawan
BPBD, TNI, POLRI, Korps
Geladi bersama Korps Wilayah rawan | Korps relawan f
5 Ralavanr Jivis Baret 400 orang | 500 orang | 600 orang | 700 orang Betonra Jdwd HaTat Kantor SAR, instansi relawan 05| 0S5 05 05
terkait Jawa Barat
Rakor FPRB se- Jawa | Kabupaten/Ko FPRB, akademisi, media
6 Barat 1x 2x 2x 2x iy Perwakilan FPRB massa. BPBD FPRB 02 04 04 04
Seleksi Duta PRB Jawa Terselengg | Terseleng | Terseleng | Terseleng | Kabupaten/Ko FPRB, Forum Perguruan | BPBD
7 Barat ara gara gara gara ta Calon Duta PRB Tinggi PRB, BPBD Provinsi 03 03 03 03
Pelatihan/Bintek PB Kabupaten/Ko FPRB, Forum PT PRB, BPBD
8 untuk Duta PRB Jabar 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang o Duta PRB BPBD Provinsi 03 03 03 03
Penugasan Duta PRB Kabupaten/Ko BPBD
9 Javia Barat 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang ih Duta PRB FPRB, BPBD Provinsi 09 09 09 09
Pembentukan dan I 1 ;
10 | Penguatan FPRB 12 5 5 5 ;(abupatenll{o Kabupaten/Kota FPRE Provi;\su‘ 8pap ER8D. 24 1 1 1
Kabupaten/Kota a Kabupaten/Kota Provinsi
Pembentukan dan ' Korps
11 | Penguatan korps ::‘:nbemu Penguatan | Penguatan | Penguatan | Penguatan :Velrl::);a:‘rawan g:r;:::"n BPBD., Korps relawan relawan 05 05 05 05 05
relawan Kabupaten/Kota Jawa Barat
Sub-Total 5| s7f 1 8 8
E. Program Peningkatan Keslapsiagaan
Kota/
Pemangku BPBD, akademisi, FPRB,
Penyusunan Renkon dan Kabupaten
Sesar Sesar Sesar kepentingan FKPD, dunia usaha, BPBD
4 g::::l:: :\T‘ Lembang Cimandiri Baribis S | - :::':n'; - terdampak media massa, instansi Provinsi 05 O 05 05 05
empa bumi terkait
gempa bumi 9
ROWw Pemangku BPBD, akademisi, FPRB
Penyusunan renkon dan Kabupaten K ﬂg FKPD' g h 4 BPBD
2 RTD bencana tsunami Tersusun rawan kapiit vl L endnshuenin 05
Pantal Selatan Sranonit ;:;ﬁ:::fak ;ne:kdlalt massa, instansi Provinsi
tsunami
Rat/ Pemangk BPBD, akademisi, FPRB
Penyusunan renkon dan Kabupaten kemanlg o FKPD‘; b a'_;a k
3 RTD bencana gunung Tersusun rawan erdcnt nq;n SR RPBD 05
apl SeFinsain terdampal media massa, instansi Provinsi
gunung api gunung api terkait
Penyusunan sistem 4 "
informasi Renkon dan Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun BPBO Provins, B, akadamial. FPRE,
i (Gunung Kabupaten/Ko | BPBD FKPD, Diskominfo, dunia | BPBD
4 RTD ancaman (Gempa (Gempa- (Gempa- * 4 1 1 1 1
Sl g bumi) api dan bumi) bumi) ta Kabupaten/Kota | usaha. media massa, Provinsi
g'n P:nun .a idij B tsunami) . instansi terkait | instansi terkait
5 Gladi Bersama/TTX | Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- | Kota/ BPBD Provinsi, BPBD, akademisi, FPRB, BPBD 1 1 1 1
Kesiapsiagaan wilayah | gara ara | gara gara Kabupaten BPBD korps relawan, FKPD, Provinsi




rawan bencana
tinggi di wilayah
perbatasan
(Cirebon,
Kuningan,
Ciamis, Kota
Banjar,
Pangandaran,
Sukabumi,
Bogor, Bekasl)

Kabupaten/Kota
. instansi terkait

Diskominfo, dunia usaha,

media massa, instansi
terkait

Provinsi, Simulasi kesiapan
& Peringatan HKB (Hari 1200 1juta 2juta 3 juta 4 juta kabupaten/ kota, | manajemen dan BPBD 1 2 2 3 i
Kesiapsiagaan Bencana) | orang orang orang orang orang sekolah, kantor, | pegawai/karyawan, Provinsi
hotel. industri warga sekolah
Kabupaten/Ko
ta dan & posko
utama (BPBD alid BPBD
Posiio dariApel Siaga Erovins; Area/jalur mudik :apl:.? :::;T:;‘t:pgfhub LXS S Cu
7 Bencana dan Mudik Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Cikopo, iyl iy DlnaspPU SatpollPP ' | BPBD 05 05 05 05 05
Lebaran Nagreg, Cipali, Dinsas : : Kabupaten/
Pantura, Kota
Cirebon,
Puncak)
Pemasangan Sistem Daerah rawan | D®52¥ang BPBD Provinsi, BPBD BPBD
Peringatan Dini Bencana sering terjadi Kabupaten/Kota,
8 Gerakan tanah/Longsor IR0 Heas | 050K e <2000 e L‘:;T?':obre?:a o~ bencana longsor | perguruan tinggi, dunia ::I::paten/ o » 5
dan banjir 9 | dan banjir usaha, lembaga sosial
Desa pesisir BPBD
Pembentukan sistem Desa di Pantai | (Pangandaran, gg;g‘::b?jo ':::‘:E:;a Provinsi dan
9 peringatan dini tsunami 35 desa 35 desa 35 desa Selatan Jawa Sukabumi, Garut, - i i BPBD 2 2 2
di desa pesisir Barat Tasikmalaya, PRIGURLAN tgel, d ke Kabupaten/
1 usaha, lembaga sosial
Cianjur) Kota
Pemasangan rambu, zecamatan Kawasan wisata, SUIER Sherag. Irec) BPBP
aniin inforwmas!, dan an desa pemukiman Provinsi, BPBD Provinsi dan
10| BF : 100alat | 1550alat | 2500alat | 3500alat | 4500alat | rawan : Kabupaten/Kota, BPBD 1| 85| 25| 35| 45
jalur evakuasi ancaman b pusat aktivitas
Hania ik desiadl encana publik perguruan tinggi, dt_mia Kabupaten/
geoclog geologi usaha, lembaga sosial Kota
Penguatan Desa wisata, af:u"'“f;t’xu BPBD Provinsi, BPBD BPBD
11 | kesiapsiagaan sektor 100 unit 200 unit 300 unit | obyek/kawasa Wiaath. P Kabupaten/Kota, Kabupaten/ 04 04 0.4
wisata (Hotel & Kawis) n wisata masyarakat Disparbud, ASITA, PHRI | Kota
Penyusunan renkon dan f:?:f::e:i‘;mn Pemangku
RTD Bencana ] h 99 kepentingan di BPBD Kabupaten/Kota, BPBD
12 | Hydrometeorologi( 27 E:nenga Kabupaten/Kota | Dunia Usaha, FPRB, Kabupaten/ 04
: - ncana
banijir longsor, putting R , Forpimda, Relawan, Akademisi Kota
beliung, rob ) Pty Relawan
9. orologi
Pembuatan dan s Pemangku BPBD Kabupaten/Kota. BPBD
13 | pembaharuan Profil 27 Provinsi kepentingan di Dunia Usaha, Provinsi 02
Kesiapsiagaan Provinsi, Kabupaten/Kota | instasi/OPD, TNI, POLRI,




Kabupaten/Kota SAR
Instansi
Provinsi Kantor 4
Pengembangan kantor : pemerintah/OPD, BPBD
14 tangguh bencana 100 kantor | 100 kantor | 100 kantor | 100 kantor ;(aabupatenIKo ;:r::trainuh dan Kabupaten/Kota, Desa, Provita 05| 05 05 05
dunia usaha
Rumah Sakit Dinas
Pengembangan rumah " 4 - Rumah Sakit, BPBD,
15 sakit tangguh bencana 37 unit 40 unit 45 unit 42 unit ;aev:::m s Rumah Sakit Dis HKesabiktan ggs;gatan. 05| 05 0s 05
Pengembangan Puskesmas ) Dinas
16 | puskesmas tangguh 30 unit 35 unit 35 unit 44 unit rawan Puskesmas g;mar;(Snk:. :‘PBD, Kesehatan, 05] 05 05 05
bencana bencana tinggi e BPBD
PD Pasar. Dinas
. BPBD
Pengembangan pasar Pasar rawan Perindustrian dan
17 tangguh bencana 150 pasar 200 pasar | 250 pasar | 322 pasar bencana tinggi Pasar Perdagangan, BPBD '!::?:patenl 05 05 05 05
Habupaten/Kota, FPRB
Sub-Total 4| 225| 854 | 954 106
F. Program Pengembangan Jabar Resilience Center
Penyiapan desain dan
1 struktur Jabar 3 unit 5 unit 10 unit 1 unit Bandung/ Pusdalops BRAD Provinel, BPAD BRAD 03 05 1 01
Resillence Canter BPBD Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi
Pengembangan dan Bandung/
integrasi sistem ’ BPBD Provinsi, BPBD Provinsi, BPBD BPBD
2 operasional Jabar Utz e M Tevdadia Terdidu Teraail Kabupaten/Ko e Kabupaten/Kota Provinsi 1 L 1 1
Resilience Center ta
Sistem
e Mot |, | i,
3 angan Jabar Resilience 3 uni it i i . Pusdalops, ey P ] BPBD
Conter &l Proving dan unit 5 uni 10 unit 1 unit Center di TES/Kantor usaha, F RB, relawan, Provingl 15 25 50 5
Habuinatens Kata Provinsi dan desh/hasametan akademisi, instansi
P " Kabupaten/Ko terkait
ta
jsa?i:}eg':n Jibsar Lokasi Jabar
Resilience
2 ;‘:;’em‘;’::::;';bar Terpelihar | Terpelihar | Terpelihar | ReStience Center di BPBD/ &:Ei:::}';‘gjpm 8PED % ;
Resilience Center e dhS AL [ Ny Provinsi dan ?g;?::ﬂ:'r Desa/Kecamatan Provirel
tK:bupaten/Ko Desa/camat
Daerah rawan
bencana dan
Bk s " F:;I;o E:Inggi It.:k“i nincaman
embangunan/Pengemi . Bandung unami, e
5 angan Jabar Resilience & Gl Barat, Kab. gempabumi, gpg D p{":}?("'j%ao, BPBD 30
Center di Daerah Rawan = Bandung. Kab. | gunung api, rob, aahuf it L e Provinsi
Bencana Cianjur, Kab. banijir, dan bt
Sukabumi, gerakan tanah
Kab. Kuningan,
Kab. Subang)




Sistem Jabar Operator Jabar J
6 S:E::h;:szpkﬂ:;‘gen ar 56 orang 56 orang 56 orang Resilience Resilience :ps D P:o:}lsl.tiipan ngD ; 0.2 0.2 02
Center berada | Center e sreilvhin i
Pusdalops
Peningkatan kapasitas Kabupaten/Ko BPBD
7 PUSDALOPS PB 27 27 27 27 ta, Privinsi K;Tt::tfi:ilenikota BPBD, Pusdalops Provinsi 015 | 015 ] 015 015
i BPBD Provinsi
Penyiapan desain DLC Terseleng Terselengg . e A BPBD
8 . Provinsi BPBD Provinsi perguruan tinggi, dunia ki 0.2 02
BPBD Provinsi Jabar gara ara usaha, lembaga bantuan Provinsi
BPBD Provinsi,
9 ;;’é‘g‘;&‘f::; S:Ear Terbangun | Terbangun Provinsi BPBD Provinsi perquruan tingqi. dunia groaw.nn o 1 1
usaha, lembaga bantuan
BPBD Provinsi, BPBD BPBD
Penyiapan desain DLC di Kabupaten/Ko | BPBD Kabupaten/Kota,
10 Kabupaten/Kota AP ta Kabupaten/Kota | perguruan tinggi, dunia i:l::paten/ o
usaha, lembagabantuan | "~
i BPBD Provinsi, BPBD
1 z:rb'nubara:::(: gl“c d 27 27 27 gabupntenf!(o :::3““ /Kota | PeTguruan tinggi, dunia Kabupaten/ 27 27 27
i usaha. lembaga bantuan | Kota
4 Provinsi, BPBD Provinsi, V
12 g:'“f{?:m‘_";:glc Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Kabupaten/Ko | BPBD SPED p:“j,”:'ﬁ“” BPBD 02| 02| o2
sk ta Kabupaten/Kota | "aPupaten/iio
Integrasi Jabar ; ey s
A ! 4] . BPBD Provinsi, | BPBD Provinsi, BPBD Provinsi, BPBD
13 glesrllence CEALAE pada i Terinbagy Terinteg Kabupaten/Ko | BPBD Kabupaten/Kota, dunia 8PeD 0.2 0.2
saster Learning rasi rasi & Kab K ha. Larmb p Provinsi
Caritat a abupaten/Kota | usaha, lembaga donor
. FPRB. desa, destana,
Pengembangan lumbung :::1?::;;:: 4 2:::%3 o BPED Kebupaten/Kota, BPED
14 11 unit 11 unit 11 unit BPBD Provinsi, Dinsos, Kabupaten/ 165 | 165 | 165
logistik desa simpul Center, Desa, d0its tikha Tehbada Kota
kewilayahan TES 3 9
bantuan
Sub-Total 155 | 279 | L4 | 363 | 314
G. Program Penguatan Sistem Kedaruratan Bencana
BPBD, Dinas Sosial,
i Dinkes, Disperkim
Penguatan TRC Provinsi ; Provinsi Jawa TRC, Pravinsi, BPBD
1 28 tim 28 tim 28 tim 28 tim DBMPR, DSDA, Dinas 4 28| 18 28 28
dan Habupaten/Kota Barat Kabupaten/Kota Pendidikan, BKD, Provinsi
Instansi terkait
2 S::::‘i i'::‘m Kamande Terselengg | Terseleng | Terseleng | Terseleng mnﬂén /Ko Provinsi , Semua instansi terkait BPBD 02 02 02 0.2
K edan.?ratan Saniita ara gara gara gara sy P Kabupaten/Kota | PB Provinsi : : ; 3
Pelatihan dan Pravingt
pembinaan Petugas Kaji . BPBD, Disperkim, BNPB, | BPBD
3 Cepat Kondisi 1800 orang | 2000 orang | 2163 orang tK:bupaten/Ko Aparat, relawan Pai. Hessiatan Provinsi 03 03 03
Kedaruratan
Pengembangan Sistem Tersedianya| Tersedianya| Tersedianya| Tersedianya Provirdl Pegiat RAPI, Orari, Potsar,
4 | Komunikasi dan Energi sistem sistem sistem sistem Ka‘;’m :t'en o kugumk“l BMKG, BPBD, BPBD os| osl es| o3
Kedaruratan yang komunikasi | komunikasi | komunikasi | komunikasi P " 8PBD : Diskominfo, operator Provinsi " ' ¥ .
handal kedaruratan| kedaruratan| kedaruratan| kedaruratan| telepon




Penetapan lokasi ¥ BPBD
Tersedianya Tersedianya
tambahan sementara Kabupaten/Ko | Kabupaten/Kota BPBD
gudang logistik i;:::;apan lp:‘;estlapan i L hecamAtT, BPBD, kecamatan, desa Provinel 0.2 02
kedaruratan s desa .
Sub-Total 35 36 38 36
Program Penguatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dan Kearifan Lokal
BPBD, relawan,
Pengembangan SPDM Wilayah rawan | BPBD, relawan, ; BPBD
untuk banjir dan rob 500 desa 500 desa 500 desx 542desa banjir danrob | masyarakat Eksag:m;:::nasyaraku, Provinsi 4 2 2 2
Pengembangan SPDM
BPBD, relawan,
untuk gempa dan Wilayah rawan | BPBD, relawan, e " BPBD
tsunami/gelombang S - S5 dens tsunami masyarakat akademtsl.nmuyarakat. Provinsi 2 2
shan BMHKG, DSDA, desa
Pengembangan SPDM Wilayah rawan BPBD, relawan,
untuk erupsi gunung 50 desa 60 desa 74 desa erupsi gunung :12303'::;:;““' akademisi, masyarakat. BPBlzm 1 1 1
api api 4 PVMBG, desa =
Pengembangan SPDM Wilayah rawan BPBD, relawan,
untuk gerakan 500 desa 500 desa 550 desa 595 desa gerakan tanah Eﬂ‘:‘:oa’:::: \:an' akademisi. masyarakat, g:,a? ' 2 2 2 2
tanah/longsor tinggi Y PVMBG, desa ki
BPBD, relawan,
Pengembangan SPDB 16 desa Wilayah rawan | BPBD, relawan, akademisi, perhutani, BPBD 05
Karhutla karhutla masyarakat BKSDA, masyarakat, Provinsi s
DSDA, desa
Pengembangan SPDM Wilayah sekutar BPBD, relawan,
Sekitar tgz‘dm tz:ldarl fg:ld”i lokasi/daerah ‘:1220;::&:?'"' akademisi, masyarakat, BPBD 2 2 25
Lokasi/Daerah/Kawasan K K kawasan g desa, Disperindag, dunia | Provinsi )
Trekintrl awasan awasan kawasan industy industri usaha
Pengembangan radio BPBD, relawan, .
komunikasi masyarakat iproedime gl masyarakat, RORE, D, ARL BPBD
i 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa n tangguh d ; ORARI, Potsar, BMKG, 15 15 15 15
untuk peringatan dini s pegiat radio masvarakat. DBDA. dé Provinsi
bencana komunikasi ¥ 4 g
Sub-Total 85 u 85 8
Program Peng Logistik, Peral sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
f BPBD
fﬁ“igs:i"::nm:‘:’““ Provinsidan | BPBD Provinsi. | BPBD Privinsi. BPBD Provinsi, dan
©g 9 27 27 27 Kabupaten/Ko | dan BPBD Kabupaten/Kota, dunia BPBD ar 27 27
tingkat Kota/Kabupaten % Hablnates/ ket e K tans
dan Regional o, o K:l::pa i3
Pengembangan Sistem BPBD
Informasi Kebutuhan Provinsi dan BPBD Provinsi, BPBD Privinsi, BPBD Provinsi, dan
Logistik saat 27 27 27 Kabupaten/Ko | dan BPBD Kabupaten/Kota, dunia BPBD 27 &7 27
Kedaruratan dan pasca ta Kabupaten/Kota | usaha. akademisi Kabupaten/
bencana Kota
Kemitraan penyediaan R e i BPBD
Stock dan distribusi | Tersedianya| Tersedianya| Tersedianya| Tersedianya s:?m:;:::?l(o gfr?g;gonvmsl. SPI:? m\:?;tzngnla Provinsi, dan . 2 1 s
logistik dengan Dunia MoU MoU MoU MoU 2 i e BPBD
Usaha ta Kabupaten/Kota | usaha.lembaga sosial Kabupaten/




Hota
BPBD
E‘im;';‘l";:':j::::;'é » Provinsidan | BPBD Provinsi, | BPBD Privinsi, BPBD Provinsi, dan
i Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi Kabupaten/Ko | dan BPBD Kabupaten/Kota, dunia BPBD # " %
BFE0 Provinal dan ta Kabupaten/Kota | usaha Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota
Tersusun " BPBD
SOP Pengerahan Terlaksana i BPBD Provinsi, BPBD
Sarpras dan Peralatan di27 Pheiprn Provinsi dan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, korps Provinsi, dan
Kota/Kab Kabupaten/Ko | dan BPBD BPBD 03 03
Saat Kedaruratan lintas terhadap relawan/FPRB,
instansi dan SOP - HADUpRtah/ Kot akademisi Hatupatn/
i Provinsi i Kota
Terseleng- | Terselengg-| Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- BPBD
Operasional dan garadi27 | aradi27 garadi2?7 | garadi27 | garadi27 Provinsi dan BPBD Provinsi, BPBD Privinsi. BPED Provinsi, dan
Pemeliharaan Sarpras Kota/Kab Kota/Kab Kota/Kab Kota/Kab Kota/Kab Kabupaten/Ko | dan BPBD Habcimetan ch;ta BPBD 54 54 54 54 54
dan peralatan PB dan dan dan dan dan ta Kabupaten/Kota g Kabupaten/
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Kota
Sub-Total 54 1.1 | 108 11 54
Program P t 1 dan Evaluasi JRCP
; Indeks
Pengembangan indikator ) BPBD Provinsi, BPBD BPBD X
JRCP Tersedia | Tersedia Bandung f;;‘xl"’"“ dan | yabupaten/Kota Provinsi ol
Monitoring dan evaluasi .
Kabupaten/Ko | Program dan BPBD Provinsi, BPBD BPBD
I;gél:(;tor dan program Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana ta Jawa Barat | Kegiatan JRCP Kabupaten/Kota Provinsl 02 02 02 0.2
Sub-Taotal 0 03 0.2 02 0.2
Program Penguatan Mitigasi Struktural PB
Tersedianya
baseline 10%
Pembangunan/ Bangunan 2
Pemantapan bangunan crnmill] Bt sl £ playahrawan | Banguran = | pspa.BBWS, BPED DSDA 1| 0| s
engendali banjir WANIE | Seh diperbaiki o it
P pengendali | diperbaiki
banjir
Tersedianya 10% 15% DSDA, DBMPR, Dinas
Penguatan tebing / baselin penguat penguat Wilayah rawan | Tebing tanpa SREARATT, Diqas DSDA,
kebutuhan . Perkebunan, Dinas 1 10 15
lereng rawan longsor e tebing tebing longsor penguatan Pruisaian die DBMPR
9 terbangun | terbangun i
penguat Permukiman, BPBD
Pengembangan Tersedianya :g: jatan ‘115;:]‘ i Bangunan
infratruktur jalan dan baseline Wilayah rawan DBMPR, DSDA, BPBD, DBMPR,
jembatan | jembatan infrastruktur i 1 20 30
jemba.ta!'l sebagai jalur kebutuhan termantap- | termantap- bencana Pl opinil Dishub Dishub
evakuasi jalan Lans hans
Tersedianya| 10% 15%
Pengembangan bangunan) baseline bangunan | bangunan Dishub perumahan dan
publik/infrastruktur tahan kondisi publik publik wiayahrawan | Bangunan | permukiman, BPED. DBMPR 1] s0] ™
gempa eksisting infrastruk- | infrastruk- | 9°™P Ll Dishub
bangunan | tur kritis tur kritis ity




publik/ tahan tahan
infrstruktur| gempa gempa
i 10% 15%
;:;eidnn:nya bangunan | bangunan
Pengembangan bangunan kondisi publi il Dinas Perumahan dan Dines
. infrastruk- | infrastruk- | Wilayah rawan | Bangunan 5 : Perumahan
publik/infrastruktur eksisting t p Permukiman, Diskanla 1 50 s
; ur dapat tur dapat tsunami rentan tsunami dan
tahan tsunami bangunan i DSDA, BPBD
publik/ digunakan | digunakan Permukiman
! sebagai sebagal
infrstruktur TES TES
Tersedianya| 10% 15%
Dinas
perbian bangunn Do | B | v | wagnnen | Seghewn | DO | peresren i
A rawen ban) | terdampak | sudah sudah o rutin BPBD wid Liiriads
banjir diperbaiki | diperbaiki Permuki
Sub-Total 0 0 4] 1720 | 288
. Program Pemullhan Pasca Bencana
Penyiapan continuity Tersediadi | Tersediadi | Tersedia di Wilayah Jawa Saltor
plan untuk sektor usaha 15% 15% 20% Barat risiko caa e blarii Lembaga usaha, BPBD, 8PBD 2 2 B
dan wilayah akibat wilayah wilayah wilayah tinggi wilaval renta.n sektor terkalt, akademisi
bencana industri industri Industri menengah Y
Fisik bangunan BPBD. Dinas Perumahan
PR S 104 orang | 150 orang | 200 orang | 250 orang e o dan manusia dan Permukiman, sektor | BPBD 02| 03 04 05
( DALA dan HRNA ) terdampak terdampak terkait, relawan
Assesment ekonomi
A Wilayah Aspek tangible BPBD, akademisi,
g:lg‘lé::gan dampak Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana terdampak dan non tangible | perguruan tinggi BPBD 05 05 05
Pemulihan sarana
; Terbangun | Terbangun | Terbangun | Terbangun | Terbangun Horban ‘
Do IPASTUKIUT: | kemball | kembali | kembali | kemball | kembali | Yayah terdampak s e ol £ S so| so| so| so| so
o e P 20% 20% 20% 20% 20% P bencana e P
Pemerintah
Terlaksana- | Terlaksana-| Terlaksana-| Terlaksana-| Terlaksana- Kabupaten/Kota, desa,
p nya relokasi| nya relokasi| nya relokasi| nya relokasi| nya relokasi| ... BPBD, Disperkim, Pemerintah
f:‘_‘;’:;"::x::f::" dan dan dan dan dan Y iy DBMPR, Pertanahan, Kabupaten’ | 40| 45| 45| so| so
P pembangu- | pembangu- | pembangu- | pembangu- | pembangu- P P PVMBG, sektor Kota
nan nan nan nan nan terkait,relawan, dunia
usaha
Pemulihan sarana dan Tettangun | Tethangun | Tesbangun | Terbangun | Terbengun Wilayah Fungsi sekolah zg‘uel::-:::r}uou Disdik.
kembali kembali kembali kembali kembali Lo ] Dk 50 50 50 50 50
kegiatan pendidikan 20% 20% 20% 20% 20% terdampak terdampak E:!Bhli. relawan, dunia
Penanganan psikososial
dan traumahealing Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana WILEyah " L(:Mrba W 1 P:’os' B;Bnt: relawan, Dinsos 07 1 15 2 2
terdampak bencana s r Ambage A
Penyediaaan pemenuhan
Semua sektor, dunia
kebutuhan ! i Wilayah Korban ;
korban/terdampak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia terdampak terdampak usaha, le:ll:aga bantuan, | BPBD 2 2 2 2 2
bencana oyt




Sub-Total
M. Program Kajian dan Analisis Risiko Bencana Jawa Barat
Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana
. 10% 10% 15% 15%
f:'!::: dRis::?rEteni:n: infrastruk- | infrastruk- | infrastruk- | infrastruk- Infrastruktur, Eergl:fru:n demisi. BPBD
1 daii sa::na rasr:rar'.\la tur dan tur dan tur dan tur dan Jawa Barat bangunan, Dujq'q aDaB#:?R LDSD F i BPBD 05 05 05 05
nti fvit:: Sarpras Sarpras Sarpras Sarpras sarpras penting Ba pﬂ'h i )
g vital di vital di Vital di vital di P
KRB tinggi | KRB tinggi | KRB tinggi | KRB tinggi
Terseleng Terseleng | Terseleng '
S . 5 Wilayah dan
i gara kajian | gara kajian | gara kajian : DSDA, perguruan
i | ::r;g”"“ga" risiko risiko risiko v gl |50 00 tinggi/akademisi, BPBD, | DSDA 05| os| os
banjirdi5 | banjirdiS | banjirdiS W s Bappeda, sektor terkait
DAS DAS DAS 9
ki ik j A | Sektor perijinan
Analisis Risiko Bencana
3 Perijinan Pembangunan Terseleng- Jawe Barit dan DPMPTSP, Bappeda, DPMPTSP, 02
dan pemanfaatan ruang gara pemanfaatan DBMPR, Sektor terkait DBMPR "
ruang
Sub-Total 0 07 1 1 1
N. Program Perguruan Tinggl untuk Jabar Tangguh Bencana
KKN Tematik Wilayah rawan | Desa/kelurahan g:r::rr;at:; inggi. BPBD
I iabdcisanman 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa bencana/ rawan bencana/ Kabupaten/Kota. BPBD Kabupaten/ 25 25 25 25
! destana destana e . i " | Kota
Terseleng- Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- ¥
B tz':?:g; o Jowe Rerst gara Terbentuk | gara gara gara Jawa Barat ::’; s wlgcs Forum PT PRB, BPBD :;r;m e 03 03 03 03 03
rsiapan Penquatan | Penguatan | Penguatan
i : ! Perguruan tinggi Jawa
3 ::'l?:’::ﬁ: lgr;:.or(qnan. Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- Jawa Barat Perguruan Tinggi | Barat, Pemerintah Forum PT 10 10 10 10
Becciina gara gara gara gara Jawa Barat provinsi/Kabupaten/Kota.| PRB
BPBD
Penelitian Kebencanaan P tinaai J
dan Teknologi Kabupaten/Kota B::g:r;:;e::ggah i Forum PT
4 Kebencanaan untuk 10 20 40 60 Jawa Barat . wilayah rawan i 1 2 4 6
Pengurangan Risiko bencana :ar;g;soumbupatenll(ot i
Bencana di Jawa Barat :
Sub-Total 03| 363 | 373 | 393 | 413
©. Program Inovasl Sosial dan Teknologi Kebencanaan
Lomba Inovasi Sosial g:?:;ua: :ttlnggi Perguruan tinggi,
dan Teknologi Terseleng- | Terseleng- | Terseleng- ; lembaga riset, sekolah,
: Kebencanaan Tingkat gara gara gara yaivrn Borat :ﬂ::;‘f;:l masyarakat, media BFeD 02 02 R
Jawa Barat ten/Kota, BPBD massa
Pameran Inovasi Sosial . 3 i BP20, BPBD, perguruan
2 dan Teknologi T:::eleng T::eleng T:‘r-:eleng Jawa Barat Semua sektor tinggi. sektor terkait, BP2D 03 03 03
Kebencanaan Tingkat 9 9 9 masyarakat, lembaga




Jawa Barat : usaha. media massa
Seminar/Workshop BPBD, perguruan
s | foevevidvent) | Vewia-/ | twsabn- | Gesi | fommbing- | Tomend: | s marae | | Mowmatt it FoumPT | | 02| o2 02| o
Javia Baret lembaga riset. BP2D
Sub-Total 0 0.2 07 07 07
P. Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan
Pengembangan ranengs Terbentuk
1 pendidikan s 9 Terlaksana | Pendidikan | Kabupaten/Ko | Lulusan SMA, ICMI, Dinas Pendidikan, ICMI % 10 25
kebencanaan D3 di 1 ! g: it uji coba Kebenca- ta pemuda BPBD ;
Kabupaten/Kota dhacse naan D3
A e oroe vy g 25 sekolah | 25 sekolah | 27 sekolah Kabupaten/Ko | peiajar, Pemud s:gg::::&:dewan- BPBD, FPRB s| s| sa
: nung, Sungai, dan s ola sekol & jar. Pemuda | o \.ademisi/ perguruan i §
'antai 4 .
tinggi
: i Dinas I
Pelatihan Singkat PRB Kabupaten/Ko BPBD, Dinas Pendidikan, !
3 bagi Guru 200 orang | 300 orang | 350 orang | 400 orang t Guru FPRB, Akademisi i;;ré%ldlkan. ! 04 04 04 04
Pelatihan Singkat PRB Kabupaten/Ko | Perempuan/Ibu
4 bagi Kaum Perempuan 200 orang | 300 orang | 350 orang | 400 orang t rumah tangga BPBD, DEEAKB, FPRB BPBD, FRPB 04 04 04 04
Tersedia ) 'BPBD. FPRB, Sekber
U | SRR TR | Tehean! | TICENAR AR | el B ebuprteanio | agyarakat SPAB, Diskominfo, BPBD o1| o1| 01| o1
9 Y J final Pakar/Akademisi
; Pemuda, BPBD, pakar/akademisi,
6 gd".ﬂha" Bgiat PRO J 200 orang | 300 orang | 350ocrang | 400 orang | Jawa Barat organisasi organisasi kepemudaan, | FPRB 04| 04 04 04
agi Pemuda
R kepemudaan FPRB i
i Akademisi/pergu-ruan
Pelatihan singkat PRB i 3 | Provinsi, ’ tinggi, BNPB, instansi
7 | bagi Eksekutif dan T:::""‘“g T‘ﬂ"""‘g Loyt Kabupaten/Ko | pupaty walkota. | ericait, DPRD, BPSDM 01| o1| o
Legeslatif f 9 9 9 ta i Pemerintah Provinsi/
B Kabupaten/HKota
Kabupaten/Ko : 1
Sekolah Lapang Gempa Aparat, BMKG. BPBD, instansi ]
8 Bumi & sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah ta ra;vaan masyarakat terkait BMKG 12 14 14 14
) Kabupaten/Ko | Aparat, BMKG. BPBD, instansi
9 Sekolah lapang Iklim & sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah ta masyarakat terkait BMKG 12 14 14 14
Sub-Total 01 88| 132 ] 196 29
Q. Program Peningkatan Peran Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Bantuan PB
BPBD, masyarakat,
pemerintah desa, BPBD
Kolaborasi dalam Daerah rawan | Desa tangguh pemerintah
L pengembangan Destana Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana bencana tinggl | bencana Labupaten/kota. dunia &:t::patenl 0l 01l 0l 01 0l
usaha. komunitas/
relawan, FPRB
BPBD. masyarakat, BPBD H
Kolaborasi dalam ) Daerah rawan . R
2, Edukasi dah Scelalisas! | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana bencana tinggi Masyarakat pemerintah desa, Kabupaten/ i 01 01 0l 0l

pemerintah Kota




kabupaten/kota, dunia
usaha, komunitas/
relawan, FPRB
BPBD, masyarakat,
Kolaborasi dalam Lokasi Masyarakat dan pe::::::: desa, BPBD
Pengadaan bantuan Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | terdampak wilayah E:bup St e ik Kabupaten/ 01 01 0l 0l
keadaan darurat bencana terdampak ik bonibitass Kota
relawan
BPBD, Dinas Pendidikan,
Sekber SPAB,
i " kat, pemerintah
Kolaborasi dalam Daerah rawan | Sekolah dirawan | T25YaT® Sekber
Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana g desa, pemerintah 0l 0l 0l 0l
Pengembangan SPAB bencana tinggi | bencana kabupaten/kota, dunia SPAB
usaha, komunitas/
relawan
Sub-Total 01 04| 04 0.4 04
R. Program Inovasi Pembiayaan Penanggulangan Bencana
Tersedia- Tersedia- Tersedia- Dkt usaha Perbankan, lembaga
nya modal | nya modal | nya modal "i asuransi, pemerintah
iizg::;?:zg::gﬁg:; asuransi asuransi asuransi n".::gt’::::; :’:;’::::;: provinsi/ BPBD o8| 20| 20
kebencana- | kebencana-| kebencana- singel kabupaten/kota, BNPB,
an an an n99 BPBD, BUMD
Tersedia- Tersedia- Tersedia-
Bhiarisariin nya nya nya Pemerintah Pemerintah
Pen?bia aaanon tiiensi alternatif alternatif alternatif Provinsi/Kabu | Provinsi/Kabupa | BNPB, BPBD, Akademisi BNPB 03 03 03
y " pembiayaan| pembiayaan| pembiayaan paten/Kota ten/Kota
kentijensi kentijensi kentijensi
BPBD, perguruan
Terlaksana- | Terlaksana-| Terlaksana- tinggi/akademisi, Biro
Pengembangan nya kajian | nya kajian | nya kajian perbankan, masyarakat, Bataciarier
Pengumpulan dana platform platform platform Kabupaten/Ko Magverakat pemerintah dain Y 1 1 1
kebencanaan dengan digital dana | digital dana | digital dana | ta y provinsi/kabupaten/kota Punaambien
paltform digital kebencana- | kebencana-| kebencana- . BUMD, Biro Pelayanan :%eo ial
an an an dan Pengembangan 9a ’
Sosial
Terlaksana- | Terlaksana-| Terlaksana- BPBD, perbankan, Biro
P nya kajian | nya kajian | nya kajian masyarakat, Biro Pelayanan
T abun'::aggan Bt tabungan tabungan tabungan tl;abupatenll(o Masyarakat Pelayanan dan dan 03 1 1
9 g2 siaga siaga siaga Pengembangan Sosial, Pengemban :
| bencana bencana bencana BUMD gan Sosial S !
Sub-Total 0 03 21| 223 22
S. Program Pengembangan Ek i Lingkungan Rawan Bencana
Daerah rawan Pemerintah
fnir::::::;:al::r:::i';oml 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa peosk Masyarakat NSRS . Ao, E:::;stanan 25 25 25 25
il iyl terdampak Dinas KUKM, dunia usaha, BBWS 3
9 bencana perbankan, instansi




terkait, masyarakat
Sub-Total 0 25 25 25 25
T. Program Pemulihan dan Peninghkatan Daya Dukung Lingkungan Rawan Bencana
Dinas Kehutanan, BPBD,
Penghjauan dan Daerah hulu Hibis Cltamin BBWS, DLH, instansi Dinas
1 rebiataiat oy BAS 1DAS 1DAS 1DAS 1DAS 1DAS rawan Ohsaraii ! terkait, TNI, Polri, Kehutanan, 2 2 2 2 2
bencana masyarakat, dunia BBWS
usaha, perguruan tinggi
i ; Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana
Penguatan dan di 10% di 15% di 20% di 25% Dinas Kehutanan, BPBD,
perbaikan lingkungan daerah daerah daerah daerah Dl raian Daerah selatan DLH, instansi terkait,
2 rawan bencana rawan rawan rawan rawan {oricacy dan tengah TNL Polri, masyarakat. DLH S 7 10 12
longsor/banjir dengan bencana bencana bencana bencana Cay Jawa Barat dunia usaha, perguruan
vegetasi (bioengineering) - | longsor/ longsor/ longsor/ longsor/ tinggi
| | banjir banijir banjir banjir
Dinas Kehutanan, BPBD,
= " Sungai Citarum, DLH. instansi terkait,
g | SOWE - 1DAS 1DAS 1DAS - Cimanuk, TNI Polri, masyarakat, | BBWS il iy 1
9a Citanduy dunia usaha, perguruan
b tinggi
10% desa 15% desa
Parbaiian dan j ‘ ::l;sedlr pesisir pesisir Dinas Kehutanan, BPBD, Dinas
mbangan tasi baseline ot pantal Pantura dan Dinas Kelautan dan Kelautan
4 | ORI mengem- | mengem- | Pesisir pantai Perikanan, TNL, Polri, 05 2 3
mangrove berbasis desa bangkan bangkan Paneela masyarakat, dunia dan
masyarakat pesisir 9 s Y = " Perikanan
pantal vegetasi vegetasi usaha, perguruan tinggi
; mangrove | mangrove
10% 15% 20% Dinas Kehutanan, BPBD,
Penanaman vegetasi sempadan | sempadan | sempadan Dinas Kelaqun dan Dinas
Sempadan Pansela dan Perikanan, instansi Kelautan
5 pantai sebagai green pantai pantai pantai - P rkait. TNL Polri & 5 T 10
belt pesisir telah telah telah kg b bocion s - e .
ditanami ditanami ditanami T:at:\y:':e:gzr ::n’tinggi erikanan :
Sub-Total 2 sfss] 2] »
U. Program Pemantauan dan Pengendalian Risiko Bencana Industri dan Bencana Non Alam
Kementerian
! Perindustrian, Dinas
Penguatan sistem i - | Tersedia- Tersedia- Tersedia- Tersedia- Daerah Perindustrian dan
manajemen | nyaABCP | nya ABCP | nya ABCP | nya ABCP | kawasan Perdagangan, Dinas
1 kesiapsiagaan dan . di 15% di 15% di 20% di 20% industri, Industri Ketenagakerjaan, BPBD, | BPBD 2 2 25 25
kedaruratan pada wilayah wilayah wilayah wilayah industri risiko perguruan
iindustri industri industri industri industri tinggi tinggi/akademisi, pelaku
sektor industri,
masyarakat
Penyusunan renkon dan Tersedia- | Tersedia- | Tersedia- Tersedia- Daerah Kementerian
2 RYD pada setinp Industri nya nya nya nya kawasan Industri Perindustrian, Dinas BPBD 2 2 25 25
P i Renkon Renkon Renkon Renkon industri, Perindustrian dan




dan RTDdi | danRTD di | dan RTD di | dan RTD di | industri risiko Perdagangan, Dinas
15% 15% 20% 20% tinggi Ketenagakerjaan, BPBD,
wilayah wilayah wilayah wilayah perguruan
industri industri industri industri tinggi/akademisi, pelaku
sektor industri,
masyarakat
Kementerian
Perindustrian, Dinas
Daerah Perindustrian dan Diiaa
Pembentukan Satuan Terbentuk | Terbentuk | Terbentuk | Terbentuk | k@Wwasan v ol cigeed Perindustrian
3 PB di setiap iIndustri satuan PB | satuan PB | satuan PB | satuan PB s Kndiiat) bR ok, SEBO, dan 1 1 L 4
industri risiko perguruan Bavdiainsan
tinggi tinggi/akademisi, pelaku pangs
sektor industri,
masyarakat
Kementerian
Perindustrian, Dinas
Tormashe: 1 Tortak Tertak Terlak o S spasedn o
. erlaksana | Terlaksana | Terlaksana | kawasan agangan, Dinas
4 | Pengumbange.shien ks nya nya nya industri, Industri Ketenagakerjaan, BPBD, | BPBD o1| oa| o1 o1
pelaporan kesiapsiagaan format L L la industri risik
pelapuran pelaporan pelaporan pelaporan ll’.| ustri risiko p‘erg\:lruan
tinggi tinggi/akademisi, pelaku
sektor industri,
masyarakat
Sub-Total 0 51 51 61 61
V. Program Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana
Pergub/Perbup/ Perwal BPBD Provinsi,
tentang Provinsi, BPBD BPBD Provinsi, BPBD
1 Penyelenggaraan Tersedia Kabupaten/Ko | Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota, BPBD 0l
Penanqulangan Bencana ta . instansi terkait, | akademisi, Biro Hukum
di Jawa Barat masyarakat
Pergub/Perbup/ Perwal F
tengang Pemanfaatan BPBD Provinsi, Dinas Pemb:rdayaan
Dana Desa untuk Provinsi, BPBD MEsysravaccun ek, || QWi
2 Penanggulangan Tersedia Kabupaten/Ko | Kabupaten/Kota B8PAD Provinsi. BPED Pemberdaye 01
99 9 P P Kabupaten/Kota, an 1
Bencana dan ta . masyarakat, lademisl desa éiro M Akt
Pengurangan Risiko desa :_' A 1 2 b
ukum
Bencana
Pergub/Perbup/ Perwal Dinas
tentang Pembentukan Provinel. BPBD Provinsi, Dinas Pendidikan, BPBD Pendidikan
3 Sekretariat Bersama Penyusun Tersedia Kabupaten/Ko | BPBD Provinsi, BPBD Bravinel dan 01 o1
Satuan Pendidikan an draft ta o Habupaben ot Kabupaten/Kota, Habusaten/ !
Bencana Jawa Barat e Akademisi, Biro Hukum -
dan Kabupaten/Kota -
Pergub/Perbup/ Perwal . L) Vg . g
tentang Pelaksanaan Provinsi, BPBD Provinsi, Disdik, BPBD Provinsi, Penc!rdlkan ;
4 4 Tersedia Kabupaten/Ko | BPBD BPBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan 01
Sututrs PansGeuien Amian ta Kabupaten/Kota | Akademisi, Biro Hukum | Kabupaten/
Bencana (SPAB) ! Kota




Pergub tentang g
T B st Provinsi BPBD Provisl | BPAD Alademil Bwo | 8PED o1
Jabar Resilience Culture Hekivh i g
Province i
Pergub/Perbup/Perwal ;
tentang Penggunaan Provinsi, BPBD Provinsi, ggg‘g::::nﬂlps‘;go
6 Belanja Tidak Terduga Tersedia Kabupaten/Ko | BPBD o BPKAD 0l
Kabupaten/Kota,
untuk Kedaruratan ta Kabupaten/Kota Alticharnial Bire Hiikam
Bencana d i
BPBD Provinsi, 2
Perqub/Perbup/Perwal Provinsi, Kabupaten/Kota g:_': v:;l:;li&uat;.BBDPBD
7 tentang SOP Tersedia Kabupaten/Ko | . instansi terkait, Kabu atlen /Kota. TNI BPBD 0l
Kedaruratan ta TNL Polri, e o e sne bl
velaikh £ lemis|
Surat Edaran
Gubernur/Bupati/Waliko
ta tentang Geladi
Simulasi Kesiapsiagaan : ia i Provinsi, BPBD Provinsi, BPBD Provinsi, BPBD ’
8 Bencana di semua l:::::u ::ms:ab ::m’:l' Kabupaten/Ko | BPBD Kabupaten/Kota, ggk:zt;nat 0l 0l 0.1
Instansi Pemerintah, ta HKabupaten/Kota | Sekretariat Daerah g
Perkantoran, Sekolah,
Perbelanjaan, dan
Industri
Pergub/Perbup/ Perwal - BERE Prisviine]
tentang Forum Proving, Bpan BPBD, Perguruan Tinggi
9 Perguruan Tinggi untuk Tersedia Kabupaten/Ko | Kabupaten/Kota skademisl Biro Hukiim Biro Hukum 01
PRB ta . perguruan
tinggi
Perguby/Perbup/ Perwal BPBD Provinsi, | Bro0- Bro fe@yanan
tentang Pelaksanaan Provinsi, BPBD Sosial, IgPBD 9
10 | KKN Tematik Tersedia Kabupaten/Ko | Kabupaten/Kota K‘;g‘: ten/icota, BPBD 01
Kebencanaan di Jawa ta . perguruan a::mn v
Barat tinggi P 2
tinggi/akademisi, FPRB
BPBD Provinsi, Biro
Pergub/Perbup/ Perwal Brovinal BPBD Provinsi, Pemerintahan dan Biro
tentang Kemitraan " o BPBD Kerjasama, perguruan Pemerintaha
M Dunia Usaha dalam PB di ot i{:bupatenmo Kabupaten/Kota | tinggi, dunia usaha, ndan ol
Jawa Barat . dunia usaha akademisi, FPRB, Biro Kerjsama
Hukum
BPBD, Dinas
Perqublperb?.cplperwal AR BPBD Provinsi, Perdagangan dan
tentang Peningkatan Provinsi, BPBD Paringantrisn, Dines
12 | Kesiapsiagaan dan Tersedia Kabupaten/Ko U BPBD 0l
g Kabupaten/Kota | Ketenagakerjaan,
Upaya PR.dj Bicang " industri erguruan tinggi, Biro
Industri X ety 99"
Hukum
Pergub/Perbup/ Perwal i :
F Provinsi, BPBD Provinsi, . :
3| | g, Henudmen Tersedia Kabupaten/Ko | BPBD BRED, Diowe Sosial, Bio. |5y, 0l
Logistik, Standarasisasi ta TR T Hukum, Badan SAR
Peralatan dan P




Pengadaan Logistik

Hebencanaan
MOU/Nota Kesepakatan BPBD Provinsi,
antara daerah yang T Provinsi, Kabupaten/Kota, aPen Bh'o Peme_rintuhan Biro
ersedia . dan Kerjasama, Biro .
14 | berbatasan dalam Draft Tersedia Kabupaten/Ko | Biro Hbikcan Padnbrintik Pemerintahan - -
penanggulangan ta Pemerintahan dan Provin: Si /Kabupaten/Kota dan Kerjsama
bencana Kerjasama i
BPBD Provinsi, : 7
e BPBD, Biro Pemerintahan | .
15 MOU Pelaksanaan KKN T Fravion, K.abupatenfl-(ota. dan Kerjasama, Biro Bivel
- ersedia Tersedia Kabupaten/Ko | Biro Pemerintahan - -
bl ta Pemerintahan dan)| HOr S, Camariel) dan Kerjsama
Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota
BPBD Provinsi,
MOU Riset. Kajian, dan Kabupaten/Kota, BPBD, Biro Pemerintahan
Analisis Kebencanaan Frovine; rguruan tinggi, Hag uparad, Rins Biro
16 Tersedia Tersedia Kabupaten/Ko B 9 | Hukum, Pemerintah Pemerintahan - -
RTHAPR Pasnia G ta giro Provinsi/Kabupaten/Kota.| dan Kerjsama
Perguruan TInggi Pemerintahan dan| L !
Kerjasama perguruan tinggi
| BPBD Provinsi A
i : : BPBD, Biro Pemerintahan
Ssoa':oak;:::an [ Provinsi, :iarl;upatenlkou. dan Kerjasama, Biro Biro
17 Penanggulangan Tersedia Tersedia :(abupateano Brmeriotahin den ;!::::::if:n;enn:a:m “ dPem;nntahan - u
Bencana » Herjasama , dunia ABUpAtEn/Kota ] dan Kerjsina
dunia usaha
usaha
Sub-Total 03 12 0l 0
W. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
Terbentuk | Terbentuk
A BNPB, BPBD Provinsi,
Peningkatan : nya BPBD nya BPBD BPBD BPBD BPBD Kabupaten/Kota, Bits
1 Kelembagaan PB di Kota | di di Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota | Biro Organisasi, Biro i 04 04
dan Kabupaten/Kota Kabupaten | Kabupaten ta i =2 Congeinie
/i Hukum, akademisi
Kota /Kota !
Terbentuk | Terbentuk | Terbentuk
Pembentukan nya nya nya BPBD BPBD Provinsi. BPBD BPBD dan
2 Satgas/UPT Pusdalops Pusdalops | Pusdalops | Pusdalops Habuisatan/ie BPBD Kabupaten/Kota, Biro Biro " 1 1 1
di tiap BPBD BPBD di BPBD di BPBD di ta . Kabupaten/Kota | Organisasi, Biro Hukum, O' Sriaavl
Kabupaten/Kota Kabupaten | Kabupaten | Kabupaten akademisi 9
/Kota /Kota /Kota
Sub-Total L4 14 1 0
X. Kerjasama Antar Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Peringatan dini dan Provinsi, BPBD, gr;%:;ﬂmz:nmota
1 mitigasi bencana daerah 6 Desa 30 Desa 40 Desa 44 Desa Kabupaten/Ko | masyarakat, desa, masyarakat ‘| BPBD 03 15 23
perbatasan ta instansi terkait relawan, Tadia fnasea
Pengembangan sister Terbentuk | Terbentuk | Terbentuk | Terbentuk | Provinsi, gl?oa\i;;:; mi:n /Hota
2 village penanggulangan MoU antar | Mol antar | MoU antar | Mol antar | Kabupaten/Ko | Desa/Kelurahan K ‘| BPBD - - -
bencana daerah daerah daerah daerah ta L Ty S,

relawan, dinas terkait




Gladi bersama Provinsi, BPBD. it abuasdan Aot
penanganan Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Kabupaten/Ko | masyarakat. k. Wi ":LL ‘| BPBD 04 04 04 04
kedaruratan bencana ta instanai terlealt | | o en :!Irnaa terkait
Sub-Total 0 0.7 19 24 27
Total 194 431 621 763 843
2850,65

GRAND-TOTAL




LAMPIRAN 2

TABEL PENJABARAN PROGRAM-KEGIATAN JAWA BARAT RESILIENCE CULTURE PROVINCE TAHAP II (2024-2028)

A. Program Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Kebencanaan
Edukasi, sosialisasi, dan Camat, kepala 2::&:;’:}?(’;}3
simulasi (Edissi) Daerah koridor desa/aparat desa, tokoh Pemerintah D 4 Eani
masyarakat di daerah dan terdampak di masyarakat dan agama, g G
1 i pycpiisismiplol 25 desa 25 desa 25 desa 25 desa 25 desa Sesart, ng, pemuda, perempuan, :’:Zg:;:ng:: R::::‘ ‘TFI:RBi)' BPBD Provinsi
(Lembang, Cimandiri, Cimandiri, Baribis dunia usaha yang belum e 'm edQI: iy 99"
Baribis) tersosialisasikan tokoh masyarakat/agama
BPBD Provinsi,
ol Camat, kepala Kabupaten/Kota,
:ﬁ:‘:&’;‘ :;;‘:;)s“" dan desa/aparat desa, tokoh | Pemerintah Desa. FPRB,
masvarakar il caanah Desa di pesisir masyarakat dan agama, Perguruan Tinggi, relawan,
$ H aw:; A tenarn 105 desa 105 desa 105 desa 105 desa 105 desa selatan Jawa nelayan, pemuda, kaum media massa, tokoh BPBD Provinsi
(Paritai Selatan Jawa- Barat perempuan, dunia usaha | masyarakat/agama,
Pansela) yang belum Organisasi Perangkat
tersosialisasikan Daerah (OPD)/instansi
terkait
BPBD Provinsi,
Habupaten/Kota,
" " Camat. kepala .
Edukasa.sos.tahsasi. dan Diana ol liwaisant desa/aparat desa, tokoh Pemerintah Desa FPRB,
simulasl (Edies:) rawan bencana masyatakat dan agama PTG IRNE, Fotiw,
3 masyarakat di daerah 20 desa 25 desa 30 desa 45 desa 64 desa urunaesl T 11 em):: A sahain gn y media massa, tokoh BPBD Provinsi
rawan bencana gunung api ?lI Rt zunia us'a%a anp“; v masyarakat/agama,
aktif temsmm;kang Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)/instansi
terkait
Camat, kepala
Edukasi, sosialisasi, dan desa/aparat desa, tokoh
simulasi (Edissi) i?::gt::;rno:a masyarakat dan agama, g:r?":rrmp;:::f?g% BPBD
4 masyarakat di daerah 250 desa 450 desa 600 desa 750 desa 845 desa masyarakat. pemuda, } 1
gerakan tanah i relawan, OPD/instansi Kabupaten/Kota
rawan bencana gerakan Hniook-saten perempuan, dunia usaha Sartaak
tanah n9g 9 yang belum
tersosialisasikan
Camat, kepala
fﬁq“i‘&:’; {'E";'::i‘”‘ dan Kabupaten/Kota ﬁ::;:m‘;‘;ﬁ:g:"':‘:h BPBD Kabupaten/Kota,
5 masyarakat di daerah 300 500 desa 700 desa 900 desa 1150 desa i ks masyarakat, pemuda, sy De“ i Soibisd
. banijir dan bencana relawan, OPD/instansi Kabupaten/Kota
rawan bencana banjir, dan fiinhietsabelanl kaum perempuan, dunia terkait
bencana hidrometecrologi °9 usaha yang belum
tarmokisikasian
BPBD Provinsi,
LA F Kabupaten/Kota, FPRB,
-1y 5 5 5 7 Provinsi, Pemilik gadget. komunitas/ pegiat kit
-] Kabupaten/Ko | Kabupaten/Ko | Kabupaten/Ko | Kabupaten/Ko | Kabupaten/ | Kabupaten/Kota, pengguna nedia sosial penanggulangan bencana,
kebencanaan berbasis D AR okt Kabupaten/Kota
digital, dan media sosial ta ta ta ta Kota esa dan internet Dinas komumikasi dan
) informatikan, operator
telekomunikasi dan




informasi
Biro Yanbangsos, Kantor
3:;:_:?::;“ ThancaRPGa E::Q::aan Masyarakat. tokoh Wilayah Kementerian Tenaga
7 1 Pl bencar? "? h 9 163 orang 200 orang 1700 orang 1900 orang 2000 orang temg oy ba&ah agama yang belum Kerja, organisasi keagamaan, | Biro Yanbangsos
Skt Adaiva ik i F;is Lda anlman tersosialisasikan tokoh agama, NGO, dunia
] el 9 usaha
B, Program Desa Kelurahan Tmﬂ’m‘ B
Desa/Kelurahan BPBD Provinsi, BPBD
Pembentukan Desa rawan .
5 f masyarakat. tokoh Kabupaten/Kota, fasilitator BPBD
1 gee::ja I;ealurahan tangguh 500 desa S00 desa 400 desa 600 desa 683 desa S:nc:;: r::\ggi di masyarakat dan agama, destana, FPRB, NGO, dunia Kabupaten/Kota
" relawan, karang taruna, usaha
o BPBD Kabupaten/ Kota,
:nent::n;:l:? dt:‘ncana. Diisa/Habiranai Desa/Kelurahan titik, fasdestana, ksehatan darah BPBD
1 500 desa 500 desa 600 desa 600 desa 683 desa jalur lokasi yang dan/lurah pokja destana,
::;:P:::::: sl et banie feiaun Etiontin ditetapkan perguruan tinggi, NGO, ot o iy
Y dunia usaha
Pembuatan, dan
pemasangan papan Diésa kalurahan Titik yang disepakati BPBD Kabupaten/Kota, BPED
3 informasi bencana, rambu, | 500 desa 500 desa 4600 desa 600 desa 483 desa Sanaduh baneaha (kantor desa/kelurahan, FasDestana, kelompok kerja Kabupaten/Kota
dan jalur evakuasi tingkat 99 sekolah, dsb) destana
desa
Pem Desa/Kelurahan,
Desa rawan Polsek, Danramil,
: 2 I & BPBD Kabupaten/Kota,
Latihan simulasi bencana tinggi di Babinsa, . BPBD
4 kebencanaan tingkat desa 500 taeu 00 duns 0 e 00 dia 09 desa Jawa Barat/ Babinkambtinmas, ga:sd‘::;ana. Refawan, Plja Kabupaten/Kota
Destana Hansip, Masyarakat,
pemuda, relawan
Pemerintah BNPB, BPBD Provinsi,
5 ::::“’“"‘“ rencanaaksl | gn dess 500 desa 600 desa 600 desa 683 desa ?:;:g:‘g::;“:“ desa/kelurahan, RT/RW, | Kabupaten/Kota, instansi | Rrbo
obyek terdampak terkait, desa/kelaian M
Bimbingan teknis Desa/Kelurahan Calon fasilitator/ BNPB. BPBD Provinsi
6 fasilitator Desa Tangguh 500 desa 500 desa 600 desa 600 desa 683 desa tangguh bencana masyarakat desa/kel Kabuplaten /Kota, FPRB BPBD Provinsi.
Bencana (Destana) terpilih destana i
BNPB, BPBD Provinsi.
Gerakan mitigasi bencana Desa rawan Masyarakat Kabupaten/Kota,
7 desaku 500 dewa 500 desa 900 desx 400 desa 483 deas bencana desa/kelurahan destana | Kecamatan, desa/kelurhan AL YL
FPRB
Monitoring, Evaluasi dan BNPB, BPBD Provinsi,
Pelaporan (MEP), dan Desa/kelurahan T Kabupaten/Kota,
8 lomba destana (Destana 500 desa 500 desa 600 desa 600 desa 683 desa i Kinerja destana. Kncdristan. dasa/Kelurahats BPBD Provinsi,
Award) FPRB
C. Satuan Pendidikan Aman Bencana
Operasional Sekretariat Kant K Dinas Pendidikan, BPBD.
Bersama (Sekber) Satuan Terseleng- Bandung, Provinsi sill sk iy Bk i : Sekretariat
1 Pe ndjdika(n Aman)Bencana Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara gara "9 Juein Bagrat bersama, pengurus., ukrgtafht bersama SPAB bersama SPAB
(SPAB) Jawa Barat program kerja Provinsi
Sekolah di KCD 5
fim ¥ Dinas Pendidikan, BPBD
Prthie y 3647 Provinsi, Komite sekolah, kepala : y Sekretariat
2 Sosialisasi program SPAB | 1750 sekolah 2250 sekolah 2750 sekolah 3250 sekolah SN Kabupaten/Kota di | sekolah, guru, siswa sekre:::'lat bersama. SPAB Bersama SIAR
rawan bencana




sedang
Sekolah di KCD
Latihan simulasi Provinsi Kepala sekolah, Guru, ! AP
3647 / Dinas Pendidikan, BPBD, BPBD
3 penanggulangan bencana | 1750 sekolah 2250 sekolah 2750 sekolah 3250 sekolah Kabupaten/Kota di | siswa, pegawai sekolah, g g
tingkat sekolah sekolah FaWan bancans orangtua Sekber SPAB Provinsi HKabupaten/Kota
sedang
Penerapan kurikulum 1 3
; y Kurikulum Dinas Pendidikan, BPBD, ’
4 knbencanar/ Torsosialisass sudah KCD dan sekolah Sekolah di Jawa Barat sekretariat bersama SPAB Dinzs !
penanggulangan bencana kan ditaravian Provinal Pendidikan
di sekolah o
Pengembang_an sistemn
Piigatan.din, sstusn Dinas pendidikan, BPBD,
SUA L st s 3647 Kangar Clsbeng . komite sekolah, FPRB Jawa | BPBD
5 zt;:z;r:motgeor;;mnat 1750 sekolah 2250 sekolah 2750 sekolah 3250 sekolah sabelih S::;::‘(KCD) dan Sekolah di Jawa Barat Barat, dan korps relawan Kabupaten/Kota
Jawa Barat
penanggulangan bencana
di sekolah
" Sekolah yang ' "
Bimbingn teknis Dinas Pendidikan, BPBD, | Dinas Pendidikan, BPBD. .
6 | penanggulangan bencana, | 1750 sekolah | 2250 sekolah | 2750 sekolah | 3250 sekolah | 3647 memilli ingkat | gan Forum PRB Jawa | FPRB. sekretariatbersama | por ool
dan SPAB sekolah kerawanan Barst SPAB bersama Sl
bencana sedang
Retrofit atau penguatan Sek Dinas Pendidikan, BPBD,
olah di daerah
bangunan. dan sarana Sekolah yang struktur Dinas Perumahan Rakyat Dinas
? prasarana mitigasi FH0 snnakali 200 sehicish e 253 selicay tg:ur:l::“&;lan bangunan rentan. dan Kawasan Perlindungan, Pendidikan
bencana di sekolah dunia usaha, NGO
Monitoring. evaluasi dan
pelaporan Program SPAB 3647 Sekolah di Jawa Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas
8 melalui pengurangan risiko | 1750 sekolah 2250 sekolah 2750 sekolah 3250 sekolah S Barat Sekolah di Jawa Barat sekretariat bersama SPAB Pendidikan/
bencana di sekolah (DRR - ot i Provinsi BPBD
School Watching)
Dinas Pendidikan, BPBD :
Terseleng- Sekolah di Jawa A . i Sekretariat
9 SPAB Award Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara gara Barst Sekolah di Jawa Barat ;er:l;eint:‘rm bersama SPAB bersama SPAB
Penerapan media
pembelajaran mitigasi Terseleng- Sekolah di Jawa " Dinas Pendidikan, BPBD, dan | Dinas
W | Svicaia T Al aadars Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara gara Barat Sekolah di Jawa Barat FPRB Jawa Barat Pendidikan
digital, dan interaktif
Operasionalisasi Dinas Pendidikan, BPBD, | Dinas Pendidikan, BPBD, Sekretariat
u sekretariat bersama SPAB | Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Kabupaten/Kota sekretariat bersama sekretariat bersama SPAB bersama SPAB
di tingkat kabupaten/kota SPAB kabupaten/kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
ram Peningkatan Kapasitas SDM Pena langan Bencana
Pelatihan aparat dan
relawan/komunitas
penanggulangan bencana tiela
di tingkat Kota/ kabupaten | AParat/relawan BPBD, Akademisi, FPRB, BPBD
1 kabupaten/kota, 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1163 orang rawan Benoana g::::ggulangan Korps Relawan Kabupaten/Kota
kecamatan, dan di
desa/keluarahan
(prosentase/ perwakilan)
) Peningkatan kapasitas 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1164 orang Kelurahan/ desa Tokoh masyarakat/ BPBD, akademisi, FPRB. BPBD




pengurangan risiko rawan bencana agama, pimpinan ormas, | korps relawan Kabupaten/Kota
bencana (PRB) bagi yayasan/ komunitas
pemuka masyarakat
3 "S:'r‘t‘:?;;ﬂl::;ﬁ‘e;::‘“’ 250 250 250 250 252 Kelurahary desa | EPA78CrElanen BNPB, BPBD, akademisi BPBD Provinsi
bagl aparat, dan relawan orang orang orang orang orang rakin Bikioatia g:;::ggu angan i . akademisi ovinsi
penangqulangan bencana
Pengembangan wawasan, T
dan kecakapan bagi aparat . BPBD, akademisi. FPRB,
4 (kantor siaga), dan relawan 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1200 orang 1200 orang Kabupaten/Kota E::angg\nangan korps relawan BPBD
penanggulangan bencana iy
5 Geladi bersama korps Tersenggara Tersenggara Tersenggara Tersenggara Tersenggara | Wilayah Rawan Korps relawan Jawa BPBD, TNI, Polri, KanSAR, Korps relawan
relawan Jawa Barat 800 orang 900 orang 1000 orang 1100 orang 1200 orang Bencana Barat instansi terkait Jawa Barat
Rapat koordinasi Forum
Penguragan Risiko Terseleng- FPRB, akademisi, media
é Bencana (FPRB) se-Jawa Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara gara Kabupaten/Kota Perwakilan FPRB massa, BPBD FPRB
Barat
FPRB, Forum Perguruan
Seleksi duta penguragan Terseleng- :
7 risiko bencana Jawa Barat | rerselenggara | Terselenggara Terselenggara | Terselenggara gara Kabupaten/Kota Calon Duta PRB Tinggi Pengurangan Risiko BPBD Provinsi
Bencana, BPBD
Pelatihana atau bimbingan
teknis penanggulangan FPRB, Forum Perguruan
8 bencana untuk duta 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Kabupaten/Kota Duta PRB Tinggi Pengurangan Risiko BPBD Provinsi
penguragan risiko Bencana, BPBD
bencana Jabar
Penugasan duta
9 penguragan risiko 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Kabupaten/Kota Duta PRB FPRB, BPBD BPBD Provinsi
bencana Jawa Barat
Penguatan, dan \
10 | pengembangan kapasitas ] -] ] -] 7 Kabupaten/Hota Kabupaten/Kota ::E.?pm:;\;:gmo FPRB Provinsi
FPRB kabupaten/kota
Penguatan dan
pengembangan kapasitas Wilayah rawan Korps relawan Jawa Korps relawan
1 korps relawan terlaksana terlaksana terlaksana terlaksana terlaksana beheana Barst BPBD, korps relawan Jawa Barat
kabupaten/kota
E. Program Peningkatan Keslapsiagaan
Peninjauan kembali
Rencana Kontijensi Kabupaten/kota BPBD. akademisi. FPRB,
1 (Renkon), dan Rencana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana rawan terancam ?S:;gkik?::i;%m Forpimda, dunia usaha, BPBD Provinsi
Tanggap Darurat (RTD) gempabumi prEgTN media massa, instansi terkait
bencana gempa bumi
Peninjauan kembali A
Rencana Kontijensi . | Kabupaten/kota BPBD, akademisi, FPRB,
2 (Renkon), dan Rencana Terlaksana rawan terancam :‘:r';::‘gkl; k&:::‘r:gnn Forpimda. dunia usaha, BPBD Provinsi
Tanggap Darurat (RTD) tsunami i media massa, instansi terkait
bencana tsunami pansela
Peninjauan kembali 4
] Kota/kabupaten BPBD, akademisi, FPRB,
Rencana Kontijensi Pemangku kepentingan
3 (Renkon), dan Rencana Terlaksana r:v::n tearaincarn terdampak gunung api ﬁ?:gi'amr?\:'sﬁr‘l:s‘:as::ﬁ:e riait BPBO Frovinai
Tanggap Darurat (RTD) GG &P i




bencana gunung api_
Geladi bersama atau Table Kota/kabupaten BPBD Provinsi BPBD, akademisi, FPRB,
4 lfeo;as:;:‘;::rsrmyah terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara ‘_I‘::selengga :::;ag? ;e:gcana Kabupa_ten/Kota. :;ﬁmﬁ:zt:;f::::‘ BPBD Provinsi
perbatasan berbatasan Uxhianal vl media massa, instansi terkait
Provinsi
. . 2 i BPBD Provinsi,
Peri:nga_tan fitet ! 2 ’ l;:kb:&.;tenlkota. i::\u:}.;m:?:;x i Gid MARMIO s, St Masing-masing
5 :(:;;;asmgaan Bencana 4 juta 4 juta 4 juta 4 juta 4 juta perkantoran, pegawai/karyawan, :::;k;lt. FPRB, korps relawan, BPBD/instansi
perhotelan, warga sekolah ks g
industi akademisi/Perguruan Tinggi
Kabupaten/Kota
dan 6 posko utama . bt
6 :::::n‘:ar:i:zer:a::ia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia e dnlgenaisiny AR FIRERN T ani? :tr::‘lrr:;.u Dishub, PU g:? i
) Cikopo, Nagreg, bencana P i ity
ebaran Cipali, Pantura- Satpol PP, Dinsos Kabupaten/Kota
Cirebon, Puncak)
Penerapan sistem Dllachls faboa Desa yang sering terjadi | BPBD Provinsi, BPBD
peringatan dini bencana i bencana pada hulu Kabupaten/Kota, Perguruan | BPBD
7 gerakan tanah/longsor T e o o oo o A0U S Lz:ﬁr;: i e sungai, tebing, titik Tinggi. dunia usaha, lembaga | Kabupaten/Kota
dan banjir 9 rawan gerakan tanah sosial
{ Desa pesisir BNPB, BPBD Provinsi, BPBD .
Pemutakh ist
8 perlnt;aur’\r;::alst:.:r:mi di | 35desa 35 desa 35 desa SEA e (Fangendare, Hahupatan/t(dts, Pargurusn ::ne i b
R e Barat Sukabumi, Garut, Tinggi, dunia usaha, lembaga bbbt /i
ki Tasikmalaya, Ciamis) sosial -
BPBD Provinsi, BPBD
Habupaten/Kota, Dinas
300 hotel & 300 hotel & 300 hotel & 300 hotel & 300 hotel & Pariwisata dan Kebudayaan,
9 Penguatan kesiapsiagaan | pengelola pengelola pengelola pengelola pengelola ;':’akji:: \:tsan f:::t:eﬂ.r:::gelol.a o Association of The BPBD
sektor wisata kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan wis):ta T a.ral::a t UWISa. | Indonesian Tours and Travel Kabupaten/Kota
wisata wisata wisata wisata wisata 4 Agencies (ASITA),
Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI)
Peninjauan kembali
Rencana Kontijensi
Kabupaten/ kota
(Renkon), dan Rencana Para pemangku
Tanggap Darurat (RTD) P Hrgol kepentingan di BPRD Kabgpaten/Kota. BPBD
10 Héoeos Terlaksana menengah Kabupaten/Kot, FPRB, dunia usaha, relawan, Kabupaten/Kota
hydrometeorologi 2;:3:':‘”_', ologi | ForPimda. Relawan akaderniel
(banjir.longsor, puting °9
beliung. dan banjir rob)
Pembaharuan profil Para pemangku BPBD Kabupaten/Kota,
1 kesiapsiagaan provinsi, ) Terlaksana Provinsi kepentingan di Dunia Usaha, Instansi/PD, BPBD Provinsi
dan kabgpatenlkota Kabupaten/Kota TNI, POLRI, SAR
; Instansi pemerintah,
12 ;fn“g;:;b:;?::n:““m" 100 kantor 100 kantor 100 kanter 100 kantor 100 kantor | Kabupaten/Kota f::‘t’; pemerintahdan | 1 naten/kota, desa, dunia | BPED Provinsi
it usaha




i Rumah sakit, BPBD, Dinas Dinas
13 ;P:ngu:htabr;'r‘\g\:: e 15 unit 27 unit 35 unit 45 unit 42 unit ;Vgﬂ:g::aﬂawan Rumahsakit Kesehatan, Ikatan Dokter Kesehatan,
n99 Indonesia BPBD
. Puskesmas, BPBD, Dinas Dinas
14 5:: gu::;gz:ﬁ:nmas 15 unit 20 unit 30 unit 35 unit 44 unit g::z:: Rawan Puskesmas Kesehatan, Tkatan Dokter Kesehatan,
99 R Indonesia BPBD
Penguatan pasar tangguh Wilayah Rawan N PD Pasar. BPBD BPBD
15 Pt 180 pasar 180 pasar 180 pasar 180 pasar 202 pasar i iy Pasar tradisional Kabupaten/Kota, FPRB Kabupaten/Kota
F. Jabar Resilience Center
Perkuatan Jawa Barat Bandung/BPBD BPBD Provinsi,
1 Reslllence Caritar terlaksana terlaksana Provinal Pusdalops Kabupaten/Kota BPBD Provinsi
Pelaksanaan sistem Bandung/BPBD BPBD Provinsi
2 operasional Jawa Barat terlaksana terlaksana terlaksana terlaksana terlaksana Provinsi, Pusdalops Hablsstaric ta BPBD Provinsi
Resilience Center Kabupaten/Kota i o
Sistem jaringan
:::;?r:g::;:n“;:wa Jawa Barat BPBD, Pusdalops, BPBD Provinsi, BPBD
. . Resilience Center | tempat evakuasi Kabupaten/Kota, FPRB,
3 B:;'::.;ﬂ l:ieifg:nce Centerdi | tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia (JRC) di Provinsi senantaradianitar relavien. diinis ubaa; BPBD Provinsi
P K dan Desa/camat akademisi.instansi terkait
kabupaten/kota Kabupaten/Kota
St Aringan | Lokasl JRC di
Operasional, dan Terselengga | Resilience Center | BPED/Pusdalops, BPBD Provinsi, BPBD
4 pemeliharaan Jawa Barat | terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara wa 99 (JRC) di Provinsi tempat evakuasi Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi
Resilience Center (JRC) din e sementara/kantor Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota desa/kecamatan
4 ! Pusat Pengendalian
s::::g::;a::;:;:r:tas KAbUB AL/ Kotk Operasi Penanggulangan | BPBD, Pusat Pengendalian
5 . 27 27 27 27 27 P g Bencana (Pusdalops) Operasi Penanggulangan BPBD
s Parimmgdinget Provinel Kabupaten/Kota Bencana (Pusdalops)
Bencana (Pusdalops PB) Brewitatl - =P,
vinsi
Pemeliharaan dan
BPBD Provinsi, Perguruan
-] CPATRINI Dl terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara ]’erseiengga Provinsi BPBD Provinsi Tinggi. dunia usaha, lembaga | BPBD
Learning Center (DLC) ra el
BPBD Provinsi Jawa Barat
Pemeliharaan, dan BPBD atau Dinas BPBD Provinsi,
operasional Disaster Terselengga Penanggulanagn Kabupaten/Kota, Perguruan | BPBD
T Learning Center(DLC) di terselenggara terselenggara | terselenggara | terselenggara s Kabupaten/Kota Besaa Tinggi. dunia usaha, lembaga | Kabupaten/Kota
kabupaten/kota Kabupaten/Kota bantuan
FPRB Desa, Destana, BPBD
Pemeliharaan, dan J Destana, JRC Desa, !
i ! Terselengga | Wilayah rawan d i Kabupaten/Kota, BPBD BPBD
8 :‘ape_;‘:':x;r;la lumbung terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara | _ i Hikrosna ;:T:-::tu e::kuasu Provinsi, Dinas Sosial, dunia | Kabupaten/Kota
i usaha, lembaga bantuan
G. Program Peng 1 Sistem Kedaruratan Bencana
BPBD, Dinas Sosial, Dinas
Penguatan Tim Reaksi Provinsi Jawa Tim Reaksi Cepat, Kesehatan, Dinas
1 Cepat (TRC) provinsi dan 28 tim 28 tim 28 tim 28 tim 28 tim Barat Provinsi, Perumahan Rakyat dan BPBD
kabupaten/kota Kabupaten/Kota Kawasan Permukiman, Dinas
Bina Marga dan Perumahan




Rakyat, Dinas Sumber Daya
Air, Dinas Pendidikan, Badan
Kepegawaian Daerah,
instansi terkait
Gladi sistem komando F S ; :
Terselengga | Provinsi, Provinsi, Semua instansi terkait
::::g:nan kedaruratan terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara | _ ] Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota penanggulangan bencana BPBD
Pelathan dan pembinaan Provinsi Nt o |
petugke“ r:::::‘l: cepat kondisi | 800 orang 900 orang 1000 orang 1263 orang 2000 orang Kabupaten/Kota Aparat, relawan Pershul icrian. NHPE, daak BPBD
kecamatan
Pemeliharaan dan RAPI, ORARI, Potsar, BMKG,
pemutakhiran sistem Terselengga | Provinsi, ; Hd BPBD, Dinas Kemunikasi dan
komunikasi dan energi terselenggara | terselenggara | terselenggara | terselenggara ki Kabupaten/Kota Pegiat komunikasi, BPBD Informatika, operator BPBD
kedaruratan yang handal telepon
Pembangunan lokasi
tambahan gudang logistik | 5 5 5 L] 7 Kabupaten/Kota 2PBD Kabup;ten/l(ota. BPBD, kecamatan, desa BPBD
Madarirutan ecamatan, Desa
H. Program Peng Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dan Kearifan Lokal
Wilayah rawan BPBD, Dinas Sumber Daya BPBD Provinsi
Pk o s Sk 300 desa 300 desa 300 desa 300 desa 308desa | banjir dan rob T Air, akademisi, relawan, desa. | dan BPBD
) tingkat sedang Y masyarakat Kabupaten/Kota
Wilayah rawan BPBD, BMKG, Dinas Sumber | BPBD Provinsi
z::e: m::nngam's“F:DM 275 desa 325 desa 375desa 425 desa 448 desa gempabumi ?nisb;:l:::’an' Daya Air, akademisi, relawan, | dan BPBD
gemp tingkat tinggi y desa, masyarakat Kabupaten/Kota
: BPBD. PVMBG., desa. BPBD Provinsi
ik | e 25 desa 40 desa 45 desa 54 desa gy i IR Koot ooy relawan, akademisi, dan BPBD
i e P B o
ayah rawan ! . desa, vins
Pemekllha: anh?lPDM b 400 desa 400 desa 400 desa 400 desa 545 desa gerakan tanah :‘PBD' "t’ :‘n' relawan, akademisi, dan BPBD
e v tinggi o - masyarakat Kabupaten/Kota
BPBD, relawan, akademisi,
Pemeliharaan SPDM Wilayah rawan BPBD, relawan perhutani, Balai Konservasi BPBD Provinsi
Kebakaran Hutan dan 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 6 desa kebakaran hutan i a'r slat : Sumber Daya Alam, Dinas dan BPBD
Lahan (Karhutla) dan lahan Y Sumber Daya Air, desa, Kabupaten/Kota
masyarakat
£ BPBD, relawan, akademisi, i
Penemaaniin SHOM 5% dari total 5% dari total 10% dari total 10% dari total 20% dur wﬂaygh saltar BPBD, relawan, masyarakat, desa, Dinas BPBD Pravinel
sekitar lokasi/daerah/ h L lobvisiaday {asan total lokasi/daerah/ rrdevarakat, industss Pavindisktrian dan dan BPBD
kawasan industri ; s kawasan kawasan industri g BaCh Kabupaten/Hota
Perdagangan
Pemeliharaan dan
operasional radio Ded/ilurahan BPBD, relawan, g;?(% rg‘;:ggﬁ:‘:: rsgf ‘a BPBD Provinsi
komunikasi masyarakat 500 desa 500 desa 600 desa 4600 desa 683 desa Yarscih ben masyarakat, pegiat radio Al relia i r bRl ty dan BPBD
untuk peringatan dini 9gu aplas komunikasi deréa ik itk Kabupaten/Kota
bencana
Program Penguatan Logistik, Peralatan, sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Penguatan manajemen BPBD Provinsi, dan e .
bt e b BPBD Provinsi, BPBD BPBD Provinsi
agg':::'t‘ el s, SOURGRN |t 7 27 27 27 :;::;:;e‘f" Kota g::g;”g‘:;;gm Kabupaten/Kota, dunia dan BPBD
dan regional Bandisia usaha, akademisi Kabupaten/Kota




Kabupaten/Kota
BPBD Provinsi, dan
oo oty b BPBD/Dinas 8PBD Provinsi, BPBD BPBD Provinsi
i 27 27 27 27 27 Penanggulangan Kabupaten/Kota, dunia dan BPBD
:;g:t:;::;tez:::;untan Knbupaten/Kota Bencana usaha, akademisi Kabupaten/Kota
P Kabupaten/Hota
BPBD Provinsi, dan
Pengembangan kemitraan ;
dalam penyediaan stok Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya | Provinsidan ngDloim‘s BRED Provivs!, BPEO BPRO Provinel
enanggulangan Kabupaten/Kota, dunia dan BPBD
dan distribusi logistik Mol mol Mol Mol Mol Kabupaten/Kota ik isi Haby 7K
dengan dunia usaha baru Bencana usaha, akademis paten/Kota
Kabupaten/Kota
:’:an;;lai:a“:iar:?“zleralaun BPBD Provinsi. dan
rahodUlaraRs berssra Brovinal dan BPBD/Dinas BPBD Provinsi, BPBD BPBD Provinsi
?:ara:gg rasagrana) di Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Kabupaten/Hota Penanggulangan Kabupaten/Kota, dunia dan BPBD
BPED Prewinsi dlan Bencana usaha, akademisi Kabupaten/Kota
kabupaten/kota Katupaoen/Hooe
Peninjauan ulang SOP BPBD Provinsi, dan
pengerahan sarana " BPBD/Dinas BPBD Provinsi, BPBD BPBD Provinsi
prasarana dan peralatan I::‘i:tsasrgp :':::sas'gp ;:)H;k“"a Ty Penanggulangan Kabupaten/Kota, dunia dan
saat kedaruratan lintas ; i Bencana usaha. akademisi Kabupaten/Kota
instansi i Kabupaten/Kota,
Program P tauan dan Evaluasi JRCP
Indikator, program, dan | BPBD Provinsi, BPBD i
Peninjauan kembali JRCP | Terlaksana Bandung leoiatan Kabuoaten/iota BPBD Provinsi
Monitoring dan evaluasi f
indikator dan program Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana s:::p;:::: Ketn Srnocg;am den Keglatan 2::? P:::;",?(’;':pab BPBD Provinsi
JRCP
Program Penguatan Mitigasi Struktural Penangglangan Bencana
15%
Pembangunan atau 15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan ; "
pemantapan bangunan sudah sudah sudah sudah :::E:nan ::i:i‘;"h - Bangunan rentan/rusak Dma: ?vu;:b:; g:ya ::ragglsl g:‘a: Ns:f abier
pengendali banjir diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki : . ! S T S ¥
Dinas Sumber Daya Air,
Pendliaten: tebing/ieren 15% penguat 15% penguat 15% penguat 15% penguat 15% penguat Wiavih rawan g::::taaa.:aRt:;g; gi‘nnas gl:': AS‘: ";?:;s
rawgn tahasor 9 9 tebing tebing tebing tebing tebing 1A §or Tebing tanpa penguatan | Kehutanan, Dinas Binya Ma ) et
9 terbangun terbangun terbangun terbangun terbangun "9 Perhubungan, Dinas Penata arr?R i
Perumahan Rakyat dan 9
Kawasan Permukiman, BPBD
15% jalan : : Dinas Bina
Pengembangan 2 Dinas Bina Marga dan
infratruktur jalan dan ls*'bi:l't:: dan lS:b}::?‘ ey lsr:.b,:::: dn 15:.}:::: i d:::ba tin Wilayah rawan Bangunan/infrastruktur | Penataan Ruang, Dinas g:mnn 1
jembatan sebagai jalur = e e e o bencana rentan/rawan Sumber Daya Air. BPBD, o 9
termantapkan | termantapkan | termantapkan | termantapkan | termantap- 8 Dinas
evakuasi Py Dinas Perhubungan Berhubundan
15%
15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan . . ;
F‘enc!embahqan bangurnan publik/infrastr | publik/infrastr | publik/infrastr | publik/infrastr bangunan Wilayah rawan Dinas Perumahan Rakyat Dinas Bira
publik atau infrastruktur . 4 h publik/infras Bangunan rentan gempa | dan Kawasan Permukiman, Marga dan
tahan gempa uktur kritis uktur kritis uktur kritis uktur kritis truktur kritis | 95™P3 BPBD. Dinas Perhubungan Penataan Ruang
9 tahan gempa tahan gempa tahan gempa tahan gempa tahan gempa i 9




15%
15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan | 15% bangunan | bangunan Dinas Perumahan Rakyat Dinas
Pengembangan bangunan | publik/infrastr | publik/infrastr | publik/infrastr | publik/infrastr | publik/infras dan Kawasan Permukiman, Perumahan
-] publik atau infrastruktur uktur dapat uktur dapat uktur dapat uktur dapat truktur :ila;;ahirawan E:;\g;:f" it Dinas Perikanan dan Rakyat dan
tahan tsunami digunakan digunakan digunakan digunakan dapat s Kelautan, Dinas Sumber Kawasan
sebagai TES sebagai TES sebagai TES sebagai TES digunakan Daya Air, BPBD Permukiman
sebaqai TES
Dinas
15% Dinas Perumahan Rakyat
b Perbaikan bangunan di ;ztlr:f:::" ﬁ;’:f:::n ;‘r::h:’:f::: i ;i:l;’:ug:::n bangunan Wilayah rawan Bangunan terdampak dan Kawasan Permukiman, ::E';T::::
daerah rawan banjir b = h s } a: publik sudah | banjir banjir rutin Dinas Sumber Daya Air
diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki (DSDA), BPBD ::::x::ﬂ L
L. Program Pemulihan Pasca B
Penyiapan rencana ;
keberlanjutan (continuity Tersedia di Tersedia di Tersedia di ! Wilayah Jawa Lo
1 plan) untuk sektor usaha 15% wilayah 15% wilayah 20% wilayah Barat risiko tinggi f::: :Lu':;:;b"ms' ::;::%:Tku:: ‘:kﬂa';gr?-n‘isi Perguruan Tinggi
dan wilayah akibat industri industri industri menengah 4 1
bencana
Assessment Pengkajian
Kebutuhan Pascabencana BPBD. Dinas Perumahan
2 (QITUPASNA), Damage Wilayah Fisik bangunan dan Rakyat dan Kawasan
and Loss Assessment 104 orang 104 orang 104 orang 04 orang 104 orang terdampak manusia terdampak Permukiman, sektor terkait, | BPB0
(DALA), dan Human J
Recovery Needs oo
Assessment (HRNA)
Assessment ekonomi "
3 lingkungan dampak Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana :::_l;::‘h ak ﬁz: ta&geible dan %‘:\ BDi‘ ahadnmsl, Pergurnan Perguruan Tinggi
bencana P e 99
. Dinas Pekerjaan
Pemulihan sarana g:’f&tt:::sk::r::\:hm Umum, Dinas
4 s{r’:is:lr:::l:‘g:riastmktur. Terlaksana Terlaksana Terlal Terlal Terlaksana ::rli;::.h K L(:;b;a:terdampak Permukiman, Dinas :::'T::::
ey P Pekerjaan Umum, sektor Kaw{sn "
¢ g terkait Permukiman
Pemerintah kabupaten/kota,
desa, BPBD, Dinas
Relokasi Kirn Terlaksananya | Terlaksananya | Terlaksananya | Terlaksananya ;:dr:ll:::s:n Wilayah zmmnhapneﬂakt;tndanm Dematiitsh
5 EHENIR P T relokasi dan relokasi dan relokasi dan relokasi dan dan Lo Permukiman terdampak HINBAR, INTTNUGING, s el
terdampak bencana terdampak Bina Marga dan Penataan kabupaten/kota
pembangunan | pembangunan | pembangunan | pembangunan | pembangu- Ruang (DBMPR), Pertanahan
i PVMBG, sektor terkait,
relawan, dunia usaha
6 Pemulihan sarana dan Terbangun Terbangun Terbangun Terbangun Terbangun Wilayah Fungsi sekolah gs::;'g::dm::ﬁ.gggou' Disnas
kegiatan pendidikan kembali 20% kembali 20% kembali 20% kembali 20% kembali 20% | terdampak terdampak rolaiim dimia usa.ha 3 Pendidikan
Penanganan psikososial
7 dan traumahealing Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana :::};z;:‘ K Korban terdampak P ir:” s:;l:::“ tBPED' relawan. | pinas Sosial
terdampak bencana P embag 5e
Penyediaaan pemenuhan : g Wilayah Semua sektor , dunia usaha,
8 kebutuhan Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia terdampak Korban terdampak lembaga bantuan, BPBD




korban/terdampak
bencana

masyarakat.

M. Program Kajian dan Analisis Risiko Bencana Jawa Barat
Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Perguruan Tinggi/akademisi.
Kajian risiko bencana 15% 15% 15% 20% BPBD, Dinas Perhubungan,
terhadap infratruktur dan | infrastruktur infrastruktur infrastruktur infrastruktur SRS oy M, Dinas Bina Marga dan
1 Jawa Barat sarana prasarana BPBD
sarana prasarana dan sarana dan sarana dan sarana dan sarana antin Penataan Ruang (DBMPR),
penting/vital prasarana vital | prasarana vital | prasarana vital | prasarana vital P 9 Dinas Sumber Daya Air
diKRBtinggi | diKRB tinggi | diKRB tinggi | di KRB tinggi (DSDA), Bappeda
Terselengga } Dinas Sumber Daya Air
Kajian pengurangan risiko Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara ra kajian Wilayah rawan WAayah‘ dan (DSDA), Perguruan Difing Susnbasr
2 bencana banjir kajian ".’“‘° ka|la.n ".8&0 kajia'n r?siko kafian risiko risiko banjir banjir permukiman terdampak Tinggi/akademisi, BPBD, Daya Air (DSDA)
banjir di 5 DAS | banjir di 5 DAS | banjir di 5 DAS | banjir di 5 DAS di 6 DAS berulang Bappeda, sektor terkait
N. Program Perguruan Tinggi untuk Jabar Tanggquh Bencana
Wilayah rawan Perguruan Tinggi,
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa/kelurahan rawan p BPBD
1 600 desa 600 desa 600 desa 600 desa 600 desa bencana atau pemerintah kabupaten/kota,
tematik kebencanaan dastana bencana atau destana BPBD, desa kabupaten/kota
Perguruan Tinggi Jawa ;:;‘g";“ ruan Tinggi
Kolaborasi riset, kajian, Terselengga Perguruan Tinggi Jawa Barat, pemerintah provinsi,
A dan analisa risiko bencana SeROire || Sleagety | Dewswgge | Semelapie -ra v Boret Barat pemerintah kabupaten/kota, :;?E:’;:E::m
BPED (FPT-PRB)
Implementasi Forum
kebencanaan dan Perguruan Tinggi
3 teknologi kebencanaan 20 30 40 50 60 Jawa Barat rmae:;:::a' wiayah peg:,::ﬂ;ﬂﬁer?, ?’I:m a Pengurangan
untuk pengurangan risiko p 3 Risiko Bencana
bencana di Jawa Barat (FPT-PRB)
O. Program Inovasi Sosial dan T Kebencanaan
i . Badan Penelitian
Lomba inovasi sosial dan Tivdelatia- Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi, lembaga d
1 teknologi kebencanaan di Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara i 9 Jawa Barat lembaga riset, sekolah, riset, sekolah, masyarakat, p:n srhahcan
tingkat Jawa Barat 9 masyarakat media massa Da:gah (Bpl‘gl;)
pameran inovasi sosial E::;mp;::g:i:%:::ah Badan Penelitian
2 i g Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara Teiealang- Jawa Barat Semua sektor BPBD, Perguruan Tinggi, gon
HRSORLS W Egen i sektor terkait, masyarakat b i g i
Jawa Barat lembaga usaha, media massa Daerah (8°20)
Seminar atau workshop BPBD. Perguruan :rr;Tmn Tingg!
inovasi dan teknologi Terseleng- i Tinggi/akademisi, lembaga
3 behancanan ot déa Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara gara Jawa Barat Masyarakat. dunia usaha riset. Bacdan Penslitlan dan m:faaﬂr?::
Barat Pengembangan Daerah [FPT-PR;) i
P. Program Pengembangan Pendidikan_dan Pelatihan_Kebencanaan
Pengembangan pendidikan | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara | Terselenggara ;:':“‘"9'
kebencanaan untuk pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan ICML, Dinas Pendidikan,
1 diploma tiga (D3) di kebencanaan kebencanaan kebencanaan kebencanaan rx:g:::m Fapdamnitor Wden S04, poveusde BPBD 2
kabupaten/kota D3 D3 D3 D3 D3
Pelatihan singkat BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas
2 pengurangan risiko 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang Kabupaten/Kota Guru, FPRB, Akademisi Pendidikan,




bencana bagi guru BPBD
Pelatihan singkat
3 | pengurangan risiko 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 5000rang | Kabupaten/Kota | porermPuan/Tou rumah o esiames. | gty Fitie
bencana bagi perempuan 992 P
Pelatihan singkat BPBD, pakar/akademisi,
4 pengurangan risiko 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang Jawa Barat Pemuda, organisassi organisasi kepemudaan, FPRB
bencana bagi pemuda permuca FPRB
g | BOS .. 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah :‘:m‘;‘:r:‘::"“ Aparat, masyarakat BMKG, instansi terkait BMKG
] Sekolah lapang iklim 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah Kabupaten/Kota Aparat, masyarakat BMKG, instansi terkait BMKG
Q. Program Peningkatan Peran Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Bantuan PB
P BPBD, masyarakat,
pemerintahan desa,
Kolaborasi dalam Desa rawan pemerintahan BPBD
1 pengembangan destana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana L e Desa tangguh bencana kabupaten/kota, dunia Kabupaten/Kota
usaha, komunitas/relawan,
FPRB
BPBD, pemerintahan desa,
g A pemerintahan
2 ::::;?:;Ti';:liam edukasi Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana E::(r:::;awan Masyarakat kabupaten/kota, dunia z::n con/Kota
usaha, komunitas/relawan, iy
FPRB
BPBD, masyarakat,
Kolaborasi dalam Lokasi wilayah pemerintahan desa,
3 | pengadaan bantuan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana | terdampak :::drg;d‘: wilayah pemerintahan 2PBD A
keadaan darurat bencana pa kabupaten/kota,. dunia LU tar /g
usaha. komunitas/relawan
BPBD. Dinas Pendidikan,
Sekretariat bersama SPAB,
Kolaborasi dalam Daerah rawan Sekolah di rawan masyarakat, pemerintahan Sekretariat
4 pengembangan SPAB Terdinene Terinknans Teriabeane TAra. ToAhn. bencana tinggi bencana desa, pemerintahan bersama SPAB
kabupaten/kota, dunia
usaha, komunitas/relawan
R. Program Inovasi Pembiayaan Penanggulangan Bencana 1
Terlaksnanya Terlaksnanya Tersedianya Terlaksnanya Terlaksnanya | Dunia usaha, Perbankan, lembaga
Pengembangan model model model model model model masyarakat di asuransi, pemerintah
: asuransi kebencanaan asuransi asuransi asuransi asuransi asuransi risiko bencana Masyarakat, dunia usaha provinsi, kabupaten/kota, i
kebencanaan kebencanaan kebencanaan kebencanaan kebencanaan | tinggi BNPB, BPBD
Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Bewaviiiah
2 Pengembangan alternatif alternatif alternatif alternatif alternatif bty Pemerintah provinsi, BNPB. BPBD. akademisi BNPB
pembiayaan kontijensi pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan E abiy at‘en 7 ok kabupaten/kota i 4 il
Hontijensi Hontijensi Kontijensi Kontijensi Kontijensi P
Pengembangan hiisomin il Binvngainst ol B g Tersedianya Terlaksananyal BPBD, Perguruan
. pengumphign dan l‘{la/iltaf'c":rnﬂ kajl:f';nn h?;ffn m Pt platform Kabupaten/ kota Masyarakat Tmggl/akademisl. perbankan, Biro Yanba
kebencanaan dengan P Ph by digital dana digital dana " Y masyarakat, pemerintah TS Yanneieaoe
digital paltform digital dana digitad dana dightal dans kebencanaan kebencanaan rovinsi, kabupaten/kota
e i kebencanaan kebencanaan kebencanaan P 1 P
Pengembangan tabungan Terlaksananya | Terlal Terlal Tersedianya Terlaksanany: BPBD, perbankan, ]
# siaga bencana kajian kajian 1 kajian | model tabungan RaSuphenl s i masyarakat. Biro B0 Pafnghee




sage e bt
siaga bencana | siaga bencana | siaga bencana
am bangan ek i lingkungan rawan bencana
i Pemerintah provinsi,
Pemberdayaan ekonomi Daerah rawan dan i
masyarakat berbasis 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa 500 desa terdampak Masyarakat kabupaten/kota, Dinas KUK, | Pemerintah
mitigasi bencana Hehoaria dunia usaha, perbankan, kabupaten/kota
masyarakat, instansi terkait
T. Program Pemulihan dan Peningkatan Daya Dukuw»gln Rawan Bencana
Dinas Kehutanan, BPBD,
Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas
Penghijauan dan reboisasi Daerah hulu rawan y Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Balai
hulu DAS 10As 1DAS LDAS 1DAS 1DAS bencana Hulu Citaruim, Clmaruk TNL Polri, masyarakat, dunia | Besar Wilayah
usaha, Perguruan Tinggi, Sungai
instansi terkait
Prfigitan darn et g:::: flf\;t::?;::\ apmi: Dinas
lingkungan rawan bencana Daerah rawan Daerah selatan dan - . i
longsor/banjir dengan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana longsor tengah Jawa Barat Z::'hsog:a} rgn:r:?r:_llc:;.g ?unia :.-'l;';gul;ungan
vegetasi (bio-engineering) instansi terkait
gﬁf&m:éb;fs Dinas Kehutanan, BPBD,
Penghilangan sampah dari ! oty Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Besar
sungai dan waduk 10AS 1048 1089 LOAS 10a8 R S g:::::ml‘: ?)SAS TNLPolri, masyarakat, dunia | Wilayah Sungai
Cilam: 13: 3 usaha, Perguruan Tinggi
Parballan dar 15% desa 15% desa 15% desa 15% desa 15% desa Dinas Kehutanan, BPBD,
pengembangan vegetas! pesisir pantai pesisir pantai pesisir pantai pesisir pantai pesisir pantai Dinas Perikanan dan Dinas Perilarian
el 9 bhue E rb“.;ge mengembang- | mengembang- | mengembang- | mengembang- | mengembang{ Pesisir pantai Pantura dan pansela Kelautan, TNI, Polri, dah Malaith
rnangarakat kan vegetasi kan vegetasi kan vegetasi kan vegetasi kan vegetasi masyarakat, dunia usaha, n sk
) magrove magrove magrove magrove magrove Perguruan Tinggi
U. Program P 1t dan P dalian Risiko B Industri dan Bencana Non Alam
i . . Kementerian Perindustrian,
Penguatan sistem Tersedianya Thtiadinys Tersedunys Torundiony Tersed:gnyn Daerah, kawasan Dinas Perindustrian dan
g ! ABCP di 25% ABCP di 25% ABCP di 25% ABCP di 25% | . i 3
jemen kesiapsiagaan | ABCP di 30% industri, industri 0 Perdagangan, Dinas Tenaga
dan kedaruratan pada wilayah i s o Wisysh whayah risiko tinggi Industrt Kerja. BPBD, Perguruan i
iindustri r Industritinggi | Industri o e s ol i o
99 sedang sedang sedang sedang 0 sg}ﬁgr. ety n;.:e;,:r:kn
Tt hadbri Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya Kementerian Perindustrian,
Penyusunan Rencana Retbion dZn Renkon dan Renkon dan Renkon dan Renkon dan | Daerah, kawasan Dinas Perindustrian dan
Kontijensi (Renkon) dan RTD di 30% RTD di 25% RTD di 25% RTD di 25% RTD di 25% industri, industri Industri Perdagangan, Dinas Tenaga BPBD
(Rencana Tanggap Darurat Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah risiko tinggi, i Kerja, BPBD, Perguruan
(RTD) pada setiap industri 1 ndu);tri Industri Industri Industri Industri sedang Tinggi/ akademisi, sektor
sedang sedang sedang sedang industri, masyarakat
Kementerian Perindustrian,
Terbentuk Terbentuk Terbentuk Terbentuk Terbentuk Dinas Perindustrian dan
Pe:abent:':m :a:":n';‘na satuan satuan satuan satuan satuan ﬂ;f:t';' i‘::;u:i:in A Perdagangan, Dinas Tenaga Dinas Tenaga
Sf“:ifg i nd?;:n penanggulang | penanggulang | penanggulang | penanggulang | penanggulan riallio thadal Kerja, BPBD, Perguruan Kerja
P an bencana an bencana an bencana an bencana gan bencana 99 Tinggi/ akademisi, sektor
industri, masyarakat




Kementerian Perindustrian, Dinas

Tersedianya hasil | Tersedianya Daerah , kawasan Perindustrian dan Perdagangan,

P
4 p:r:;r?::::;:l:i:r:a“ review revisi format Te;laksra:“anya Te:i:ks:ar:‘anya T:gaksra:nanva industri, industri Industri Dinas Tenaga Kerja, BPBD, BPBD
pelaporan pelaporan pen veRpo neie risiko tinggl Perguruan Tinggi/ akademisi, sektor
industri, masyarakat
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